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-Bdnk Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya

untuk tferus meningkatkan penerapan tata kelola
perusahaan  melalui pola pikir ferintegrasi yang
menghubungkan antara pelaporan keuangan dan
keberlanjutan sehingga ftfercipta nilai keberlanjutan
untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi
yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta
meningkatkan iklim usaha yang kondusif.



IKHTISAR LAPORAN PROFIL ANALISIS & PEMBAHASAN
UTAMA MANAJEMEN PERUSAHAAN MANAJEMEN

PENGHARGAAN
GCG 2023

Rating GCG oleh The Indonesian Institute for
Corporate Directorship (ICD) dalam ajang 14" [ICD
Corporate Governance Conference and Awards 2023,

Bank Mandiri meraih penghargaan dalam
kategori “Best Overall”.

Pada tahun 2023, keikutsertaan Bank Mandiri dalam
pemeringkatan program Corporate Governance
Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The
Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG),

berhasil mempertahankan predikat “Sangat
Terpercaya” selama 17 (tujuh belas) kali
berturut-turut.

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak
Bank Mandiri yang mendapatkan predikat

“Sangat Terpercaya”, 4 (empat) Entitas Anak

yang mendapatkan predikat “Terpercaya”, dan
1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat

“Terpercaya” dalam pemeringkatan Corporate
Governance Perception Index (CGPI).
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Bank Mandiri di tahun
2023 secara bertahap
berupaya wuntuk
terus meningkatkan
penerapan tata kelola
perusahaan melalui pola
pikir terintegrasi yang
menghubungkan antara
pelaporan keuvangan
dan keberlanjutan
sehingga tercipta nilai
keberlanjutan untuk

jangka panjang dan

mampu memberi
kontribusi yang
lebih besar bagi
perekonomian nasional
serta meningkatkan iklim
usaha yang kondusif.

PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai Bank dengan kapitalisasi
pasar terbesar di Indonesia, Bank
Mandiri berupaya unfuk mendorong
penciptaan nilai keberlanjutan melalui
pola pikir yang ferintegrasi yang
menghubungkan data, proses, analisis
keuangan dan keberlanjutan. Bank
Mandiri percaya, pola pikir terintfegrasi
akan meningkatkan kualitas informasi
dan proses keberlanjutan serta
mampu menghubungkan pelaporan
keuangan dengan nilai bisnis bank.

Pola pikir yang terintegrasi diperlukan
untuk menyampaikan informasi
berkualitas tinggi dan berguna dalam
pengambilan keputusan kepada
Manajemen, Direksi, dan Investor.
Di samping itu, pola pikir terintegrasi
juga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan kehandalan data serta
memajukan keberlanjutan dan

meningkatkan pelaporan perusahaan
sehingga informasi yang diberikan
konsisten, sebanding, handal, terjomin,
dan mampu memberikan gambaran
yang jelas kepada seluruh pemangku
kepentingan tentang kemampuan
Bank dalam menciptakan nilai
berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Bank Mandiri meyakini, tanpa pola
pikir terinfegrasi, memasukkan isu-isu
keberlanjutan ke dalam cara berpikir
perusahaan fidak mungkin dilakukan.
Pola pikir yang terintegrasi adalah
jalan untuk mewujudkan penciptaan
nilai yang berkelanjutan.
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Pemahaman mengenai isu-isu keberlanjutan yang material sangat
penting dimiliki oleh Manajemen Bank sebagai dasar pengambilan
keputusan. Bank Mandiri berkomitmen untuk menghubungkan
informasi dan proses pelaporan yang berkaitan dengan
tata kelolq, risiko, keberlanjutan, dan pelaporan keuangan untuk
membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai penciptaan nilai. Hal ini dilakukan sebagai bagian
dari komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola

perusahaan yang berkelanjutan.

Penerapan fata kelola perusahaan yang berkelanjutan
dengan pola pikir terinfegrasi mampu memberikan
energy baik bagi Bank Mandiri dalam menghadapi
berbagai tantangan sekaligus menjadi fondasi kuat
dalam memberikan nilai fambah bagi sefiap pemangku
kepentingan. Selain itu, Bank Mandiri sebagai bagian dari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkomitmen
untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
infernasional.

Selaras dengan hal fersebut, Bank Mandiri di tahun 2023
secara bertahap berupaya untuk ferus meningkatkan
penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir
terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan
keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai
keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu
memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian
nasional serfa meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
termasuk Peraturan Oftoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

Peraturan

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 fahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 fentang Perbankan
sebagaimana felah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”)

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
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TATA KELOLA
PERUSAHAAN

m Peraturan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:

¢ POJK No, 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

e POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola)

a. POJK Tata Kelola mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

b. Materi ketentuan dalam POJK lain yang mengatur topik terkait aspek tata kelola, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

c. Ketentuan pelaksana POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan.

d. POJK Tata Kelola mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

e POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

¢ POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

e POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
e POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

¢ POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

e POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

e POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

¢ POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Infernal.

e POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

e POJKNo. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

¢ POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

e POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

e POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

¢ SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

e SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

e SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

e SEOJKNo. 18/SEQJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara

3. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijokan-kebijakan Perseroan mengenai GCG.

4. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD).

5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijaokan Governance (KNKG).

Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

7. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

o
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PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

—

TRANSPARANSI

1.

2.

Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan
serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha,
strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris,
pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan
fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan serta informasi dan fakta material yang
dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh
informasi tentang kebijakan tersebut.

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak
pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

/

—

O,
AKUNTABILITAS

Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada
stakeholders.

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan
Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan,
sasaran usaha dan strategi Perseroan.

Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh
jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya
dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Perseroan.

Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara
konsisten dengan nilai perusahaan (Core Values), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki
rewards and punishment system.

PERTANGGUNGJAWABAN

1.

2.

Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku.

Perseroan sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab
sosial secara wajar.

/

—®

® INDEPENDENSI

Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak
terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

KEWAJARAN

1.

Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
(equal treatment).

2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai
dengan prinsip keterbukaan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
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PENERAPAN PRINSIP GCG

Untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik,
Bank Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG
sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA
(PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional
Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika,

Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Pinsip-prinsip GCG

Perilaku Beretika

Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa
mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak
dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun
serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara
konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan
asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1.

Penerapan di Perseroan

Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun
operasional selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika, hal
tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip — prinsip
kepatuhan yang antara lain di dukung dengan :

a. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan
Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

b. Penerapan praktik dan budaya anti korupsi;

c. Implementasi pengendalian Gratifikasi;

d. Implementasi Whistleblowing System

Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders

berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal

freatment).

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh

stakeholders untuk memberikan masukan dan

menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan
serfa membuka akses terhadap informasi sesuai dengan
prinsip keterbukaan.

Akuntabilitas

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
fransparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan
tfetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat
yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk

dapat diperfanggungjawabkan kepada stakeholders.
Perseroan menetapkan tugas dan fanggung jawab yang
jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris
dan Direksi serta seluruh jojaran di bawahnya yang selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan
strategi Perseroan.

Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di
bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan
tfanggung jowabnya dan memahami perannya dalam
pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Perseroan menetapkan check and balance system dalam
pengelolaan Perseroan.

Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran
Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara
konsisten dengan nilai perusahaan (Core Values), sasaran
usaha dan strategi Perseroan serta memiliki rewards and
punishment system.
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Transparansi

Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Untuk menjaga obyekfivitas dalam menjalankan bisnis,
korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan fidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur
dan pemangku kepentingan lainnya.

1.

Penerapan di Perseroan

Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serfa dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi fetapi
fidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi
Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan,
susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham
pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan
pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem
dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi
dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan
pemodal.

Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan
kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi
fentang kebijokan fersebut.

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan
rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi
sesuai peraturan yang berlaku.

Keberlanjutan

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta
berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua
pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan
mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis
dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Perseroan telah membentuk dedicated ESG Unit dibawah
supervisi Wakil Direktur Utama untuk menjalankan fungsi
koordinator pelaksanaan program-program keberlanjutan.
Perseroan telah menetapkan daftar negatif investasi dan
menerapkan Industry Acceptance Critieria (IAC) sebagai
bagian pemenuhan konsep ESG.

Perseroan telah menetapkan Bank Mandir ESG Governance
Structure, diantaranya untuk menetapkan arah sustainability
Bank terkait climate change dan pencapaian SDGs;
mengawasi implementasi ESG, pemenuhan target dan
inisiatif sustainability; dan mengawasi implementasi tata
kelola terintegrasi Sustainability Bank Mandiri dan Entitas
Anak.

Perseroan menyelenggarakan program pelatihan khusus
aspek-aspek keberlanjutan yang waijib diikuti oleh perwakilan
fungsi-fungsi terkait pemberian kredit, pengawasan kredit,
manajemen risiko dan sebagainya.

Perseroan menyelenggarakan rapat berkala yang khusus
membahas kemajuan program-program keberlanjutan.
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ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan telah dilakukan secara terstruktur dengan roadmap sebagai berikut:

1998

Awal Merger

Kesadaranimplementasi GCG didorong adanya krisis perbankan
akibat praktik “bad governance” yang menyeluruh di industri
perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-
bailout dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus
menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang
di dalamnya mencantumkan kewaijiban bank untuk menerapkan
GCG.

2000 - 2001

Peletakan Dasar-Dasar Governance Commitment, Siructure, and

Mechanisms

Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan

Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:

1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris fentang
Prinsip- prinsip GCG.

2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris fentang
Code of Conduct yang menjadi pedoman perilaku dalam
berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.

3. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (Compliance
Policy) yang mewaijibkan seluruh jajaran Bank Mandiri unfuk
bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan
kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.

4. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk
melakukan diagnostic review atas implementasi GCG. Atas
implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga Rafing
Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode
tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian
tahun sebelumnya dengan skor 5,4.

2003
Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri
Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan
penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Pembentukan beberapa Komite Penunjang Dewan Komisaris,
yaitu:
e Komite Audit
* Komite Pemantau Risiko
* Komite Remunerasi dan Nominasi
* Komite GCG
2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.
4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu,
antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi
maupun peristiwa atau fakta material.
5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai,
jelas dan akurat.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga
Independen yaitu The Indonesian Institute for Corporate
Governance.
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2005

Transformasi Budaya

1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai
kebersamaan (shared values) serta perumusan perilaku
utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja
perusahaan.

2. Penyusunan Charter GCG yang dituangkan melalui
Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok
pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.

3. Rating GCG dalam Corporate Governance Perception
Index (CGPI) meraih predikat “Sangat Terpercaya” untuk
pertama kalinya.

2008 - 2010

Transformasi Budaya Lanjutan

1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan
penerapan prudential banking, GCG serta infernal confrol
melalui pengembangan website GCG, Compliance Risk
Management System, Standar Prosedur Anfi Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Risk Based
Audit Tools dan Sistem Informasi Manajemen Audit.

2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputfusan
manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua
ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara
lain melalui penyelenggaraan Culture Fair, Culture Seminar,
dan Recognition Program berupa pemberian penghargaan
kepada unit kerja dan change agent terbaik dalam
implementasi program budaya.

2011-2013

1. BankIndonesia mengeluarkan PBINo. 13/1/PBI/2011 tenfang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan
Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan
penilaian GCG dengan pendekatan Risk Based Bank Rating
(RBBR).

2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus
menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga
nasional dan internasional yang independen dan
profesional, antara lain:

a. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) kepada 100 perusahaan publik
dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat
“Best Financial”.

b. Rating GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA)
yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009
Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan
terbaik dalam implementasi GCG.

c. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui
implementasi pelaporan Gift.

3. Disclosure tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam
pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan
himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi
antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti
Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.
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2014

1. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard, Bank
Mandiri meraih kategori “The Best Overall’.

2. Rafing GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA) yang
berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat
"“The Best of Asia “sebagai Icon on Corporate Governance.

3. Good Corporate Cifizen (GCC) sejalan dengan corporate plan
Bank Mandiri 2015 - 2020 yang salah satunya adalah social
economic impact, salah satu komponen yaitu role model
corporate citizen. Bank Mandiri telah melakukan diagnostic
review terhadap penerapan GCC di Perseroan.

4. Menyempurnakan ketenfuan larangan gratifikasi yang diatur
dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Giff Disclosure
Statement sesuai dengan himbauan KPK.

2015

1. Melakukan transformasi tahap 3.

2. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) dalam ajaong ASEAN CG Scorecard 2016,
Bank Mandiri meraih kategori “The Best Financial Sector”.

3. Rating GCG oleh Corporate Governance Asia (CGA), Bank
Mandiri meraih predikat “The Best of Asia" sebagai lcon on
Corporate Governance.

4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
a. Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja

terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan POJK No.
18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.

b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan
Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit
Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Gift
Disclosure Statement menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi
yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan launching Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG)pada 9 Juli 2015. UPG Bank
Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan
Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi
Pemberantasan Korupsi.

2016

1. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016,
Bank Mandiri meraih kategori “The Best Overall’.

2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang
diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan
3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.

3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016
yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di
Pekanbaru Riau. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan
Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2017

1. Bank Mandiri felah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat
belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di fahun 2017 Bank
Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak
11 (sebelas) kali berturut-turut.

2. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (lICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016,
Bank Mandiri meraih kategori “The Best Overall”.

3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017
yang diselenggarakan pada fanggal 11-12 Desember 2017 di
Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN
dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2018

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (ima
belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam
ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2018 yang
diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat
"Sangat Terpercaya” sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.

2. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3
PLCsIndonesia dalam ajang 24 ASEAN Corporate Governance
Scorecard (CG) Awards.

3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai
BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

2019

1. Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (lICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2019,
Bank Mandiri meraih kategori “The Best Overall”.

2. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam
belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam
ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2019 yang
diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat
"Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.

3. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan
Top 3 PLCs Indonesia.

4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga
Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga
sesuai dengan kriteria ACGS.
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Bank Mandiri meraih The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance yang digelar oleh Majalah Business News
Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.

Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh
ICG, kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” 14 (empat belas) kali berturut-turut.

Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN Asset Class pada pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh
ASEAN Capital Market Forum.

Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga
sesuai dengan kriteria ACGS.

21

Bank Mandiri meraih The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking) dalam ajang
GRC & Performance Excellent Award 2021 yang digelar oleh Majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.
Bank Mandiri meraih The Best Chief Compliance Officer 2021 dalam ajang GRC & Performance Excellent Award 2021.

Bank Mandiri meraih The Best Chief Risk Management Officer 2021 dalam ajang GRC & Performance Excellent Award 2021.
Bank Mandiri meraih The Best Chairman in Banking Indusfries 2021 dalam ajang GRC & Performance Excellent Award 2021.

Bank Mandiri kembali meraih predikat “*Sangat Terpercaya” dalam program riset dan pemeringkatan Corporate Governance
Perception Index (CGPI) 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance
(ICG) selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.

. Bank Mandiri berhasil meraih kategori Best Financial Sector dalam Top 50 Big Capitalization Public Listed Company yang

diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.
KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.

22

Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2022, Bank Mandiri
meraih kategori “The Best Financial Sector”.

Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan
oleh The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG), berhasil mempertahankan predikat “Sangat Terpercaya” selama
16 (enam belas) kali berturut-turut.

Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat ASEAN Asset Class dan masuk dalam daftar 50
perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) serta mendapatkan
penghargaan Best Financial Sector dalam ajang The 13" Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award 2022.
Pada tahun 2022 terdapat 3 (figa) Enfitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat
“Sangat Terpercaya” dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat “Terpercaya” dalam pemeringkatan Corporate
Governance Perception Index (CGPI).

Bank Mandiri felah melakukan Penyesuaian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal
18 April 2022.

. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP.

KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022.
Bank Mandiri felah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah
disampaikan kepada seluruh LIK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

2023

1.

Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang
14" 1ICD Corporate Governance Conference and Awards 2023, Bank Mandiri meraih kategori
“Best Overall”.

. Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Institute

Indonesian for Corporate Governance (lIICG), berhasil dalam mempertahankan predikat
“Sangat Terpercaya” selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut.

. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat

“Sangat Terpercaya”, 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat “Terpercaya”, dan
1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat “Terpercaya dalam pemeringkatan
Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2022.

. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi

No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.
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PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2023 & RENCANA 2024

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri
dalam menerapkan tata kelola perusahaan guna menjaga
keberlangsungan bisnis, perbaikan secara terus-menerus atas
pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2023 telah dilakukan.

Hal ini diloksanakan antara lain melalui:

1.

Self-Assessment Tata Kelola secara Individu

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola
secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa
melakukan penilaian sendiri (self-assessment)
penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan
POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/
SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Umum. Self-assessment ini dilakukan 2 kali dalam
setahun (periode bulan Juni dan Desember).

Hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata
Kelola secara Individu Semester | 2023 memperoleh
nilai 1 (satu), namun OJK memberikan feedback
pada tanggal 5 Desember 2023 dengan nilai 2 (dua)
yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah
melakukan penerapan Tata Kelola yang secara
umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat
kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara
umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan
dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh
manajemen Bank Mandiri.

Hasil Self-Assessment semester | 2023 dengan nilai
1 (satu) kemudian mendapatkan feedback OJK,
dengan nilai 2 (dua). Halinimenunjukkan manajemen
Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola yang
secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Sedangkan
hasil Self-Assessment penerapan tata Kelola secara
individu di semester Il 2023 adalah nilai 1 (satfu),
mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah
melakukan penerapan fata Kelola yang secara
umum sangat baik. Bank Mandiri belum mendapatkan
feedback dari OJK untuk Self-Assessment semester
1 2023.

. Self-AssessmentTata Kelola Terintegrasi

Selain melakukan penilaian sendiri (self-assessment)
Penerapan Tata Kelola secara Individu, Bank Mandiri
juga melakukan penilaian sendiri (self-assessment)
penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan
POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.
15/SEOQJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
Self assessment ini dilakukan 2 kali dalam setahun
(periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan
seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam
Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.
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Untuk penilaian sendiri (self-assessment) penerapan
Tata Kelola Terintegrasi Semester | 2023 diperoleh
nilai 1 (satu), yang mencerminkan Konglomerasi
Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata
Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal
ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai
atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila ferdapat
kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara
umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat
segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/
atau LK dalam Konglomerasi Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata
Kelola Terintegrasi Semester 11 2023 juga memperoleh
nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi
Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata
Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal
ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai
atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila ferdapat
kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi,
secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan
dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas
Utama dan/atau LIK dalam Konglomerasi Keuangan.

. ASEAN Corporate Governance Scorecard

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan
pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri telah
mengadopsi penilaian implementasi Tata Kelola
dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola
yang dikembangkan oleh Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) serta
telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum
(ACMF) yang disebut ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ACGS).

ASEAN Corporate Governance Scorecard digunakan
untuk menilai prakfik tata kelola perusahaan terbuka
dinegara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi
publik yang fersedia antara lain Laporan Tahunan,
laporan Keuangan Audited, Laporan Keberlanjutan,
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, Website Perusahaan serta
informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen
penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard
adalah sebagai berikut:
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a. Hak-hak Pemegang Saham

b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang
Saham

c. Peran Pemangku Kepentingan

d. Pengungkapan dan Transparansi

e. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

4. Corporate Governance Perception Index

Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola,
Bank Mandiri telah ikut serta dalam program riset dan
pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu rafing
Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2022
yang dilaksanakan pada tahun 2023. Tema CGPI
adalah *Membangun Ketangkasan Perusahaan
dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI
meliputi self-assessment, penilaian kelengkapan
dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI
meliputi Governance Structure, Governance Process,
dan Governance Outcome.

Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini
merupakan keikutsertaan yang
ke-20 sejak tahun 2003 sampai
dengan 2023, Bank Mandiri
berhasil mempertahankan dengan
predikat sebagai Perusahaan

“Sangat Terpercaya” selama
17 (tujuh belas) kali berturut-turut
dengan skor 95,22,

Rencana Tahun 2024

Unfuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola,

Bank Mandiri felah menyusun rencana kerja di tahun

2024, antara lain:

1. Keikutsertaan Mandiri Group dalam pemeringkatan/
penilaian Good Corporate Governance (GCG).

2. Pemenuhan penerapan ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ACGS).

3. Pelaksanaan penilaian sendiri (self-assessment) Tata
Kelola secara Individu dan penilaian sendiri (self-
assessment) penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
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PENILAIAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola
Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan
penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang telah dilakukan,
yang dilaksanakan secara semesteran. Selain itu, Bank Mandiri
juga melakukan assessment terhadap implementasi GCG melalui
pihak eksternal independen dengan mengikuti pemeringkatan
Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan pemenuhan
penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

SELF-ASSESSMENT

Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri ((self-
assessment) terhadap penerapan tata kelola perusahaan
secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan
SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan melakukan
penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola
perusahaan secara Individu adalah Surat Edaran OJK
No.13/SEOQJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Umum. Self assessment ini dimaksudkan
untuk memetakan kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian governance structure bertujuan unfuk
menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata
kelola perseroan agar proses pelaksanaan prinsip fata
kelola perusahaan yang baik menghasilkan outcome
yang sesuai dengan harapan stakeholders Perseroan.
Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perseroan
adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan
satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang fermasuk
infrastruktur Tata Kelola Perseroan antara lain adalah
kebijokan dan prosedur, sistem informasi manajemen
serta tugas pokok dan fungsi masing-masing strukfur
organisasi.

2. Governance Process
Penilaian governance process bertujuan untuk menilai
efekfivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola
perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur
dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan sehingga
menghasilkan oufcome yang sesuai dengan harapan
stakeholders.

3. Governance Outcome
Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai
kualitas oufcome yang memenuhi harapan stakeholders
yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata
kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan
struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan. Yang
termasuk dalam governance oufcome mencakup
aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

a. Kecukupan transparansi laporan.

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

c. Perlindungan konsumen.

Obyektivitas dalam melakukan assessment/audit.

e. Kinerjabank seperti rentabilitas, efisiensi, dan
permodalan.

f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku dan penyelesaian
permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud,
pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK), pelanggaran ketentuan ferkait laporan
bank kepada regulator.

o
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Penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola
perusahaan secara Individu meliputi 11 (sebelas) faktor
penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan fugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
Penanganan benturan kepentingan.

Penerapan fungsi kepatuhan.

Penerapan fungsi audit infern.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan
dan pelaporan internal.

11. Rencana Strategis Bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (self-assessment) penerapan
tata kelola perusahaan secara Individu Bank Mandiri
melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit
kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola

Penerapan fungsi audit ekstern. dimaksud.
Penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengenddalian infern.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)

dan penyediaan dana besar (large exposure).

®© N AWDN

Skor Penilaian
Pada semester | 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (self-assessment) Tata Kelola secara individu
dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan feedback penilaian sebagai berikut:

2 Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut
kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Definisi Komposit

Pada semester Il 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (self-assessment) Tata Kelola secara individu
dengan nilai 1. Adapun OJK belum memberikan feedback untuk hasil self-assessment periode Semester |1 2023. Penilaian
dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum
kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Definisi Komposit

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai

berikut:
WEAKNESS

STRENGTH
STRUKTUR

1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk melakukan perubahan Direksi dan
Dewan Komisaris.

2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dari OJK.

3. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai
berikut:
a. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023.
b. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11

April 2023.

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.
d. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023.

PROSES

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama
tahun 2023 telah diadakan 30 (figa puluh) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 49 (empat puluh
sembilan) kali Rapat Direksi.

2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2023 — 2025 felah dibahas pada forum Rapat Direksi
dan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Rapatf Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun
2023 Komite dibawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut
a. Komite Audit: 28 (dua puluh delapan) Kali
b. Komite Pemantau Risiko: 25 (dua pulih lima) Kali
c. Komite Remunerasi dan Nominasi:12 (dua belas) Kali
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 6 (enam) Kali

Tidak Ada

Tidak Ada

524  PT Bank Mandiri (Persero) Tok



®

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

STRENGTH
HASIL

WEAKNESS

1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang
menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang  berlaku.
diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat
Perusahaan “Sangat Terpercaya” (The Most Trusted Companies) oleh The Indonesian Institute
for Corporate Governance (ICG) selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut dan mendapatkan

nilai 95,22.

2. Annual Audit Plan 2023 Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

3. Laporan Direktur Kepatuhan periode semester | tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK

pada tanggal 31 Juli 2023.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Bank Mandiri juga secara aktif melakukan penilaian Tata
Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan feedback
dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

CORPORATE GOVERNANCE

PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank
Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI
yang diadakan oleh The Indonesian Institute of Corporate
Governance (IICG). CGPI dikuti oleh perusahaan publik
(emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta
lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian
CGPI'selama 20 (dua puluh) kali berturut-turut sejak tahun
2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2022/2023 meliputi:

1. Governance Structure
Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan
organ, struktur dan infrastruktur unfuk membangun
sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika
perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata
kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi
para pemangku kepentingan guna memastikan
perfumbuhan yang berkelanjutan secara efikal dan
bermartabat. Indikator penilaian dari aspek strukfur
tata kelola ini meliputi:

Indikator Pemegang Saham dan RUPS

Indikator Dewan Komisaris

Indikator Direksi

Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris

Indikator Organ Kelengkapan Direksi

Indikator Manajemen Fungsional

~0 Q0000

2. Governance Process
Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem
dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien
unfuk membangun sistem ketangguhan perusahaan
terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip
dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan
nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna
memastikan perftumbuhan yang berkelanjutan secara

efika dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek

proses governansi meliputi:

a. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Pemegang Saham serta pelaksanaan RUPS.

b. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan
Komisaris dan Direksi.

c. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Perilaku Keorganisasian.

d. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.

e. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko,
Kepatuhan serfa Pengendalian dan Pengawasan.

f. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Membangun Visi Bersama Perusahaan.

g. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Infrastruktur Organisasi.

h. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Kreativitas dan Inovasi.

i. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola
Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

j. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia

Usaha dan Industri.

Governance Oufcome

Aspek ini merupakan penilaian terhadap kualitas

capaian dan manfaat yang berhasil serta berdaya

guna untuk membangun sistem ketangguhan

perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai

tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka

menciptakan nilai fambah bagi para pemangku

kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang

berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator

penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:

a. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Organ
Perusahaan

b. Indikator Hasil dan Dampak Kesesuaian Perilaku
Keorganisasian

c. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Risiko,
Kepatuhan serfa Pengendalian dan Pengawasan.

d. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan

e. Indikator Hasil dan Dampak Membangun
Ketangguhan Perusahaan.
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Pihak yang Melakukan Assessment
Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan
GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan “Sangat Terpercaya” dalam penilaian CGPI tahun 2022 yang
diselenggarakan pada tahun 2023 dengan nilai 95,22. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang
ke-17 (tujuh belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 4 (empat) fahun terakhir berturut-turut
adalah sebagai berikut:

Nilai 2020 Nilai 2021 Nilai 2022 Nilai 2023

Governance Structure 25,70 33,76 26,65 31,53
Governance Process 34,50 34,26 36,24 31,24
Governance Outcome 34,74 26,99 32,22 32,45
Nilai 94,94 95,01 95,11 95,22

Hasil penilaian CGPI selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

9501 95,11 95,22

94,86 9494

g5 71T 918

89.86 89,96

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya
Dari hasil penilaian CGPI 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari ICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank
Mandiri. Rekomendaisi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.
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Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya:

STRUKTUR TATA KELOLA

Bank perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
terhadap kecukupan, kelengkapan dan efekfivitas struktur organisasi
yang selaras dengan perwujudan strategi perusahaan yang
adaptif, kuat, fangkas dan efisien dalam mendukung perftumbuhan
perusahaan yang berkelanjutan.

TINDAK LANJUT

Bank Mandiri telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap
kecukupan, kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi. Untuk mendukung
aspirasi Bank Mandiri sebagai partner finansial pilihan utama nasabah dan juga
perwujudan strategi perusahaan, Bank Mandiri mengelompokkan unit-unit kerja
di struktur organisasinya menjadi 3 kelompok besaran yaitu :

e Business Units

e Support Functions

e Bisnis & Jaringan

Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kompetensi SDM terutama
untuk posisi kunci dalam struktur organisasi dengan sertifikasi
berstandar nasional maupun internasional.

Bank Mandiri telah melakukan optimalisasi kompetensi SDM pada posisi kunci dan
juga jajaran Bank pada fungsi lainnya dengan sertifikasi yang berstandar nasional
maupun internasional. Selain itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas
dan kapabilitas, SDM Bank Mandiri senantiasa mengikuti fraining/pelatinan yang
relevan dengan perkembangan industri perbankan saat ini.

Bank Mandiri perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi
perusahaan secara berkala dan hati — hati di setiap dinamika
perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang
muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan,
dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi
sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.

¢ Proses Penyesuaian dan penyempurnaan Kebijakan Bank Mandiri telah
senantiasa dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentuan Regulator
yang berlaku, Strategi Bank dan juga kebutuhan bisnis.

e Strategi Bank Mandiri disusun dengan komprehensif sesuai dengan Visi, Misi
dan Strategi Bank, mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga penerapan manajemen risiko.

PROSES TATA KELOLA

¢ Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme
pengelolaan kepatuhan dengan mempertimbangkan unfuk
melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37301:2021
fentang Sistem Manajemen Kepatuhan

¢ Bank Mandiri dapat mempertimbangkan penerapan pedoman
ISO 37000:2021 Governance of Organization (Tata Kelola
Organisasi).

¢ Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme
pelaporan dan pelanggaran (whistleblowing system/WBS)
dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau
menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang Whistleblowing
Management System.

¢ Bank Mandiri telah mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan
kepatuhan, risiko dan Tata Kelola secara Terintegrasi termasuk pengelolaan
di Mandiri Group

¢ Bank Mandiri telah menjalankan kepatuhan, Risiko dan Tata Kelola sesuai
dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

¢ Bank Mandiri telah mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS) dan secara
terus menerus meningkatkan efektivitas implementasinya. Pada tahun 2023
telah dilakukan penyempurnaan terhadap WBS yaitu integrasi dengan WBS KPK.

Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penguatan kualitas, kapasitas
dan kapabilitas SDM yang selalu siap beradaptasi secara cepat,
akurat dan tepat dengan dinamika perubahan; bersemangat dan
lincah; serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi yang sesuai.

Bank Mandiri berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan, pengembangan

serta penguatan kualitas, Kapasitas dan Kapabilitas SDM, sehingga para SDM

Bank Mandiri memiliki daya saing tinggi dan resiliensi, serta mampu mengantisipasi

tren perkembangan diindustri khususnya di era digital. Peningkatan, pengembangan

serta penguatan dimaksud dilakukan melalui :

e Pelatihan tatap muka dan virtual

e E-learning

e Sertifikasi nasional dan internasional untuk mendukung fungsinya dalam lini
perusahaan.

Bank Mandiri perlu melakukan identifikasi dan pemetaan
terhadap pemangku kepentfingan perusahaan diantaranya
dengan mempertimbangkan adopsi dari kriteria AATO00SES 2015
(Stakeholder Engagement Standard) guna menjalankan pelibatan
yang efektif dan mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan
bagi pemangku kepentingan perusahaan.

¢ Bank Mandiri senantiasa berupaya menerapkan corporate governance practice
sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi
seluruh pemangku kepentingan.

¢ Bank Mandiri juga senantiasa bertransformasi menjadi strategic partner yang
mampu melakukan inovasi dan solusi sehingga memberikan nilai tambah
kepada segenap pemangku kepentingan.

Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan sistem ferkait
perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal

HASIL TATA KELOLA

Bank Mandiri perlu menumbuhkan budaya tangguh dan tangkas
dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon
perubahan serfa mengelola tanfangan agar dapat menjadi
peluang untuk bersaing.

Sebagai bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya sistem
perlindungan konsumen yang andal serfa mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat, Bank Mandiri memiliki Kebijakan Operasional Bank yang mengatur
penerapan fungsi perlindungan konsumen. Bank Mandiri juga telah membentuk
Unit Perlindungan Konsumen.

Dalam membangun Mandirian yang Tangguh, Bank Mandiri mengimplementasikan
Nilai-nilai utama (core values) AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif & Kolaboratif) melalui program-program budaya yang diselenggarakan
untuk membentuk mindset dan perilaku setiap pegawai, sehingga Mandirian dapat
senantiasa cepat beradaptasi dan menciptakan karakter Mandirian yang fangguh.

LAPORAN TAHUNAN 2023 | 527



REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kapabilitas, kapasitas, ¢ Bank Mandiri fokus menjadi wholesale Bank terdepan dengan memanfaatkan

kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi kekuatan Bank Mandiri sebagai Bank Wholesale yang mampu mengakuisisi
strategi yang adapfif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung potensi sumber pendapatan baru.
perfumbuhan perusahaan yang berkelanjutan ¢ Bank Mandiri felah secara konsisten melanjutkan inovasi dalam mempertajam

strategi di setiap segmen bisnis.

Bank Mandiri perlu mengoptimalkan peningkatan kapabilitas  Bank Mandiri telah mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan
digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis  yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan
yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta  bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam
menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.  ekosistem digital.

Bank Mandiri perlu melakukan penanganan secara baik atas seluruh - Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian
perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi - permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan serta mitigasi atas risiko gugatan
risiko yang optimal atas gugatan-gugatan hukum, serta mencegah - hukum.

terjadinya kembali perkara hukum.

Pada CGPI 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat
“Sangat Terpercaya”, 4 (empat) Enfitas Anak yang mendapatkan predikat “Terpercaya” dan 1 (satu) Entitas Cucu
yang mendapatkan predikat “Terpercaya” dengan penjelasan skor sebagai berikut:

m Entitas Anak Predikat Nilai

1. PT Bank Syariah Indonesia “Sangat Terpercaya” 91,50
2 PT Bank Mandiri Taspen “Sangat Terpercaya” 90,06
3 PT Mandiri Sekuritas “Sangat Terpercaya” 85,78
4 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia “Terpercaya” 84,02
5. PT Mandiri Tunas Finance “Terpercaya” 83,10
6 PT AXA Mandiri Financial Services “Terpercaya” 83,04
7 PT Mandiri Utama Finance “Terpercaya” 81,55
8 PT Mandiri Manajemen Investasi “Terpercaya” 82,20

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk assessmentlainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah ASEAN
Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh
ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dan diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:
Hak-Hak Pemegang Saham.

Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.

Peran Pemangku Kepentingan.

Pengungkapan dan Transparansi.

Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

SRR R

Pihak yang Melakukan Assessment
Pihak yang melakukan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard yaitu ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri masuk dalam daftar Perusahaan yang meraih predikat ASEAN Asset Class Public Listed Companies dalam
penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard.
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PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERBUKA

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No.
21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang
dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOQJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka. Berikut uraian penerapan terkait POJK No. 21/POJK/04/2015 dan SEOJK No.32/SEQJK.04/2015:

[ No. | ASPEK — PRINSIP - REKOMENDASI

COMPLY ATAU EXPLAIN

A. ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

A.1.1 Rekomendasi 1:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis
pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun
tertutup yang mengedepankan independensi, dan
kepentingan pemegang saham.

Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai
satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham
dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan
keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan
cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme
pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara
(voting) baik secara terbuka maupun fertutup belum diatur
secara rinci.

Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur
pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas
suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan
suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun
kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam
pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan
cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan
yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam
pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada
keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas
permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan
kartu suara ataupun dengan penggunaan elecfronic voting.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri felah melaksanakan
proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup
yang terfuang dalam Tatfa tertib RUPS.

Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalom
ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiiri.

Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, mekanisme pemungutan
suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara
perubahan susunan pengurus dilakukan secara terfutup yang
dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang
saham yang kemudian pemegang saham memasukkan karfu
suara ke kotak yang disediakan petugas.

Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat
diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada
Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.

Keterangan : Comply

A.1.2. Rekomendasi 2:

Penjelasan :

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan,
menijelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan
yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang
saham terkait mata acara dalam RUPS.

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris hadir.

Keterangan : Comply
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A.1.3. Rekomendasi 3:

Penjelasan :

Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan
Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) fahun.

Berdasarkan ketentuan dalom Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib
membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada
masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan
Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web
Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang
saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting
dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat.
Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal
ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan
untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham
unfuk memperoleh informasi tersebut.

COMPLY ATAU EXPLAIN

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama
tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa
Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web
Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY
KSEl. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi
terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS
selama 5 (lima) tahun terakhir.

Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Highlight RUPS baik
dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang
diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada
Situs Web Bank Mandiri dan bukti pengumuman hasil RUPS telah
dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia
melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret
2023 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK
dan Bursa Efek Indonesia.

Keterangan : Comply

A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

A.2.1. Rekomendasi 4:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi
dengan pemegang saham atau investor.

Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan
pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para
pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman
lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada
masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi,
kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata
kelola perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham
atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini
kepada manajemen Perusahaan Terbuka.

Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau
investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam
melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham
atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup
strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta
panduan yang mendukung pemegang saham atau investor
untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan
pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam
Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab IIlLA.L
Keterbukaan Informasi.

Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah
disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta
peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas
dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga
terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS,
Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan
pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan
Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan
dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)

4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi
yang meliputi:

a. Pemaparan Kinerja (friwulanan)
b. Public Expose (Tahunan)
c. Analyst Meeting (triwulanan)

Pemaparan Kinerja, Public Expose dan Analyst Meeting yang
dilaksanakan setiap friwulan dan tahunan dimaksud bertujuan
antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan
investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan
tata kelola perusahaan.

Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja
khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan
baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi
atas kinerja Bank Mandiri untuk investor.

Keterangan : Comply

A.2.2. Rekomendasi 5:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi
Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor
dalam Situs Web.

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk
fransparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam
memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham
atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan
informasi fersebut juga bertujuan untuk meningkatkan parfisipasi
dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan
program komunikasi Perusahaan Terbuka.

Perseroan telah memiliki kebijokan komunikasi Perusahaan
Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang
dituangkan dalam Standar Pedoman Corporate Secretary
(SPCS) Bab Ill.A.l. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut
telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri
senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga
pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera
memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik
tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.

Keterangan : Comply
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B. ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

COMPLY ATAU EXPLAIN

B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

B.1.1. Rekomendasi é:

Penjelasan :

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris
mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan
jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka
wajib mengacu kepada kefenfuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang
berdasarkan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan
Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas,
dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan
kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka.
Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu
besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan
fungsi Dewan Komisaris.

Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik paling kurang ferdiri dari 2 (dua) orang serta
Pasal 35 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank waijib memiliki anggota
Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Per 31 Desember 2023, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank
Mandiri sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 6 (enam)
orang Komisaris Independen dan 5 (ima) orang Komisaris non
Independen.

Keterangan : Comply

B.1.2. Rekomendasi 7:

Penjelasan :

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan
keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang
dibutuhkan.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik
baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota
Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin
dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.
Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan
Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait
pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan
berbagai aspek yang lebih luas.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan
keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman
yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada
bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Bank Mandiri.

Keterangan : Comply

B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B.2.1. Rekomendasi 8:

Penjelasan

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri
(self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri
(self assessment) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Dewan Komisaris  anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme Self assessment
merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk  berdasarkan kriterio-kriteria penilaian yang terkait dengan
akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara  pelaksanaan tugas dan tanggung jowab Dewan Komisaris
kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud  yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan.

dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai
pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan
bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota
Dewan Komisaris. Dengan adanya self assessment ini
diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat
berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara
berkesinambungan.

Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan
penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya,
waktu pelaksanaannya secara berkala, dan folok ukur
atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan
rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan
remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut
telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan : Comply
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B.2.2. Rekomendasi 9:

Penjelasan :

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai
kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan
Perusahaan Terbuka.

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja
Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenunhi
aspek transparansi sebagai benfuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tfugasnya, namun juga untuk memberikan
keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau
investor atas upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam
meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya
pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor
mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja
Dewan Komisaris.

COMPLY ATAU EXPLAIN

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai
kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan
Tahunan ini.

Keterangan : Comply

B.2.3. Rekomendasi
10:

Penjelasan :

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan
keuangan.

Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan
yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku
kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas
perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk
membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum
tersebut fidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain
itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika
di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat
tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku
bagi Dewan Komisaris.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan
keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap
anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang.
Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan
berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan
serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan
keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank
Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir
salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan
apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar
Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan
Komisaris melakukan pengunduran diri fermasuk apabila terlibat
dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank
Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Keterangan : Comply

B.2.4. Rekomendasi
11

Penjelasan :

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam
proses Nominasi anggota Direksi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang
menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun
kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat
mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah
kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi
bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi
atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka
mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka
panjang perusahaan.

Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi

yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan

saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam

hal, antara lain:

¢ Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan
prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.

¢ Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam
maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang
memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur
atau Dewan Komisaris.

Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan
dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program
Talent and Succession Management, sebuah kebijakan
suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN
No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Selain itu, sebagai
Perusahaan Terbuka, Kebijokan Perseroan juga mengacu
kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan
pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip profesionalisme dan Good Corporate Governance
(GCQ).

Keterangan : Comply
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C. ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI

COMPLY ATAU EXPLAIN

C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

C.1.1.Rekomendasi
12:

Penjelasan :

Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi
Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan
keputusan.

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam
pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat
mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan
demikian, penentuan jumiah anggota Direksi harus dilakukan
melalui perfimbangan yang matang dan wajib mengacu pada
ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku,
dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua)
orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus
didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan
fujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi
Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan
ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya
efektivitas pengambilan keputusan Direksi

Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau
Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang
anggota Direksi serta Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank
waijib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit
3 (tiga) orang.

Per 31 Desember 2023, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak
12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah
didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiiri.
Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme
pengambilan keputusan Direksi.

Keterangan : Comply

C.1.2. Rekomendasi
13:

Penjelasan :

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan,
keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman
yang dibutuhkan.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi
anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang
diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi
secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka.
Kombinasi fersebut ditentukan dengan cara memperhatikan
keahlian, pengetahuan dan pengaloman yang sesuai pada
pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai
fujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan
kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam
ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual
anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.

Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan
dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha
Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman
keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta
tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi
diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian
terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang
dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang
bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi
keputusan terbaik.

Keterangan : Comply

C.1.3. Rekomendasi
14:

Penjelasan :

Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau
keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang
akuntansi.

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban
manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh
Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di
Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan
perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur
mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan
Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai
tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi
secara fanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan
Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota
Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan
sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan
Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang
akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/
atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki
anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas
penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan
tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan
(stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi
terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau
pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang
pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja
terkait.

Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan
di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak
Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang
Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut
memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan treasury.
Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan fugasnya tersebut,
beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi
terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar
negeri.

Keterangan : Comply
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C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C.2.1 Rekomendasi
15:

Penjelasan :

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment)
untuk menilai kinerja Direksi.

Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian
sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman
yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian
kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian
sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi
untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan
bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi.
Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing
anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja
Direksi secara berkesinambungan.

Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian
yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu
pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria
penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan
Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah
diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (self assessment).
Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota
Direksi melalui mekanisme Self Assessment untuk menilai
pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai
kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana
yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi
Kinerja Direksi.

Keterangan : Comply

C.2.2. Rekomendasi
16:

Penjelasan :

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja
Direksi diungkapkan melalui laporan fahunan Perusahaan
Terbuka.

Pengungkapan kebijokan self assessment atas kinerja Direksi
dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek fransparansi
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
fugasnya, namun juga untuk memberikan informasi
penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan
Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat
unfuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham
atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan
perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan
adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau
investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap
kinerja Direksi.

Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja
Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku
2023 pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.

Keterangan : Comply

C.2.3. Rekomendasi
17:

Penjelasan :

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota
Direksi apabila ferlibat dalam kejahatan keuangan.

Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang tferlibat
dalam kejahatan keuangan merupakan kebijokan yang dapat
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan
akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan unfuk membantu
kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut
fidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari
sisimoralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika
di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat
tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Efik yang berlaku
bagi Direksi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan
keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap
anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan
keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai benfuk
penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan
Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri
anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan
sebagaimana ftertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar,
masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan, fermasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan.
Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri
karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota
Direksi yang bersangkutan waijib menyampaikan permohonan
pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri waijib
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri fersebut.

Keterangan : Comply
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D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

COMPLY ATAU EXPLAIN

D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

D.1.1. Rekomendasi
18:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah
fterjadinya insider frading.

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang
melakukan suatu fransaksi Efek dengan menggunakan
informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka
dapat meminimalisir terjadinya insider frading tersebut melalui
kebijokan pencegahan, misalnya dengan memisahkan
secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia
dengan yang bersifat publik, serta membagi fugas dan
fanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara
proporsional dan efisien.

Kebijakan pencegahan terjadinya insider frading diatur dalam

SP SDM

e Bab Ill.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai
Code of Conduct dan Efika Bisnis yang merupakan standar
efika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank
dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari- hari dan
melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan
maupun dengan rekan sekerja.

e Bab lll.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang
mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi
kepada pegawai.

SP Corporate Secretary
e Bab IIlLA.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur:

a. Orang Dalam yang memiliki insider information dilarang
mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga
Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau
penjualan saham

b. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris
yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau
memberikan insider information akan dikenakan sanksi
disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman
Sumber Daya Manusia (SPSDM)

c. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang
karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu
dengan Bank yang melakukan insider trading
pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang
berlaku

Keterangan : Comply

D.1.2. Rekomendasi
19:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti
fraud.

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar
kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal,
prudent, dan sesuai dengan prinsip- prinsip Tata Kelola yang
baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalom kode
etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut
dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur
yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa
(kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan
Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan
pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik
korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

Pengendalian Gratifikasi

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi
merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses
bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung
tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013,
Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
Gift Disclosure Statement yang mengatur larangan penerimaan
gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015,
Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Grafifikasi (UPG) unfuk
melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.

Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun
nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan menanamkan
value integrity kepada seluruh Pegawai sehingga dalam
menjalankan akfivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah,
Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu
didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan berfanggung
jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat
berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan
dengan kefentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini,
Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus
dalam implementasi pengendalian grafifikasinya.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
dan perkembangan bisnis saat ini agar Bank dalam
menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari tetap dapat menjaga
hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku
kepentingan, maka Bank Mandiri secara periodik telah
melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
Pengendalian Gratifikasi yang terakhir disempurnakan pada
tanggal 8 Desember 2023.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi
secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti-Bribery
Management System) pada tanggal 10 Agustus 2020 dan
ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan telah berhasil diperluas menjadi Procurement,
Vendor Management and Internal Audit Process pada tanggal
20 September 2022.
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Penerapan Strategi Anti-Fraud

Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti Fraud
sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 bagi Bank Umum.
Sebagai salah safu bagian dari penyempurnaan Kebijokan
Internal Control, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada sefiap
kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk
Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi Anti Fraud Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:
1. Pilar 1 (Pencegahan)

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank

(unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian

Fraud dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud.

Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

a. Anti Fraud Awareness, seperti sosialisasi Anfi Fraud
Statement, Employee Awareness Program dan Customer
Awareness Program. Employee Awareness Program
dilakukan dengan cara pemberian fraining, sosialisasi,
publikasi fraud awareness melalui media internal Bank
yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban
block leave bagi sefiap pegawai. Customer Awareness
Program dilakukan melalui pemanfaatan media sosial
secara efektif, berkala dan dinamis.

b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip
Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan
prosedur dirancang dengan memperhatikan
pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan
Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai
sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan
dalam job description masing- masing pegawai, dan
ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.
Selain itu, telah dilakukan penandatanganan
Annual Disclosure oleh seluruh pegawai di awal tahun.

c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau Know Your Employee
(KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank unfuk
mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi
kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan
melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan
karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2 (Deteksi)

Merupakan fanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama,

lini kedua, maupun lini ketiga dan merupakan bagian dari

sistem pengendalian fraud dalam rangka mengidentifikasi
dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank.

Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini

antara lain:

a. Whistleblowing System-Letter to CEO, yang dikelola
oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict
of interest dan memberi rasa aman pada pelapor.

b. Fraud Detection System, yang telah dimplementasikan
unfuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup
deteksi fraud transaksional dan fraud non fransaksional.

c. Surprise Audit, yang pelaksanaannya diutamakan pada
unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan fraud.

d. Surveillance System, yang bertujuan untuk memantau
dan menguiji efektifitas sistem pengendalian intern
(termasuk sistem pengendalian fraud).

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam
rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi
dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan
Komisaris, dan Regulator, fermasuk usulan pengenaan
sanksi dan proses hukum bagi para pelaku fraud. Dalam
rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan
pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan
pengenaan sanksi kepada masing-masing region unfuk
mempercepat proses penanganan kasus dan recovery.
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4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam
rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan
evaluasi kejadian fraud, untuk memperbaiki kelemahan
dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat
mencegah ferulangnya kembali fraud karena kelemahan
yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur
Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk
monitoring daftar tindak lanjut yang felah ditetapkan.

Keterangan : Comply

D.1.3. Rekomendasi
20:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan
peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.

Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat
untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh
barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang
kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan
peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat
untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain)
berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok
atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa
yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas
output perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut
dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka.
Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam
pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan
yang fransparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok
atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan
pemasok atau vendor.

Perseroan memiliki kebijokan terkait pengadaan barang dan
jasayang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan
pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman
Procurement.

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan
Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:
1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana
dan Prasarana Operasional - Pengadaan (Procurement)
2. Standar Pedoman Operasional (SPO)
Procurement yang mengatur antara lain (Bab 1ll):
a. Ketentuan umum meliputi:
i) Prinsip-Prinsip Procurement
i) Etika Procurement
iii) Tujuan Proses Procurement
iv) Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri
v) Perencanaan Procurement
vi) Pedoman Pembebanan
b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
meliputi:
i) Cara Pengadaan Barang dan Jasa
i) Proses Pengadaan
i) Tahapan Proses Pengadaan
iv) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan
v) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan
tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan
konstruksi.
Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi
Kondisi-Kondiisi tertentu.
vii) Dokumen dan Proses Pembayaran.
3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang
mengatur antara lain (Bab Il):
a. Ketentuan Pelaksanaan
i) Akreditasi Rekanan ( Penyedia Barang dan Jasa
e Umum meliputi pelaksanaan kualifikasi calon
penyedia barang dan jasa
* Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang
dan Jasa) meliputi aspek rekomendasi rekanan
yang akan diundang dalam proses pengadaan
e Monitoring Rekanan meliputi :
»  Monitoring Data Rekanan
»  Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari:
» Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik
a) Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan
Kontrak
b) Peningkatan Kompetensi Rekanan
»  Sanksi Bagi Rekanan

vi

Keterangan : Comply

D.1.4. Rekomendasi
21:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan
hak-hak kreditur.

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan pinjoman kepada
kreditur. Tujuan dari kebijokan dimaksud adalah untuk menjaga
terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur
terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut
mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta
findak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka
kepada kreditur.

Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam

perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut

tercantum hak-hak kreditur antara Iain :

1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit;

2. Menerima laporan perkembangan kredit/penggunaan
pinjaman;

3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan;

4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan
secara tertulis.

Keterangan : Comply
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D.1.5. Rekomendasi
22:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan system whistleblowing.

Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan
baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi
atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan
karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan
kebijakan sistem fersebut akan berdampak pada pembentukan
budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem
whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran
yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara
pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor,
penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan
hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

COMPLY ATAU EXPLAIN

1. Implementasi Whistleblowing system di Bank Mandiri
disebut Letter fo CEO (LTC). LTC merupakan sarana untuk
pelaporan fraud atau indikasi fraud dari pegawai maupun
stakeholder Bank Mandliri kepada Direktur Utama dengan
menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan
untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem
pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri.

2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun
2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis
Operasional Lefter to CEO (LTC) yang secara konfinyu
dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini
pada tanggal 03 Oktober 2022.

3. Sejakrevitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan
pihak independen untuk memberikan safe-environment
yang mendorong karyawan maupun stakeholder untuk
berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas
lengkap atau secara anonymous (identitas hanya diketahui
pihak independen).

4. Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui
media-media sebagai berikut;

Website ke https://bmri-whbsltc.tipoffs.info/
Email ke bmri- wisltc.tipoffs.info

Surat ke POBOX 1007 JKS 12007

SMS dan WA ke 0811-9007777

Keterangan : Comply

D.1.6. Rekomendasi
23:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memiliki kebijokan pemberian insentif
jangka panjang kepada Direksi dan karyawan

Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan
atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif
jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja
jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai
dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan
lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka
menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan
karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya
yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan
dalam jongka panjang.

Adanya suatu kebijokan insentif jangka panjang merupakan
komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong
pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada
Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk
yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan
Terbuka. Kebijokan dimaksud dapat mencakup antara lain
maksud dan tujuan pemberian insentif jangka Panjang, syarat
dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko
yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam
pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup
dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.

Bank Mandiri telah memiliki kebijokan pemberian insentif jangka
panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam
POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiiri
menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang
telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas
Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan
likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi
pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat
menunda remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan
(Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel
yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat yang
tergolong Material Risk Taker (MRT).

Keterangan : Comply
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E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI

COMPLY ATAU EXPLAIN

E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

E.1.1. Rekomendasi
24:

Penjelasan :

Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi
informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media
keterbukaan informasi.

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai
media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi
yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga
informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan
bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas
selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan
efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun
demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan
fetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.

Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal
mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru
dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga
memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya
seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook
dan X untuk media keterbukaan informasi.

Keterangan : Comply

E.1.2. Rekomendasi
25:

Penjelasan :

Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik
manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik
manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan
Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan
informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima
persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewaijiban
pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama
dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun
fidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam
kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini
direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat
akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit
5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilk manfaat
akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama
dan pengendali.

Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai
pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham
Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.

Keterangan : Comply

LAPORAN TAHUNAN 2023 | 539



PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN SESUAI GUIDELINES OF CORPORATE

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip corporate governance. Pedoman Tata Kelola adalah standar
praktik ferbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan fata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian
penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

[ PRINSIP. | PENJELASAN IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI

Prinsip 1

Tanggung Jawab
Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain
persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi
bisnis, struktur dan mekanisme governance dan budaya
perusahaan

Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan
dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019
disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah
memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang
dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk
budaya perusahaan.

Prinsip 2

Kudlifikasi dan
Komposisi Dewan
Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan
tugas dan tanggung jowabnya, baik secara individu maupun
secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya
dalam pengawasan dan penerapan corporate governance,
serfa mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara
sehat dan obyektif.

Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan
keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/
atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali
atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi
kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen
sebagaimana diatur dalam ketenfuan Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan telah
menandatangani Surat Pernyataan Independen.

Prinsip 3

Struktur dan
Mekanisme Dewan
Komisaris

Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik
governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan
secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.

Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan
Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi
dan Nominasi.

Prinsip 4

Direksi

Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi
mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis,
selerarisiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang
telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan
pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis
perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh
kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri
harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Prinsip 5

Struktur Governance
Kelompok Usaha

Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan
induk memiliki fanggung jawab menyeluruh terhadap
kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan
dan pelaksanaan praktik governance yang bersih terkait
dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas.
Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami strukfur organisasi
kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama
perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris
dan Direksi dari Fit and Proper Test. Direksi dan Dewan Komisaris
juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan
untuk meningkatkan kemampuannya.

Prinsip 6

Fungsi Manajemen
Risiko

Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas,
independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan
memiliki akses dengan Dewan Komisaris.

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran,
Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi
Manajemen Risiko melalui kerangka kerja Enterprise Risk
Management (ERM). Bank Mandiri senantiasa meningkatkan
kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama
dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan
pelatfihan internal secara rutin melalui Risk Management
Academy. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal
sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi,
magang, maupun program mengenai manajemen risiko
yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.
Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite
Tata Kelola Terintegrasi.

Prinsip 7

Identifikasi
Pemonitoran

dan Pengendalian
Risiko

Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk
seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur
manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu
mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondiisi risiko eksternal
dan praktik industri.

Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah
dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara
bankwide dengan menyusun profil risiko secara berkala.
Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan
baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan
yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi
Bank Mandiri.
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Prinsip 8

Komunikasi Risiko

Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan
komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik
antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan
Komisaris dan Direksi.

Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) setiap semester
disampaikan kepada Infegrated Risk Committed (IRC) yang
beranggotakan Direksi Bank Mandiiri serta Entitas Anak. Selain
itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris
melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Prinsip 9

Kepatuhan

Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi
manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan
Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan
memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses
identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan
pemberian nasinat kepada risiko kepatuhan.

Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya
Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha
serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya
pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam
RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.

Prinsip 10

Audit Internal

Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen
assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung
Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan
proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam
jangka panjang.

Melakukan penguijian secara objekfif atas suatu bukti dalam
rangka memberikan penilaian yang independen atas
kecukupan infernal confrol, risk management dan governance
process dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jowab
secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi
dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Prinsip 11

Kompensasi

Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan
corporate governance dan risk management.

Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan
POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Prinsip 12

Pengungkapan dan
Transparansi

Penerapan governance dari Bank harus dilaksanakan secara
transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder
relevan lainnya dan Partisipan Pasar.

Bank Mandiri senantiasa menginikan website Bank Mandiri
www.bankmandiri.co.id, untuk memastikan tersedianya
informasi paling update bagi stakeholder. Selain itu,
keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan
Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Public Expose.
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STRUKTUR DAN MEKANISME
TATA KELOLA PERUSAHAAN

90

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang
berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan
tata kelola perusahaan serta melaksanakan fungsi, fugas, dan
tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perseroan.

RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi
bagi pemegang saham. Sedangkan sistem kepengurusan
menganut sistem dua badan (fwo fier system), yaitu
Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang
dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya
masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, keduanya bertanggung jawab unfuk
memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam
jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan
Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi,
misi, dan nilai-nilai Perseroan.
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Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan,
Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efekfif.
Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh organ
penunjang yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan
Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata
Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemberian rekomendasi.



===} TATA KELOLA @ KOMITMEN & é TANGGUNG JAWAB LAPORAN
B8) PERUSAHAAN PELAKSANAAN ESG SOSIAL DAN LINGKUNGAN KEUANGAN 2023

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ Perusahaan

r )
D (D 4D 4D 4D

Organ Utama

L - n N m 4\

Cek & Keseimbangan
Organ Pendukung Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Dewan

Komisaris
Asset & Liabili
Komite Audit b ssef & I.abufy - Business Committee
Committee
Komite Remunerasi ] Capital and Subsidiaries Human Capital Policy
dan Nominasi Committee Committee

Information Technology

Int ted Risk
Komite Pemantau Risiko e & Digital Banking —_— Mg ?d o
: Committee
Committee
Komite Tata Kelola _J Policy and Procedure Risk Management and
Terintegrasi Committee Credit Policy Committee
Transf i
rans orrrfa on e Credit Committee
Committee

Social & Environmental
Responsibility Committee

LAPORAN TAHUNAN 2023




STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk terus meningkatkan kualitas dan ruang lingkup Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri felah merumuskan
dan menerapkan kebijakan-kebijokan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan, yaitu Arsitektur Kebijaokan Bank Mandiri. Arsitektur ini merupakan hierarki/tatanan kebijokan yang berfungsi
sebagai kerangka kerja dan tata kelola dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank
Mandiri memiliki Mandiri Group Principles Guideline yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi

Keuangan Bank Mandiri.
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Petunjuk Teknis*

Petunjuk Teknis*

Petunjuk Teknis*

Nilai Budaya Perusahaan

Kode Etik & Etika Bisnis

Governance soft sfructure yang telah dimiliki oleh Bank 5. Kebijokan Manajemen Risiko tanggal 3 April 2023.
Mandiri antara lain: 6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023.
Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan 7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat
pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0041000 dan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 pada tanggal
surat keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 15 Oktober 2021.
2023 keduanya tanggal 16 Maret 2023 serta terdaftar 8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan
pada Daftar Perseroan No. AHU-0054153.AH.01.11. persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal
Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023. 1 November 2022.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang felah 9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat
dimutakhirkan dan disetujui fanggal 19 Agustus 2021. Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2023
3. Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline tanggal 12 Oktober 2023;
(MSMPG) pada tanggal 24 Februari 2022. 10. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris

Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 pada tanggal
23 Oktober 2023.
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No. KEP.KOM/006/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
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22.

23.

24.

. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023
tanggal 12 Oktober 2023;

. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi melalui Surat

Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2023
tanggal 12 Oktober 2023.

. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan

disetujui pada tanggal 3 April 2023.

. Kebijokan Hukum, Kepatuhan Dan Anti Pencucian

Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, &
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal yang telah dimutakhirkan dan disefujui pada
tanggal 16 November 2023.

. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko

Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui
pada tanggal 16 Januari 2023.

. Standar Prosedur Corporate Secretary yang telah

dimutakhirkan dan disetujui pada fanggal 02 Maret
2023.

. Standar Prosedur Operasional Procurement yang

telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal
1 Desember 2023.

. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana
Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang
telah dimutakhirkan dan disetujui pada tfanggal
16 Desember 2023.

. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan

dan disetujui pada tanggal 29 September 2023.

. Standar Prosedur Operasional Credit Collection &

Recovery Wholesale yang telah dimutakhirkan dan
disefujui pada fanggal 15 September 2022.

. Standar Prosedur Operasional Credit Collection &

Recovery Retailyang telah dimutakhirkan dan disetujui
pada tanggal 23 Agustus 2023.

Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi
yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal
02 Oktober 2023.

Standar Prosedur Internal Audit yang telah
dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal
12 Oktober 2023.

Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang
telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal
15 Desember 2023.

25. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri
(Self Assessment) Tata Kelola Secara Individu dan
Terintegrasi yyang telah dimutakhirkan pada tanggal
14 November 2023.

26. Petunjuk Teknis Operasional Credit Collection and
Recovery Wholesale yang felah dimutakhirkan dan
disetujui pada fanggal 30 Oktober 2023.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung
oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank,
sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan
harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses
penerapan corporate governance melekat pada struktur
corporate governance sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan

hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham

pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik

dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah

saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri

dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat
dimiliki Negara Republik Indonesia.

2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara
(BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki
oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini
diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan
Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik
Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama
dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada
pemilik individu serta fidak ferdapat Pemegang Saham
yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.
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52%

Pemerintah Republik
Indonesia

Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik
Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998
fentang Penyerfaan Modal Negara Republik Indonesia
Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang
Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal fersebut dilakukan dengan
mengalihkan saham milik negara pada ex-legacy Bank
Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara,
Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan
Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah
Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan
saham sebesar 52% atau sejumlah 48.533.333.334 lembar
saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu
lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri
A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak
dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal
sebagai berikut:

a. Persefujuan perubahan Anggaran Dasar.

b. Persetujuan perubahan permodalan.

c. Persefujuan pengangkatan dan pemberhentian
anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
Perseroan.

e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.

f.  Persefujuan pemindahtanganan dan penjamin
aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu
persefujuan RUPS.
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g. Persefujuan mengenai penyertaan dan
pengurangan persenfase penyertaan modal pada
perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran
Dasar perlu persetujuan RUPS.

h. Persetujuan penggunaan laba bersih.

i. Persetujuan mengenaiinvestasi dan pembiayaan
jangka panjang yang tidak bersifat operasional
yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu
persefujuan RUPS.

2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.

3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan
dokumen perusahaan.

4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat
atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan

Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan
Direksi dengan kriteria fertentu harus mendapatkan
persetujuan fertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal
12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiiri, baik Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B

memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri

A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain

oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai

berikut:

1. Hak unfuk menghadiri, menyampaikan pendapat,
dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan
safu saham.

2. Sefiap Pemegang Saham memiiliki hak 1 (safu) suara/
saham.

3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum
RUPS dimulai.
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4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode polling.

Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.

6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak
lain apabila pemegang saham berhalangan hadir
dalam RUPS.

7. Mengungkapkan praktik- praktik untuk mendorong
keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.

8. Bertanya unfuk sefiap pembahasan agenda dan
setiap putusan agenda RUPS.

9. Kesempatan untuk memberikan suara setfuju, tidak
setuju, atau abstain pada sefiap usulan putusan
agenda RUPS.

10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai
perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur,
kecuali hal- hal yang bersifat rahasia.

11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan
Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang
Saham dalam bentuk dividen dan pembagian
keunfungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham
yang dimiliki.

12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus
dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

o

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham
Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki
tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus
dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendaili

Adapun tanggung jowab Pemegang Saham Pengendali

antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:

a. Menaruh perhatian kepada kepentingan
pemegang saham minoritas dan para pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya
pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan afau diminta oleh otoritas terkaif, maka
nama-nama pemegang saham pengendali
sampai pemilik individu (ultimate shareholders)
wajib diungkapkan kepada instansi penegak
hukum tentfang pemegang saham pengendali
yang sebenarnya (ultimate shareholders) atau
dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham
pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya
fransparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan
antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham

antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta
perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta
pribadi.

2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang
saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau
Direksi apabila pemegang saham menjabat pada
salah satu dari kedua organ fersebut.

3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak
diperbolehkan memberikan suara.

4. Pemegang saham minoritas berfanggungjawab unfuk
menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham
Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa
berupaya untuk menyediakan informasi yang akuraf,
teratur dan ferkini kepada Pemegang Saham. Selama
ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham
di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan
Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5
POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris
Perusahaan adalah sebagai penghubung antara
Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku
kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang
mengatur fentang hubungan antara Bank Mandiri dengan
Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan
Standar Prosedur Corporate Secretary yang salah satunya
mengatur fentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap

Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar
Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas
kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas
dan minoritas). Komitmen tersebut fercermin antara
lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam
Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar
Prosedur Corporate Secretary Bank Mandiri yang secara
berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap
pemegang saham mempunyai hak yang sama unfuk
mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiiri,
antara lain informasi fentang kinerja Perseroan, informasi
keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh
seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang
saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS
Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak
untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada
Perseroan.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan
yang memiliki wewenang yang fidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang
saham untuk dapat menggunakan haknya dalam
mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi
yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang
berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan.

RUPS juga merupakan forum bagi para pemegang
saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan
dengan modal yang ditanamkan di dalam Perseroan.
RUPS juga berfungsi sebagai forum perfanggungjawaban
kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris
atas kinerjanya dalam satu fahun buku.

Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS
Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan
mengacu pada ketenfuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elekironik
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RUPS Perseroan

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar
Biasa (RUPSLB). RUPST waijib diadakan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
Sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan
perafuran perundang-undangan serfa Anggaran Dasar
Perseroan.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK mengenairencana dan penyelenggaraan
RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan
RUPS secara elekironik sesuai dengan perafuran
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar, Perseroan dapat

melaksanakan RUPS secara elekironik (untuk selanjutnya

disebut "e-RUPS") dengan menggunakan e-RUPS yang

disediakan oleh:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;

2. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan
mengelola e-RUPS; atau

3. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam
peraturan dibidang Pasar Modal.
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Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam
undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi;

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
Menetapkan alokasi penggunaan laba fermasuk
pembagian dividen kepada pemegang saham;
Menunjuk akuntan publik;

Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan
(corporate action) sehubungan dengan pengurusan
Perseroan.

R

IS

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada
kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/
atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan
intervensi terhadap fugas, fungsi dan wewenang
Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi
wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak Pemegang Saham Dalam RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah hak

pemegang saham dalam RUPS:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
sebagai berikut:

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang
berhak hadir merupakan pemegang saham
yang ferdaftar dalam Daffar Pemegang Saham
Perseroan 1 (safu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
berhak hadir merupakan pemegang saham
yang ferdaftar dalam Daffar Pemegang Saham
Perseroan 1 (safu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS ketiga.

4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang
saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan ulang RUPS.

5. Dalam hal ralat pemanggilan fidak mengakibatkan
pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak
hadir mengikuti ketentuan pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

> le

Pemberitahuan
ke OJK

Penyampaian
Risalah RUPS

Pengumuman
RUPS

@ g

&> g

Pengumuman
Hasil RUPS

Pemanggilan
RUPS

X

Pelaksanaan
RUPS
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Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS

terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat

dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih
dari ' (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah jika disefujui oleh lebih dari /2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/
atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila  dihadirioleh  pemegang  saham yang
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per figa) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah  sah jika disetujui oleh lebih dari
"2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali
undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan
pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan secara musyawarah unfuk mufakat. Namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan
secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan
suara fidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu
suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara ferbuka,
kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan
dengan pemungutan suara secara fertutup.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN
2023 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu)
kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Auditorium
Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2023
tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

N Tanggal
u L] ‘ Pelaksanaan

1 Pemberitahuan RUPS

Keterangan

12 Januari 2023 Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri

kepada OJK No. CEO/4/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tok Tahun Buku 2023.
2 Pengumuman RUPS 3 Februari 2023 Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:
kepada Pemegang ¢ Situs Web Bank Mandiri.
Saham *  Situs Web Bursa Efek Indonesia.

* Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada
hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.428/2023 tanggal 3 Februari 2023.

3 Pemanggilan RUPS

20 Februari 2023 Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:

kepada Pemegang e Situs Web Bank Mandiri.
Saham * Situs Web Bursa Efek Indonesia.
« Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada
hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.629/2023 tanggal 20 Februari 2023.
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Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

A Tanggal
m Kegiatan PO o Keterangan
4 Pelaksanaan RUPS 14 Maret 2023 RUPS dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan,
yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Januari 2023.

Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.

Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun
secara elekfronik melalui Electronic General Meeting System eASY.KSEl yang seluruhnya mewakili
42.004.733.985 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0101443%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft
copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat
pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud
dibacakan sebelum dimulainya RUPS.

Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara
fidak sefuju atau abstain diminfa menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat
yang menyangkut orang fertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandaftangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara fersebut.

5 Pengumuman Hasil RUPS 16 Maret 2023 Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada:
e Situs Web Bank Mandiri.
* Situs Web Bursa Efek Indonesia.
* Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia
melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret 2023 serta dilaporkan melalui Sistem
Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

6 Penyampaian Risalah 12 April 2023 Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai
RUPS ketentfuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1324/2022
tanggal 12 April 2023 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023
RUPS Tahunan 2023 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai
berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

1. Darmawan Junaidi Direktur Utamal Hadir
2. Alexandra Askandar Wakil Direktur Utama Hadir
3. Ahmad Siddik Badruddin Direktur Manajemen Risiko Hadir
4. Agus Dwi Handaya Direktur Kepatuhan dan SDM Hadir
5. Panji rawan Direktur Treasury dan International Banking Hadir
6. Riduan Direktur Commercial Banking Hadir
7. Aquarius Rudianto Direktur Jaringan dan Retail Banking Hadir
8. Toni E. B. Subari Direktur Operation Hadir
9. Susana Indah K. Indriati Direktur Corporate Banking Hadir
10.  Rohan Hafas Direktur Hubungan Kelembagaan Hadir
11.  Sigit Prastowo Direktur Keuangan dan Strategi Hadlir
12.  Timothy Utama Direktur Information Technology Hadir
13. Muhamad Chatib Basri Komisaris Utama/Independen Hadir
14.  Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama/Independen Hadir
15.  Muliadi Rahardja Komisaris Independen Hadir
16.  Boedi Armanto Komisaris Independen Hadir
17.  Loeke Larasati Agoestina Komisaris Independen Hadir
18.  Rionald Silaban Komisaris Hadir
19. Nawal Nely Komisaris Hadir
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Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

No  Nama | Jabatan Kehadiran
20.  Arif Budimanta Komisaris Hadir
21.  Faried Utomo Komisaris Hadir
22.  Muhammad Yusuf Ateh Komisaris Hadir

Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Mata Acara 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Mata Acara 3

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 4

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara 5

Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.

Mata Acara 6

Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per
saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Mata Acara 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik
maupun secara elekironik unfuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama dari
Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui
kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan
secara langsung dan terdapat 2 (dua) penanya, namun
oleh karena pertanyaan fidak relevan maka pertanyaan
fidak dibacakan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua
sampai dengan Keempat dari Rapat, fidak terdapat
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang
mengajukan pertfanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata
Acara Kelima Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun
oleh karena pertanyaan fidak relevan maka pertanyaan
fidak dibacakan dan dalam Mata Acara Keenam sampai
dengan Kedelapan Rapat, tidak terdapat Pemegang
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai
Pasal 40 Peraturan Oforitas Jasa Keuangan Nomor 15/
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
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Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal
28 POJK No.15/2020. Dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tfercapai, maka keputusan diambil
melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan
suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara
yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui
eASY.KSEl, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat,
pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara terfutup
yang fidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan felah menunjuk pihak independen yaitu Notaris
Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo
Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau
memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata
Acara Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbok atau disingkat
PT Bank Mandiiri (Persero) Tbk” tertanggal 14 Maret 2023
Nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek
R. Abdurachman SH., MLI., M.Kn. yang pada pok oknya
memutuskan sebagai berikut:
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KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2023

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99.3199920% % termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,6247232%

Tidak Sefuju : 0,0552848%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 41.981.511.760 saham atau merupakan 99,9447152% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya
No. 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan
Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya Nomor 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan
opini audit wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jowab
sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana,
dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan Keuangan:
Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.628/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada
Bursa Efek Indonesia.
b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elekironik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi
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Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan unfuk Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99,6409688% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,3590312%

Tidak Setuju : 0%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 sebesar

Rp41.170.637.183.351,00 (empat puluh satu triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus

lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Konsolidasi Tahun Buku 2022 atau sejumlah Rp24.702.382.310.010,60 (dua puluh empat friliun tujuh ratus
dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sepuluh Rupiah dan enam puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. khusus dividen untuk Negara Republik Indonesia yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 52% dari modal ditempatkan
dan disetor Perseroan atau sebesar Rp12.845.238.801.205,50 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan
juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima Rupiah dan lima puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

b. atas kepemilikan 48% saham publik senilai Rp11.857.143.508.805,10 (sebelas triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh
tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima Rupiah dan sepuluh sen) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi
kepemilikannya masing-masing.

c. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian
dividen Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40 (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupich dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023 dan felah melakukan
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada fanggal 12 April 2023.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 3
Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 93,9451294% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,5604907%

Tidak Setuju : 5,4943799%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.696.834.321 saham atau merupakan 94,5056201% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk
Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tfunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaiji, fasilitas dan tunjangan
bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk
tahun 2023, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi
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Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99.6392633% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0.3590385%

Tidak Sefuju :0.0016981%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.020.685 saham atau merupakan 99,9983019% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai
Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik, karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)untuk Tahun Buku 2023.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai
Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/254/2023
tanggal 24 Maret 2023.

Status: Terealisasi

MATA ACARA 5

Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99,6043763% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,3956237%

Tidak Sefuju : 0%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Tindak Lanjut
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
sebagai bukti persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan.

Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari LPS yang disampaikan melalui Surat LPS No. S-50/DKRB/2023
tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Persetujuan atas Hasil Penilaian Rencana Resolusi dan Uji Resolvabilitas serta Rekomendasi kepada Bank.

Status : Terealisasi
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Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00
(seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99.6409574% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0.3590328%

Tidak Setuju : 0.0000098%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.729.885 saham atau merupakan 99,9999902% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham
menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan ketentuan sebagai berikut:

a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal sebagai berikut:
i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal
sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham; dan.
i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00
(seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
b. saham Seri B dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Saham (Stock Split) tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham (Stock Split), menyatakan kembali keputusan mengenai
Mata Acara Keenam tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut

Bank Mandiri telah menyampaikan surat permohonan pencatatan saham hasil stock split kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.
CSC/CMA.1013/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Sfock Split PT Bank Mandiri (Persero) Tk
(“Perseroan”) atas Surat tersebut PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui permohonan pencatatan sesuai Surat No. S-02587/BEI.PP1/03-2023 tanggal
28 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Sfock Split). Dengan demikian, per tanggal 6 April 2023, saham hasil sfock split
telah dicatat di PT Bursa Efek Indonesia

Status : Terealisasi

MATA ACARA 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju :83,1014191% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,3649022%

Tidak Setuju :16,5336786%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 35.059.806.251 saham atau merupakan 83,4663214% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham (Stock Split) Perseroan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2020.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala findakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali selurun Anggaran Dasar Perseroan
dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1031/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan kepada
Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1003/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Status : Terealisasi
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Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 73.5487457% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain 1 1.7759612%

Tidak Setuju :24.6752932%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 31.639.942.737 saham atau merupakan 75,3247068% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. lbu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
b. Bapak Panji rawan sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
e. Bapak Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019
tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019
tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020
Tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, Keputusan RUPSLB
Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;

Ibu EKA FITRIA sebagai Direktur Treasury dan Internatfional Banking;

Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;

Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;

Bapak Heru Kristiyana sebagai Komisaris Independen;

. Bapak Zainudin Amali sebagai Komisaris Independen;

3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan fanpa mengurangi hak RUPS unfuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

Pap0To

—

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi
e Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
e Wakil Direkfur Utama : Alexandra Askandar;
¢ Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris Indriati;
¢ Direktur Commercial Banking : Riduan;
e Direktur Treasury dan International Banking  : Eka Fitria;
¢ Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto;
¢ Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari;
¢ Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya;
¢ Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas;
¢ Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin;
¢ Direktur Information Technology : Timothy Utama;
¢ Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo.

b. Dewan Komisaris

¢ Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri;
e Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago;

e Komisaris : Rionald Silaban;

e Komisaris : Nawal Nely;

e Komisaris : Arif Budimanta;

e Komisaris : Faried Utomo;

e Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh;
¢ Komisaris Independen : Heru Kristiyana;

¢ Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina;
¢ Komisaris Independen : Muliadi Rahardja;

¢ Komisaris Independen : Zainudin Amali.
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5. Anggofa-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya
setelah mendapat persetujuan Oftoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test] dan memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui
sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Pr oper Test) OJK dimaksud.

6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada
jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri afau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan
oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut

1. Bapak Heru Kristiyana telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam
Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-98/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023
tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak
tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

2. Bapak Zainudin Amali telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam
Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-139/D.03/2023 tanggal 06 November 2023 dan Surat OJK No. SR-250/PB.02/2023
tanggal 06 November 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak
tanggal 06 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1428/2023 tanggal 08 November 2023.

3. Ibu Eka Fitria telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-97/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023,
serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efekfif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

4. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala findakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN SEBELUMNYA DAN REALISASINYA

Pada tahun 2022, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada
tfanggal 10 Maret 2022, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah dilakukan
dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2022

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jowab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (safu) penanya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 98,0527965% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,0513776%

Tidak Setuju :1,8958259%

558 | PT Bank Mandiri (Persero) Tok



TATA KELOLA
PERUSAHAAN

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada fanggal 31 Desember 2021.

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rinfis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya
No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229- 1/1/1/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit
wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan felah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris, serfa disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan fahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris
atas findakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana,
dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:
Penyampaian Laporan Keuangan:
1. Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elekironik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.295/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada
Bursa Efek Indonesia.
b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas penggunaan laba bersin Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertfanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju :97.5818916% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,0958159%

Tidak Setuju :2,3222925%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.521.644.855 saham atau merupakan 97,6777075% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar

Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus

tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% darilaba bersin Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar
delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52%
saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus
sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut
serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 pada fanggal 14 Maret 2022 dan telah melakukan
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 6 April 2022.

Status : Terealisasi
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Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan funjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 94,4040145% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,1097642%

Tidak Setuju : 5,4253146%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.266.122.581 saham atau merupakan 94,5746854% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk
Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan funjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya fantiem unfuk Tahun Buku 2021, serfa menetapkan gaji, fasilitas dan funjangan
bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya
untuk tahun buku 2022, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 97,2862924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :1,1937518%

Tidak Setuju :1,5199558%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.846.280.527 saham atau merupakan 98,4800442% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1.

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rinfis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 unfuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota
jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun fidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
(mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

Tindak lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada
OJK melalui Surat No. KES/203/2022 tanggal 22 Maret 2022.

Status: Terealisasi
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Mata Acara Rapat Kelima

Pengukuhan pemberlakuan Perafuran Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jowab.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju 1 99,3189839% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,0912332%

Tidak Setuju :0,5897829%%

Keputusan

Dengan demikian:

1. Rapat dengan suara ferbanyak yaitu 40.222.640.348 saham atau merupakan 99,4102171% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:

2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,
dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 88,9700295% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,0549906%

Tidak Setuju :10,7840498%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.097.910.054 saham atau merupakan 89,2159502% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan,
Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Perafuran Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan, dan
Pemberhentian Anggota Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertfanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju :75,2911571% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :0,8237754%

Tidak Setuju :23,8850675%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.797.071.409 saham atau merupakan 76,1149325% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock) sejumlah
35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

Tindak Lanjut
Proses pengalihan saham hasil buyback telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan telah melakukan keterbukaan
informasi sesuai Surat No. HBK.CSC/CMA.1513/2022 tanggal 17 Juni 2022 kepada pemegang saham.

Status : Terealisasi
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Mata Acara Rapat Kedelapan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 84,0649390% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain :1,8403107%

Tidak Setuju : 14,0947504%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 34.758.358.444 saham atau merupakan 85,9052496% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat

memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;

b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS
Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;
b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

¢ Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
¢ Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago
¢ Komisaris : Rionald Silaban
e Komisaris : Nawal Nely
e Komisaris : Arif Budimanta
e Komisaris : Faried Utomo
e Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
¢ Komisaris Independen : Boedi Armanto
¢ Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
¢ Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
b. Direksi
e Direktur Utama : Darmawan Junaidi
e Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
¢ Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris Indiarti Indiarti
¢ Direktur Commercial Banking : Riduan
« Direkfur Treasury dan International Banking  : Paniji Irawan
* Direkfur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto
¢ Direktur Operation : Toni E. B. Subari
¢ Direkfur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
¢ Direkfur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
¢ Direkfur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
¢ Direkfur Information Technology : Timothy Utama
» Direkfur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test] dan memenuhi peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dalom hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota
Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut
diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masinh menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan
harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan
oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut

1. Bpk. Muliadi Rahardja telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 40/KDK.03/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat OJK No. SR-119/PB.12/2022 tanggal 23 Juni 2022, serta
pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1703/2022 tanggal 27 Juni 2022.

2. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi
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DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan
oleh Direksi serta memberikan nasinat kepada Direksi termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan
Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan Perundang-
undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada Pemegang
Saham dalam hal pengawasan kebijakan Direksi
terhadap pengelolaan Perseroan secara umum.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya wajib menerapkan prinsip fata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance),
memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian
(prudential banking), kode etik profesi dan
code of conduct, konvensi perbankan nasional dan
internasional, serta kepatuhan (compliance) pada
perafuran perundang-undangan serta kefentuan di
bidang perbankan.

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki infegritas yang
finggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk
menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan
harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang
efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga
dituntut untuk dapat bertindak secara independen,
dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan
(conflict of interest) yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara
mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain
maupun hubungan dengan Direksi.

DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus
Ftit and Proper Test dan telah mendapat persetujuan
dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota
Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan
Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa
calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh
persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan,
tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, Komposisi anggota Dewan Komisaris
Perseroan mengalami perubahan sebagaimana
penjelasan berikut.
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Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, RUPST menyetujui untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat Bpk. Heru Kristiyana dan Bpk. Zainudin Amali, masing-masing sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang yang ferdiri
dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 4 (empat)
orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

[ Wama " ghgln | Dosorfengongkaton  IERCTEERIEERY periode
Muhamad Chatib Basri Komisaris Utama/ RUPSLB tanggal 9 Desember 2019 29 Mei 2020 2019 - 2024
Independen
Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama/ RUPST tanggal 19 Februari 2020 23 Juni 2020 2020-2025
Independen
Boedi Armanto*) Komisaris Independen RUPST tanggal 19 Februari 2020 3 Juli 2020 2020 - 2023
Loeke Larasati Agoestina  Komisaris Independen RUPST tanggal 19 Februari 2020 2 September 2020 2020 - 2025
Muliadi Rahardja Komisaris Independen RUPST tanggal 10 Maret 2022 22 Juni 2022 2022 - 2027
Heru Kristiyana**) Komisaris Independen RUPST tanggal 14 Maret 2023 21 Agustus 2023 2023 - 2028
Zainudin Amali**) Komisaris Independen RUPST tanggal 14 Maret 2023 6 November 2023 2023 - 2028
Rionald Silaban Komisaris RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019 12 Februari 2020 2019 - 2024
Faried Utomo Komisaris RUPST tanggal 19 Februari 2020 4 Agustus 2020 2020 - 2025
Avrif Budimanta Komisaris RUPST tanggal 19 Februari 2020 4 Agustus 2020 2020 - 2025
Nawal Nely Komisaris RUPST tanggal 19 Februari 2020 24 Agustus 2020 2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh  Komisaris RUPST tanggal 15 Maret 2021 18 Agustus 2021 2021 - 2026

*) Masa jabatan berakhir efekfif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KERJA DEWAN KOMISARIS

a. Tugas dan Tanggung Jawab
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris b. Hak dan Wewenang
memiliki pedoman kerja, yaitu Pedoman Kerja dan c. Keterbukaan Informasi, Benturan Kepentingan,
Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan Larangan
dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan d. Efika Kerja dan Budaya Perusahaan

1.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 2. Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris
30 November 2023. Pedoman ini mengatur tentang a. Komite Dewan Komisaris
petfunjuk Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris serta b. Sekretaris Dewan Komisaris
menjelaskan fahapan aktivitas secara terstruktur dan 3. Rapat Dewan Komisaris
sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan a. Ketenfuan Rapat
dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi b. Peserta Rapat
acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan c. Pimpinan Rapat
fugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan. d. Pemanggilan Rapat

e. Bahan Rapat
Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris disusun f.  Kuorum dan Keputusan Rapat
berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, g. Risalah Rapat
Undang-undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Perafuran 4. Mekanisme Kerja
Menteri BUMN, dan Anggaran Dasar Perseroan. a. Pembidangan Tugas

b. Laporan
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur c. Waktu Kerja Komisaris
hal-hal sebagai berikut: d. Penandatanganan Dokumen
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e. Perjalanan Dinas 6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional

f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana
5. Lain-lain dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari

a. Pendidikan Berkelanjutan fugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga

b. Perubahan fidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas
6. Penutup pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

7. Dalam menjalankan tugasnya melakukan
pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban, dan tanggung jowab Dewan Komisaris
berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
untuk kepentingan Perseroan atas kebijokan dan
jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan
nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jowab atas
pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan
perafuran perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan keputusan RUPS.

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas,
wewenang, dan tfanggung jawab dengan itikad baik
dan dengan prinsip kehati-hatian, serta mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar.

3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris
wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan fata kelola, manajemen risiko, dan
kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan
strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan
perafuran perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan RUPS.

4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan
kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan
kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
perafuran perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan RUPS.

5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris
dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Perseroan, kecuali:

a. penyediaan dana kepada pihak terkait, sesuai
dengan POJK mengenai batas maksimum
pemberian kredit dan penyediaan dana
besar bagi bank umum, POJK mengenai batas
maksimum penyaluran dana dan penyaluran
dana besar bagi bank umum syariah; dan

b. hallain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Perseroan atau ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris
bertanggung jawab unfuk:

a.

b.

Memastikan tata kelola yang baik felah
diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

Menjaga kepentingan Perseroan dengan
memperhatikan kepentingan para Pemegang
Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;

. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Rencana
Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta rencana kerja
dan hal strategis lainnya yang disiapkan Direksi
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
Menyusun rencana kerja dan anggaran fahunan
Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Perseroan;

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai masalah yang dianggap penting dan
material bagi kepengurusan Perseroan;
Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala
penurunan kinerja Perseroan dengan disertai
saran mengenai langkah perbaikan yang harus
ditempuh;

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan
Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani Laporan Tahunan;

. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran

kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,
apabila diminta;

Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan
yang telah dilakukan selama tfahun buku yang
baru lampau kepada RUPS;

Mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan komisaris,
termasuk usulan ketentuan internal yang
menurut ketentuan membutuhkan persetujuan
Dewan Komisaris;

Melakukan pengawasan akfif dan evaluasi paling
sedikit terhadap:
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i) Tindak lanjut Direksi atas temuan audit
dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit
Intfernal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/
afau hasil pengawasan otoritas dan lembaga
lain;

i) Penerapan fungsi kepatuhan;

i) Penerapan Manajemen Risiko dan
Manajemen Permodalan secara terintegrasi
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas
usaha Konglomerasi Keuangan dalam
Perseroan;

iv) Efekfivitas penerapan Strategi Anti Fraud
(SAF) dan penerapan kode etik di antaranya
ferkait dengan pencegahan Fraud bagi
seluruh jajaran organisasi;

v) Penerapan Program Anfi Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal;

vi) Penerapan kebijakan Remunerasi;

vii) Rencana strategis Teknologi Informasi (Tl) dan
penerapan tata kelola TI;

i) Menunjuk pengendali mutu independen dari
pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang
terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal,
paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

. Dalam kaitannya dengan penunjukan Akuntan

Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang akan melaksanakan jasa audit Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan:

i) Dewan Komisaris melalui Komite Audit
melakukan proses pengadaan calon KAP
sesuai dengan ketenfuan pengadaan
barang dan jasa Perseroan, dan apabila
diperlukan dapat meminta bantuan Direksi
dalam proses pengadaannya; dan

i)  Mengusulkan kepada RUPS penunjukan AP
dan KAP yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka

fugas pengawasan dan pemberian nasihaft,
sepanjang tidak berfentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/
atau Keputusan RUPS.

8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata

viii) Kebijokan danrencana strategis manajemen Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi sefiap
risiko terkait keamanan siber; anggota Dewan Komisaris.

ix) Rencana Aksi (Recovery Plan) dan 9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris
Rencana Resolusi (Resolution Plan) beserta Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas
pengkiniannya, tfermasuk memberikan sertfa tanggung jawab untuk:
persetujuan; dan a. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

x) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan (TJSL) Perseroan.

Melaporkan kepada Oftoritas Jasa Keuangan

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

ditemukannya:

i) Pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan,
perbankan, dan yang terkait dengan

secara fertulis yang disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris dengan
mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat rapat; dan

. Mengkoordinasikan serta memastikan

pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris
dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
i) Keadaan atau perkiraan keadaan yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris,

Perseroan. fugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara
m. Memastikan penerapan Sistem Pengendalian lain sebagai berikut:
Intern baik secara individu maupun terintegrasi. 1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

Khusus dalam penyelenggaraan Sistem secara fertulis yang disampaikan kepada seluruh
Pengendalian Internal, Dewan Komisaris anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan
bertanggung jawab pula untuk: acara, tfanggal, waktu dan tempat rapat.

i)  Memastikan bahwa Direksi menyusun dan 2. Mengkoordinasikan serfa memastikan pelaksanaan
memelihara Sistem Pengendalian Infern yang tfugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat
memadai, efektif, dan efisien; Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan

i)  Mengkaji efekfivitas dan efisiensi Sistem perundang-undangan yang berlaku.
Pengendalian Intern berdasarkan informasi
yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit
Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun; dan
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Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1.

Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-
tfindakan Direksi sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki
bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau
tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-
buku, surat-surat bukti, persediaan barang- barang,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi.

Tindakan dalam hal sebagaimana fersebut pada
ayat (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai
Dewan Komisaris dan waijib dilaporkan dalam rapat
Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak
meminta bantuan fenaga ahli dalam melaksanakan
tfugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan
beban Perseroan.

Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang
segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jojaran di
bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di
bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.

7.

Dewan Komisaris dengan suara ferbanyak setiap
waktu berhak memberhentikan untuk sementara
waktu seorang atau lebih anggota Direksi,
apabila mereka terbukti berfindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar atau ferbukti melalaikan
kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi
Perseroan.

Pemberhentian sementfara tersebut harus diberitahukan
secara fertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasan yang menyebabkan findakan itu.

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang
akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan
membela diri.

. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit
Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan
direkomendasikan oleh Komite Audit.

. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya

sepanjang fidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau
Keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan fugas Dewan Komisaris, pembidangan fugas masing-masing anggota
Dewan Komisaris telah ditetapkan. Pembidangan tugas ini fidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jowab dan
wewenang sefiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berikut pembagian fungsi,
fugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

e

Muhamad Chatib Basri

Komisaris Utama/Independen

Bidang Tugas

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
¢ Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
* Anggota Komite Audit

Andrinof A. Chaniago

Wakil Komisaris Utama/Independen

Ketua Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Audit

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Loeke Larasati Agoestina

Komisaris Independen

¢ Anggota Komite Audit
¢ Anggota Komite Pemantau Risiko
¢ Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Muliadi Rahardja

Komisaris Independen

* Anggota Komite Audit
* Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Heru Kristiyana*)

Komisaris Independen

Ketua Komite Audit
Anggota Komite Pemantau Risiko
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Zainudin Amali*) Komisaris Independen

Bidang Tugas

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rionald Silaban Komisaris ¢ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Faried Utomo Komisaris ¢ Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Arif Budimanta Komisaris Anggota Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely Komisaris ¢ Anggota Komite Pemantau Risiko
Muhammad Yusuf Ateh Komisaris ¢ Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan

Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020

tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan

Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang

harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan

Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan

RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan

persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau
mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria
dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan
sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai
dengan Rp500 miliar.

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau
pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO),
kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun
Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT),
Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO)
dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama
yang jangka wakfunya ataupun nilainya melebihi
dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk
nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar
dan jongka waktu 5-10 tfahun.

3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan
penyertaan modal termasuk perubahan struktur
permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak
perusahaan dan perusahaan patungan yang
fidak dalam rangka penyelamatan piutang,
dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar
Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan
Rp200 miliar.

4. Mendirkan anak perusahaan dan/atau perusahaan
pafungan dengan nilai ferfentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk
nominal Rp 150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
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5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon
anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak
perusahaan yang memberikan konftribusi signifikan
kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai
batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.

6. Melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak
perusahaan dan perusahaan pafungan dengan nilai
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar
sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat
bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian
anggota Dewan Komisaris fersebut mulai berlaku sejak
penutupan RUPS dengan memperhatikan kefentuan
Perundang-undangan.



®

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS
yang mengangkatnya dan berakhir pada penufupan
RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) seftelah tanggal
pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi
jangka wakfu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
namun dengan fidak mengurangi hak dari RUPS untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan
Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah
masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris
dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014

sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.

2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat:

a. tidak pernah dinyatakan pailit.

b. fidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit.

c. fidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dan/
atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

d. fidak pernah menjadi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat:

* pernah fidak menyelenggarakan RUPS
Tahunan.

* pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah fidak diterima oleh RUPS atau pernah
fidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS.

e pernah menyebabkan perusahaan
yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan.

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Perseroan.

6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana felah
ditenfukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN
DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS.
Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa
jabatanya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri
mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN
No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentfian Anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan
terakhir diubah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata
cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan

Komisaris BUMN berasal dari:

a. Mantan Direksi BUMN.

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Pemerintah.

d. Sumber lain.

2. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah
dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat
lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria
‘Disarankan’ menjadi anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN.

3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian
sesuai ketentuan sektoral.

4. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum Uji
Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan
sektoral maka findakan, tugas, dan fungsi sebagai
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan
sektoral.

5. Anggotfa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa
jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh
RUPS/Menteri.
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6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak
lulus UKK sesuai dengan ketentuan sekforal,
RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut
dengan memperhatikan ketentuan sektoral.

7. Penetapan seseorang menjadi anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
dilakukan melalui cara:

a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal
apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh
Negara; atau

b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh
pemegang saham secara sirkuler apabila tidak
seluruh saham dimiliki oleh Negara.

8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup
(curriculum vitae) calon anggota Dewan Komisaris
BUMN yang akan diusulkan unfuk diangkat dalam
RUPS wajib fersedia dan diumumkan pada saat
penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan
keputusan mengenai pengangkatan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris
BUMN.

9. Sebelum ditetapkan menjadi anggofa Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang
bersangkutan harus menandatangani surat
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain
yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
ferhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan
diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan maka jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan
dengan Keputusan Menteri atau keputusan
seluruh pemegang saham secara sirkuler maka
setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses
penyerahan surat keputusan kepada anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih.

12. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu
oleh pejabat- pejabat pimpinan finggi pratama yang
bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Depufi,
dan Asisten Deputi Sektor.

13. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen
diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.

14. Dalom hal pengangkatan akan ditetapkan dalam
RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri
disertai dengan surat penetapan calon dan suraf
kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan
dalam RUPS.
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15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen
diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.

16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk
dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.

17. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan
yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas
dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktfu-
waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

18. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN mulai menjabat secara efektif ferhitung sejak
tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang
ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh
pemegang saham secara sirkuler.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan
melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan
dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS
telah disediakan informasi fentang profil calon Dewan
Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PEMBERHENTIAN
DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian
Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah
sebagai berikut:

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi
terhadap anggofta Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN sebelum melakukan pemberhentian
anggotfa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri ternadap
anggofta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan
menyampaikan konsep Keputusan Menteri/RUPS
tentfang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan
penetapan.

3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir masa
jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu
kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis
oleh Menteri.



®

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan
maka Menteri dengan Peraturan Menteriini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk
melakukan pemberitahuan dimaksud.

Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten
Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan
pemberitahuan dimaksud.

Keputusan pemberhentian dengan alasan selain
dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang fetap
dan mengundurkan diri diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada
saat pemberitahuan kepada pejabat yang
memberitahukan.

Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri
secara lisan maka dilakukan secara tatap muka dan
dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dan
pejabat yang memberitahukan.

Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang bersangkutan tidak bersedia
menandatangani notulen atau berita acara maka
disebutkan alasannya dalam notulen atau berita
acara fersebut.

. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS

maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS
tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan
diri sebagaimana diatur dalam undang-undang
mengenai perseroan terbatas.

.Dalam proses pemberhentian anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat
meminta pertfimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/
atau Sekretaris Kementerian.

.Penetapan pemberhentian anggota Dewan

Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan
Menfteri.

.Penetapan pemberhentian anggota Dewan

Komisaris BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan
Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan
seluruh pemegang saham secara sirkuler.

. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan
dengan Keputusan Menferi atau keputusan seluruh
pemegang saham secara sirkuler maka Deputi
memproses rancangan Keputusan Menteri atau
keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan
dalam RUPS secara luring dan/atau daring dan
Menteri fidak dapat menghadiri sendiri RUPS yang
dimaksud maka Menteri memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan
mengambil keputusan dalam RUPS.

18.

20.

. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten

Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS dimaksud.

. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/

atau Sekretaris Kementerian unfuk menghadiri dan
mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan harus tetfap melaksanakan fugasnya
sebagaimana mestinya.

. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan
proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
Pemberhentfian anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak
tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/
RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

MEKANISME PENGUNDURAN
DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai
berikut:

1.

Seorang anggotfa Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan memberitahukan
secara fertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
pengunduran diri.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas
tetap dapat dimintakan pertanggungjowabannya
sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
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6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah
RUPS Tahunan membebaskannya.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan felah diangkat anggota
Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 70:

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/
Menteri; dan/atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan fermasuk
rangkap jabatan yang dilarang.

2. Masajabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tfermasuk mengundurkan diri dari
jabatannya.

3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN berakhir karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf d maka:

a. Deputi menyampaikan informasi mengenai
keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus
memproses pemberhentian sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN fersebut dikukuhkan
dengan keputusan Menteri atau RUPS.
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Kebijakan Terkait Pengunduran Diri

Dewan Komisaris Apabila Terlibat

Dalam Kejahatan Kevangan

Bank Mandiri telah memiliki kebijokan terkaif
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila
terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana
tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu
bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah
satunya karena melanggar perafuran perundangan
dan apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran
Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan
Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris
melakukan pengunduran diri fermasuk apabila
terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib
memberitahukan secara terfulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri
wajib menyelenggarakan RUPS unfuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau
Pengendali Perseroan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan

Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggotfa Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.

2. Hubungan aofiliasi antara anggota Dewan Komisaris
dengan anggota Komisaris lainnya; dan

3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris
dengan Pemegang Saham Utama dan/atau
Pengendali.
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Hubungan dfiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris
Hubungan Keuangan Dengan Hubungan Keluarga Dengan

Pemegang Pemegang
jasaicn KDevyoq Direksi Saham Devyoq Direksi Saham peeTeln
omisaris Pen dali Komisaris P dali Kepengurusan
gendali engendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Muhamad Komisaris
Chatib Basri Utama/ V V y y N y y
Independen
Andrinof A. Wakil Komisaris
Chaniago Utama/ 0 V y Y \/ y y
Independen
Loeke Larasati - Komisaris
Agoestina Independen v v v v v v v
Muliadi Komisaris
Rahardja Independen v v v v v v v
Heru Komisaris
Kristiyana*) Independen v v v v v v v
Zainudin Komisaris
Amali*) Independen v v v v v v v
E}ionold Komisaris N N N N N N N
ilaban
Arif Budimanta  Komisaris V V y v V y y
NawalNely — Komisaris \ v v V v v v
Faried Utomo ~ Komisaris \ y Y Y V y y
Muhammad Komisaris
Yusuf Ateh v v v v v v v
*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN Rangkap Jabatan
DEWAN KOMISARIS 1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada
Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah badan usaha lainnya, dengan ketenfuan mengacu
diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN pada keftentuan peraturan Perundang-undangan
No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber sektoral.
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada
Bagi Bank Umum sebagai berikut: badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persentase kehadiran
dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75%
(fujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai
persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.
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Larangan Rangkap Jabatan

1.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dilarang memangku jabatan rangkap sebagai
anggotfa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menferi.
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang
memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi
pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggotfa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan,
serfa menandatangani surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika
terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas BUMN yang memangku jabatan
rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), berakhir karena hukum sejak anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau
RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan
sebagaimana dimaksud.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi
BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada
RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud,
untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan
pemberhentian.

Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas
nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN setelah berakhir karena hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak
sah dan menjadi fanggung jawab pribadi anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan.
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6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak mengurangi tanggung jowab anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang
disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN ferdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jowab
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku
secara tanggung renteng bagi sefiap anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah
mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai:

1.

Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam
perafuran perundang-undangan.

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benfuran
kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan
rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki
rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh
peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan
benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan
perundangan.
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Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Muhamad Chatib Basri - Komisaris Utama/Independen

Komisaris Utama/Independen

Nama Perusahaan/Instansi Lain
PT XL Axiata Tbk

Dosen IImu Ekonomi

Universitas Indonesia

Andrinof A. Chaniago

Wakil Komisaris Utama/
Independen

Dosen IImu Politik

Universitas Indonesia

Boedi Armanto*)

Komisaris Independen

Loeke Larasati
Agoestina

Komisaris Independen

Muliadi Rahardja

Komisaris Independen

Komisaris

PT XL Axiata Tbk

Heru Kristiyana**)

Komisaris Independen

Direktur Utama

Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI)

Komisaris

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Zainudin Amali**)

Komisaris Independen

Wakil Ketua Umum |

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Dosen Universitas Negeri Semarang
Dosen Universitas Negeri Surabaya
Dosen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Rionald Silaban Komisaris Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan RI
Arif Budimanta Komisaris Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Tim Presiden RI
Faried Utomo Komisaris Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet R
Nawal Nely Komisaris Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko  Kementerian BUMN RI
Muhammad Yusuf Komisaris Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Atfeh

Pembangunan

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan
termasuk ketentuan insider frading dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada

publik.

2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau
di luar negeri.
b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi
dan berikut keluarganya.
c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan waijib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional
perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jowab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan
Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang

bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode efik Perseroan.
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DEWAN KOMISARIS

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya (<5%) baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank
lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham

Jabatan o . Lembaga .
Bank Mandiiri Bank Lain Keuangan Perusahaan Lain
Non-Bank
Muhamad Chatib Basri Komisaris Utama/ Nihil Nihil Nihil Nihil
Independen
Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama/ Nihil Nihil Nihil Nihil
Independen
Loeke Larasati Agoestina Komisaris Independen Nihil Nihil Nihil Nihil
Muliadi Rahardja Komisaris Independen Nihil Nihil Nihil Nihil
Heru Kristiyana*) Komisaris Independen Nihil Nihil Nihil Nihil
Zainudin Amali*) Komisaris Independen Nihil Nihil Nihil Nihil
Rionald Silaban Komisaris 2.017.700 saham (0,0021618 %) Nihil Nihil Nihil
Arif Budimanta Komisaris 1.703.900 saham (0,0018256 %) Nihil Nihil Nihil
Nawal Nely Komisaris 1.703.900 saham (0,0018256 %) Nihil Nihil Nihil
Faried Utomo Komisaris 1.703.900 saham (0,0018256 %) Nihil Nihil Nihil
Muhammad Yusuf Ateh Komisaris 1.261.100 saham (0,0013512 %) Nihil Nihil Nihil

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri felah memenuhi ketentfuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentfang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang anggota dengan 6 (enam)
orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 54,5% dari total Komisaris yang ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi
Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

Komisaris Independen

Muhamad . . Loeke
Chatib Andrinof A. Boedi P——

1 *
" Chaniago  Armanto*) Agoesina

Kriteria Komisaris Independen

Muliadi Heru Zainudin
Rahardja  Kristiyana**) ~ Amali**)

Bukan merupakan orang yang bekerja atau

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik N N N N N N N
tersebut dalam waktu é (enam) bulan terakhir, kecuali

untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris

Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada

periode berikutnya.

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun
tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik v \ v \ \ \ Y
tersebut.
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DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen

Muhomad \ngrinof A, Boedi %K€ Muladi  Hery  Zainudin

Chatib . " Larasati 5 o - e
Basri Chaniago  Armanto*) Agoesina Rahardja  Kristiyana**)  Amali**)

Kriteria Komisaris Independen

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten

atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten v v v v Y y Y
atau Perusahaan Publik tersebut.

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 3 3 3 V y

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik y y
tersebut.

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh
kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.
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PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Sefiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan
fanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai
kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan
Entitas Anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur
yang ferkait dan dikoordinasikan oleh Corporate Secretary.

Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan Board Manual, yaitu suatu
dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan
fugas dan fanggung jawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris,
Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru sebagai berikut:

1 Heru Kristiyana Komisaris 29 Maret 2023 PSAK 71 Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Independen

29 Maret 2023 RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Plan 2020-2024, dan Kinerja

Keuangan
31 Maret 2023 Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Risiko
11 April 2023 Rencana Transformasi 10 tahun Bank  Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Mandiri
11 April 2023 Tata kelola perusahaan yang baik, Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT
2 Zainudin Amali Komisaris 29 Maret 2023 PSAK 71 Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Ind d
naependen 29 Maret 2023 RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Plan 2020-2024, dan Kinerja
Keuangan
31 Maret 2023 Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Risiko
11 April 2023 Rencana Transformasi 10 fahun Bank  Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Mandiri
11 April 2023 Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT
29-30 Mei, Pembekalan Manajemen Risiko LPPI
5 Juni 2023 untuk Calon Komisaris Bank Umum

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan mengacu POJK No. 33/2014,

sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sefiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

4, Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.

6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

o
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Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum
rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau
sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara
langsung aftau melihat serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang anggota Komisaris terpilih, jika Komisaris Utama
berhalangan hadir. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris serfa didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat (secara sirkuler) dengan
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuannya secara tertulis
mengenai usulan yang diajukan. Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah
dari rapat Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk fahun buku 2023, dan telah diunggah pada website
Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan | Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.

Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (Audited).

Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2023.

Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.

Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, T, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan
1IV/2023.

Triwulan Il Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.

Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, Tl, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan 1/2024.

Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan 1/2024.

Triwulan [l Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.

Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan 11/2024

Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, Tl, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan 11/2024.

Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025.

Triwulan IV Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.

Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan [1l/2024.

Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, T, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan [1l/2024.

Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027, Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029, Pengkinian Recovery Plan Tahun 2024, dan Penginian Resolution Plan Tahun
2024.

Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris
Pada tahun 2023, Dewan Komisaris felah menyelenggarakan 29 rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran
dan agenda sebagai berikut:
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Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum Keterangan
1. 5Januari 2023 Update Rencana RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022. 90%, Absen: Muhammad Yusuf
Ateh (Izin)
2. 19 Januari 2023 Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab 100%
Sosial & Lingkungan (TJSL).
3. 24 Januari 2023 * Penelachan Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandliri dan Entitas 100%
Anak untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 (Audited).
¢ Persetujuan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite Pendukung Dewan
Komisaris Tahun 2023.
4. 2 Februari 2023 e Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. 100%
¢ Persetujuan Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.
5. 9 Februari 2023 Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank 100%
Mandiri Tahun Buku 2022.
6. 16 Februari 2023 Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank 100%
Mandiri Tahun Buku 2022.
7. 23 Februari 202 Persetujuan Usulan Talent Pool. 100%
8. 27 Februari 2023 Persetujuan Usulan Talent Pool. 100%
9. 9 Maret 2023 ¢ Persefujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 100%
2023.
* Persetujuan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023
serta Tantiem dan Long Term Incentive (LTl) Tahun Buku 2022.
e Persetujuan Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaiji Ulang
atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/Quality Assurance Review (QAR)
Tahun 2023.
10. 16 Maret 2023 Persetujuan Penetapan Keanggotaan Komite Dekom Pasca RUPS Tahunan 89%, Absen: Faried Utomo (Izin)
Tahun Buku 2022.
11. 30 Maret 2023 Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan 78%, Absen: Loeke Larasati
Manajemen Risiko (KMNR). Agoestina (Izin),
Faried Utomo (izin)
12. 17 April 2023 Persetujuan Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan 89%. Absen: Nawal Nely (Izin)
Direksi Entitas Anak.
13. 18 April 2023 Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Maret 2023. 100%
14. 11 Mei 2023 e Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri. 100%
¢ Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen
Tindak Lanjut Temuan OJK.
15. 22 Mei 2023 Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen 100%
Tindak Lanjut Temuan OJK.
16. 25 Mei 2023 Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan 100%
Direksi Entitas Anak.
17. 13 Juni 2023 Persetujuan Revisi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 100%
dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 — 2025.
18. 13 Juli 2023 Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen 67%, Absen: Rionald Silaban (Izin),
Tindak Lanjut Temuan OJK. Nawal Nely (Izin),
Faried Utomo (izin)
19 20 Juli 2023 * Penelahaan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2023. 89%. Absen: Nawal Nely (Izin)
¢ Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
20 27 Juli2023 ¢ Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Direksi Entitas Anak. 100%
¢ Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri.
21 3 Agustus 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. 89% Absen: Arief Budimanta (Izin)
22 31 Agustus 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. 100%
23 14 September e Persetujuan Usulan LTI 100%
2023 * Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
* Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
24 21 September Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen 100%
2023 Tindak Lanjut Temuan OJK.
25 26 Oktober 2023 ¢ Persetujuan Usulan Penginian Recovery Plan Tahun 2023. 100%
¢ Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Per 30 September 2023.
26. 16 November 2023  Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026. 91% Absen: Heru Kristiyana (Izin)

* Persefujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun
2024-2028.
* Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
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Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum Keterangan

27. 23 November 2023 Persefujuan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Group Head Corporate 100%
Secretary.
28. 13 Desember2023 -« Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris 91% Absen: Nawal Nely (lzin)

dan Direksi Entitas Anak.
* Persetujuan Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individual

Tahun 2023.
29. 21 Desember 2023 ¢ Persetujuan Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan 82% Absen: Loeke Larasati
Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. Agoestina (Izin),
¢ Persetujuan Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Nawal Nely (zin)
Tahun 2024.

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala
sefidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2023 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan fingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum Keterangan

1. 24 Januari 2023 Kinerja Keuangan Tahun 2022 100%

2. 23 Februari 2023 Kinerja Keuangan Bulan Januari 2023 80% Absen: Muliadi Rahardija (Izin)

3. 16 Maret 2023 Kinerja Keuangan bulan Februari 2023 78% Absen: Rionald Silaban (Izin), Faried Utomo (Izin)

4. 18 April 2023 Kinerja Keuangan bulan Maret 2023 100%

5. 25Mei2023 Kinerja Keuangan bulan April 2023 100%

6. 13 Juni 2023 Kinerja Keuangan bulan Mei 2023 100%

7. 20 Juli2023 Kinerja Keuangan bulan Juni 2023 100%

8. 24 Agustus 2023 Kinerja Keuangan bulan Juli 2023 100%

9. 27 September 2023  Kinerja Keuangan bulan Agustus 2023 100%

10. 26 Oktober 2023 Kinerja Keuangan bulan September 2023 100%

11. 22 November 2023  Kinerja Keuangan bulan Oktober 2023 100%

12. 21 Desember 2023  Kinerja Keuangan bulan November 2023 73% Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Nawal Nely (lzin),

Zainudin Amali (Izin)
Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris
Jumlah Rapat  Kehadiran (%) Jumlah Rapat  Kehadiran (%)

Muhamad Chatib Basri Komisaris Utama/Independen 29 29 100 12 12 100
Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama/Independen 29 29 100 12 12 100
Boedi Armanto*) Komisaris Independen 9 9 100 2 2 100
Loeke Larasati Agoestina  Komisaris Independen 29 27 93 12 12 100
Muliadi Rahardja Komisaris Independen 29 29 100 12 11 92
Heru Kristiyana**) Komisaris Independen 8 7 88 5 5 100
Zainudin Amali**) Komisaris Independen 4 4 100 2 2 100
Rionald Silaban Komisaris 29 28 97 12 11 92
Arif Budimanta Komisaris 29 28 96,6 12 12 100
Nawal Nely Komisaris 29 24 83 12 11 92
Faried Utomo Komisaris 29 27 93 12 11 92
Muhammad Yusuf Ateh Komisaris 29 27 93 12 12 100

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

LAPORAN TAHUNAN 2023 | 581



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian

Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi

dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun

secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (figa) jenis
rapat, yaitu:

1. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, yang
terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite
Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal
Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang
Direktur bidang yang terkait.

3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR)
yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama — sama
dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap
Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016
tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain
kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan
tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan
Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan fiap semester.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara friwulanan
menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian
Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada
tahun 2023, Dewan Komisaris telah membuat dan
menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

e ox |
1.

Surat No. KOM/019/2023
tanggal 19 Februari
2023 tentang Laporan

Kementerian BUMN

Surat No. KOM/009/2023 tanggal 31
Januari 2023 tentang Tanggapan
atas Laporan Kinerja dan Realisasi
Pengawasan Rencana Bisnis  Key Performance Indicators (KPI)
Bank 2022 — 2024 PT Bank PT Bank Mandiiri (Persero) Tiok Tahun
Mandiri (Persero) Tok Semester  2022.

Il Tahun 2022.
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Kementerian BUMN

Surat No. KOM/053/2023 tanggal
28 April 2023 tentang Tanggapan
atas Laporan Kinerja dan Realisasi
Pengawasan Rencana Bisnis  Key Performance Indicators (KPI)
Bank 2023 - 2025 PT Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d
Mandiri (Persero) Tok Semester  Triwulan 1/2023.

No. | oJK

2. Surat No. KOM/094/2023
tanggal 18 Agustus
2023 tentang Laporan

| Tahun 2023. Surat No. KOM/085/2023 tanggal
31 Juli 2023 tentang Tanggapan
atas Laporan Kinerja dan Realisasi
Key Performance Indicators (KPI)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d
Triwulan 11/2023.

Surat No. KOM/129/2023 tanggal 30
Oktober 2023 tentang Tanggapan
atas Laporan Kinerja dan Realisasi
Key Performance Indicators (KPI)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d
Triwulan 11/2023.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank

yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas

Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan

kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek
kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi
Rencana Bisnis.

2. Penilaian Dewan Komisaris tfentang faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara
umum, khususnya terkait faktor permodalan (capital),
rentabilitas (earnings), profil risiko terutama risiko
kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya
memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal
menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank
sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas ferdapat
penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut
dilengkapi pula dengan penilaian mengenai fakfor-
faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.
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Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban
dan fanggung jawabnya dalam rangka melakukan
pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya
pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib
Kerja, serta Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan
pada awal fahun.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut
dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan
Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi
bersama Komite penunjang Dewan Komisaris. Adapun
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2023
antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan
jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi
selama tahun 2023, termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Rencana Bisnis Bank
(RBB) Tahun 2023 - 2025, Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023-2027, dan Rencana
Strategis TI.

2. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan
secara efektif dan berkelanjutan.

3. Melakukan pengawasan akfif dan evaluasi paling
sedikit terhadap:

a. findak lanjut Direksi atas temuan audit dan
rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal
Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan
Oftoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan oforitas dan lembaga lain;

b. penerapan fungsi kepatuhan;

c. penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen
Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan
karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi
Keuangan dalam Perseroan;

d. efektivitas penerapan Strategi Anfi Fraud (SAF)
dan penerapan kode etk di antaranya terkait
dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran
organisasi;

e. penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal;

f. penerapan kebijokan Remunerasi;

g. rencana strategis Teknologi Informasi (Tl) dan
penerapan tata kelola TI;

h. kebijakan dan rencana strategis manajemen
risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan;

i. Rencana Aksi (Recovery Plan) dan Rencana
Resolusi (Resolution Plan) beserta pengkiniannya,
termasuk memberikan persetujuan; dan

j.  pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.

Melakukan pemantauan berkala ferhadap

perencanaan SDM (Manpower Planning) yang

selaras dengan Corporate Plan, RBB, serta kebutuhan
riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya

di bidang IT, Kredit dan Risk.

Melakukan pemantauan berkala ferhadap

pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Perseroan

dan Enfitas Anak selama tahun 2023.

Melakukan pemantauan berkala ferhadap

perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Enfitas

Anak/Cucu, serfa pengembangan sinergi selama

tahun 2023.

Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta

memberikan persetujuan antara lain terhadap usulan

RKAP Tahun 2024, RBB Tahun 2024-2026, RAKB Tahun

2024-2028, dan Penginian Recovery Plan Tahun 2023.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,

memberikan pendapat dan saran kepada Direksi

mengenai masalah yang dianggap penting dan
material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain
terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama

tahun 2023.

Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP)

dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

akan melakukan audit terhadap Laporan

Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada

tanggal 31 Desember 2023 kepada RUPS Tahunan

Tahun Buku 2022.

. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang

dilakukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
dan 2023 Bank Mandiri.

. Melakukan reviu pada falent pool dan setiap usulan

calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris
yang akan diusulkan dalam RUPS.

. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama

tahun 2023 secara berkala serta mereviu pencapaian
KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

. Melakukan reviu dan memberikan keputusan

terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang waijib
mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar.

. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai,
efektif, dan efisien, serta mengkaiji efekfivitas dan
efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari
Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
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15. Menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

16. Memberikan persetujuan terhadap usulan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Infernal Audit
Bank Mandiri/ Quality Assurance Review (QAR) Tahun 2023 serta usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi
Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024.

17. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjuinya
disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN fiap friwulan.

18. Mengadakan 29 (dua puluh sembilan) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat infernal maupun dengan
Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tfahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung
jawab melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris

2. Rapat bersama Komite Penunjang Dewan Komisaris

3. Kunjungan Kerja (On site Visit) Dewan Komisaris bersama Komite — Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris felah mengeluarkan sebanyak 35 surat persetfujuan dan 8 (delapan) surat
keputusan antara lain fentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak ferkait, persetujuan aksi korporasi,
serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persefujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

m Tanggal Surat Perihal

1. 24 Januari 2023 Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)

2. 6 Februari 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

3. 28 Februari 2023 Persetujuan Konsultan Independen untuk Mengkaji Usulan Long Term Incentive (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris
Bank Mandiri Tahun 2023

4. 7 Maret 2023 Persetujuan Usulan Penginian Recovery Plan Bank Mandiri Tahun 2022-2023

5. 13 Maretf 2024 Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023

6. 3 April 2023 Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri

7. 18 April 2023 Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga
Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

8. 18 April 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

9. 18 April 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

10. 15 Mei 2023 Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri

11, 24 Mei 2023 Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

12. 29 Mei 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

13. 29 Mei 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak

14, 16 Juni 2023 Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2023 dan Revisi RBB Tahun 2023 - 2025

15, 20 Juni 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

16. 24 Juli 2023 Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

17. 24 Juli 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

18. 31 Juli 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

19. 31 Juli 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

20. 7 Agustus 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

21. 18 Agustus 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Enfitas Anak

22. 6 September 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiiri.

23. 22 September 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

24. 25 September 2023 Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

25. 12 Oktober 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

26. 22 November 2023 Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 - 2028

27. 22 November 2023 Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
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m Tanggal Surat Perihal

28. 28 November 2023 Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
29. 29 November 2023 Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024 — 2026

30. 11 Desember 2023 Persetujuan Penginian Kebijakan Treasury, Dana, dan Jasa serta Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri
31. 19 Desember 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak

32. 19 Desember 2023 Persetujuan Usulan Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023

33. 21 Desember 2023 Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak

34. 22 Desember 2023 Persetujuan Usulan Annual Audit Plan dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024

35. 22 Desember 2023 Persefujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

m Tanggal Surat Perihal

1. 29 Maret 2023 Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan
Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandliri (Persero) Tok.

2. 25 Agustus 2023 Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan
Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiiri (Persero) Tok.

3. 13 September 2023 Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tok.

4. 12 Oktober 2023 Piagam Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

5. 12 Oktober 2023 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tok.

6. 12 Oktober 2023 Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tok.

7. 12 Oktober 2023 Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. 30 November 2023 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiiri (Persero) Tok.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertfifikasi Manajemen Risiko Bagi
Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEQJK.03/2022 tentang Sertifikasi
Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib
memiiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Komisaris Minimal Tingkat 1 4 tahun
2. Komisaris Independen Minimal Tingkat 2 4 tahun
3. Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun Tingkat 5 2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka waijib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment)
secara berkala paling kurang:

1. 1 (satu) kalidalom 1 (satu) tahun untuk fingkat 1 dan 2; atau

2. 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri waijib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan unfuk

Komisaris non Independen waijib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang felah
lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Lembaga yang . . Tanggal sertifikat Tanggal
m Mengeluarkan Sertifikat Ul SEERE dikeluarkan Kadaluarsa
1

Muhamad Komisaris Utama/ Lembaga Sertifikasi Manajemen 11 Februari 2020 11 Februari 2024
Chatib Basri Independen Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
Lembaga Sertifikasi 2 Manajemen 21 Februari 2020 21 Februari 2024
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 26 Juli 2023 26 Juli 2024
Risiko
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Lembaga yang o . Tanggal sertifikat Tanggal
m Mengeluarkan Sertifikat LD Eing L= dikeluarkan Kadaluarsa
Andrinof A. Wakil Komisaris Lembaga Sertifikasi 1 Manajemen 8 April 2017 8 April 2021
Chaniago Utama/Independen  Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
Lembaga Sertifikasi 2 Manajemen 21 April 2017 21 April 2021
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
Lembaga Sertifikasi Refreshment  Manajemen 25 September 2020 25 September
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko 2022
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 24 Juni 2022 24 Juni 2024
Risiko
BARA Risk Forum Refreshment ~ Manajemen 11 November 2022 11 November
Risiko 2024
Lembaga Pengembangan Refreshment ~ Manajemen 29 September 2023 29 September
Perbankan Indonesia (LPPI) Risiko 2024
Loeke Larasati Komisaris Lembaga Sertifikasi 1 Manajemen 1 November 2019 1 November
Agoestina Independen Profesi Perbankan (LSPP) Risiko 2023
Lembaga Sertifikasi 2 Manajemen 20 April 2020 20 April 2024
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment ~ Manajemen 23 Maret 2022 23 Maret 2024
Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 24 Juni 2022 24 Juni 2024
Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 26 Juli 2023 26 Juli 2024
Risiko
Muliadi Rahardja  Komisaris Lembaga Sertifikasi 1 Manajemen 21 Juni 2022 14 Juni 2026
Independen Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
Lembaga Sertifikasi 2 Manajemen 21 Juni 2022 21 Juni 2026
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 24 Juni 2022 24 Juni 2024
Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 26 Juli 2023 26 Juli 2024
Risiko
Heru Kristiyana*)  Komisaris Lembaga Sertifikasi 5 Manajemen 7 Juni 2022 7 Juni 2024
Independen Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2025
Risiko
IBI - MBE UGM Refreshment Manajemen 5 November 2023 5 November
Risiko 2025
Lembaga Pengembangan Refreshment ~ Manajemen 29 November 2023 29 November
Perbankan Indonesia (LPPI) Risiko 2024
Zainudin Amali*)  Komisaris Lembaga Pengembangan  Pembekalan  Manajemen 5 Juni 2023 5 Juni 2025
Independen Perbankan Indonesia (LPPI) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2024
Risiko
Rionald Silaban  Komisaris Lembaga Sertifikasi 1 Manajemen 14 November 2019 14 November
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko 2023
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2024
Risiko
Faried Utomo Komisaris Lembaga Sertifikasi 1 Manajemen 8 Mei 2020 8 Mei 2024
Profesi Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment ~ Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2024
Risiko
Arif Budimanta Komisaris Lembaga Sertifikasi Profesi 1 Manajemen 13 Maret 2020 13 Maret 2024
Perbankan (LSPP) Risiko
BSMR Refreshment  Manajemen 22 Februari 2023 22 Februari 2024
Risiko
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Lembaga yang o . Tanggal serfifikat Tanggal
m Mengeluarkan Sertifikat el elelife i dikeluarkan Kadaluarsa
Nawal Nely Komisaris Lembaga Sertifikasi Profesi 1 Manajemen 21 April 2020 21 April 2024
Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment ~ Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2025
Risiko
IBI - MBA UGM Refreshment  Manajemen 5 November 2023 5 November
Risiko 2024
Muhammad Komisaris Lembaga Sertifikasi Profesi 1 Manajemen 14 Juni 2021 14 Juni 2024
Yusuf Ateh Perbankan (LSPP) Risiko
BARA Risk Forum Refreshment  Manajemen 24 Agustus 2023 24 Agustus 2024
Risiko

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko

SEOJK No.28/SEQJK.03/2022 tersebut juga mengatur penyetaraan dan penyelarasan sertifikat manajemen risiko bagi

pengurus dan pejabat bank umum dengan:

1. SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Akfivitas
Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Akfivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang

Managjemen Risiko Perbankan; dan

2. KKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Manajemen

Risiko Perbankan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui self assessment dan dilaporkan dalam RUPS
Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Prosedur Self-Assessment Kinerja Dewan Komisaris

&

Menetapkan d Melakukan

Aspek-aspek penilaian penilaian kinerja
pengawasan metode self- Dewan Komisaris
assessment dalam RUPS
1 3
1. Profil Risiko

2. Good Corporate Governance
3. Rentabilitas
4. Permodalan Bank

Melaporkan hasil

SRR

) Pertanggung
jawaban

diterima/ditolak
oleh RUPS

Remunerasi (Tantiem)
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Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun pada
awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha.
Berikut capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2023:

. Rencana Realisasi . .
n Aspek dan Parameter Satuan Output Output Output Nilai Pencapaian

I. Aspek Perencanaan

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dokumen 10 1 1 10 100%
serta KPI Dekom 2022
Sub Total | 10 10 100%

IIl. Aspek Pengawasan dan Nasihat

1 Memberikan tanggapan/rekomendasi
kpd Pemegang Saham thd:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Surat 5 1 1 5 100%
Perusahaan
b. Laporan Tahunan Tahunan Surat 5 1 1 5 100%
c. Andalisis Kinerja Triwulanan Triwulan Surat 5 3 3 5 100%
d. Rencana Bisnis Bank Setahun Surat 5 1 1 5 100%

2 Memberikan persetujuan dan nasihat Setahun Surat/ 10 10 30 11 110%
kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Risalah
Komisaris.

3 Rapat Dewan Komisaris
a. Jumlah Rapat Bulanan Kali 12 12 41 13,2 110%
b. Kehadiran Rapat Bulanan % 5 100 96 4,8 96%
c. Penyelesaian Risalah Rapat Bulanan Risalah 5 12 4] 55 110%

4 Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Setahun Kunjungan 8 2 6 8.8 110%

Sub Total Il 60 63,3 106%

Ill. Aspek Pelaporan

1 Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Laporan 10 1 1 10 100%
Tahunan

Sub Total Il 10 10 100%

IV. Aspek Dinamis

1 Pengusulan Eksternal Auditor kepada Tahunan Surat 5 1 1 5 100%
Pemegang Saham

2 Peningkatan Kompetensi melalui seminar, Tahunan Kali 10 2 5 11 110%
workshop, dll.

3 Hasil assessment GCG Dewan Komisaris Tahunan Kategori 5 Baik Sangat Baik 5 110%
(self assessment/Konsultan Independen)

Sub Total IV 20 21 105%

Grand Total 100 104,3 104%

Pihak yang Melakukan Penilaian
Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (self- assessment).

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik, POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,
POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN
No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jowab
langsung kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja
masing-masing komite.
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Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan
Komisaris Bank Mandiri felah membentuk 4 (empat)
komite yaitu:

1. Komite Audit

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Komite Pemantau Risiko

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris secara periodik (fahunan) melakukan
penilaian atas efekfivitas kinerja komite-komite di bawah
Dewan Komisaris. Secara umum, dari seluruh program
kerja keempat Komite sebagaimana tercantum dalam
Rencana Kerja tiap Komite di 2023, Dewan Komisaris
menilai telah melaksanakan fungsinya dan terealisasi
dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi masing-
masing Komite juga telah diterima oleh Dewan Komisaris
dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan
Direksi. Demikian pula dari sisi aspek komunikasi keempat
Komite selama 2023 telah terjalin komunikasi yang baik
dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri
dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan
oleh Direksi.

Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit secara efektif telah
membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan
termasuk pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal,
implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audif telah
mengadakan rapat sebanyak 28 kali.

Penjelasan mengenai akfivitas Komite Audit dapat dilihat
pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola
Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2023, melalui 12 kalirapat, Komite Remunerasi
dan Nominasi felah memberikan rekomendasi/usulan
calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan
tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang
dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi melipufi
penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang
dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan
rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan
Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh
dan menganalisis data bakal calon Direksi dari
falent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi
serfa mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang
memenuhi syarat.,

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan
Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris
dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem
penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tanfiem
untuk fahun 2023.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi
dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite
Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola
Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah
memberikan masukan kepada Dewan Komisaris ferkait
evaluasi atas pengelolaan risiko yang dilakukan Direksi.
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat
sebanyak 25 kali.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko
dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau
Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan
Tahunan ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah
melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat
baik berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan
keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penjelasan mengenai akfivitas Komite Tata Kelola
Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata
Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan
di Laporan Tahunan ini.
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ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH
DEWAN KOMISARIS
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Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang
Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi,
Komite Pemantau Risiko dan komite lain jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan.
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SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris
yang berasal dariluar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan
oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan fugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris.
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris
Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tfugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib

Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fanggung jowab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;

2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun
dokumen lainnya;

4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;

Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan

6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

o
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Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Syaiful Anam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Riwayat Pendidikan

* Master of Management (Finance) Melbourne University (2021)
e Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)

¢ Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

Pengalaman Kerja

* Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian BUMN (Maret 2022 - sekarang)

* Anggofa Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura I
(Januari 2022-September 2022)

* Koordinator pada Keasdepan Energi, Minyak dan Gas Kementerian
BUMN (September 2021-Maret 2022)

*  Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura | (Oktober 2021-Januari 2022)

e PIt. Kepala Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Kementerian BUMN (Januari 2019-September 2019)

o Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (Juli 2019-September 2019)

o Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo Il (Persero) (Maret 2017-Juli 2019)

e Kepala Sub bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian
BUMN (Juli 2017- Januari 2019)

* Kepala Sub bidang Usaha Konstruksi dan Saran dan Prasarana

gAeksréfc',fﬁsl Sg@’;‘n e Perhubungan la1 Kementerian BUMN (Oktober 2015- Juli 2017)

Usia: 39 tahun e Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo lll (Persero) Maret 2014-Maret 2017)
Kewarganegaraan: Indonesia » Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Askes (Persero)/BPJS
Kesehatan (Juli 2012-Maret 2014)

Pengembangan Kompetensi
Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama fahun 2023 adalah sebagai berikut:

m Kegiatan Penyelenggara Tanggal

1. Mandiri Investment Forum 2023 Bank Mandiri 1 Februari 2023
2. Sharing Session: Cyber Attack Bank Mandiri 8 Juni 2023

3. Refreshment Program: Cyber Security BARa Risk Forum 26 Juli 2023

4.  BOC Retreat: Economy Outlook 2024 & m-DNA Bank Mandiri 15 Desember 2023
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Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan
Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok
program kerja tahun 2023 dengan realisasi antara lain
sebagai berikut:

1.

Menyiapkan bahan rapat, menyusunrisalah rapat, dan
mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan
Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di
Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris
mengundang Direksi.

Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan
Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan
Komisaris, antara lain terkait kebijokan dan strategi
Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis
dalam RKAP tahun 2023, penerapan manajemen
risiko, fata kelola Tl, keamanan siber, pengembangan
inisiatif digital, penerapan GCG, ESG, pengembangan
SDM, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem
Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan
Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban
Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris
kepada Regulator.

. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan

Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah
Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan
Hasil Kunjungan.

Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris
dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, termasuk
menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal
yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan
Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan
Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan
KAP untuk audit fahun buku 2023, usulan pengurus
Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP
tahun 2024 dan RBB tahun 2024-2026, usulan RKAB
tahun 2024-2028, usulan penginian Recovery Plan
tahun 2023, serta findakan-findakan Direksi lainnya
yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

6. Mengkoordinasikan keikutserfaan Dewan Komisaris

dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan
kompetensi lainnya sesuai dengan bidang
pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk
menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
Melaksanakan tugas lain unfuk mendukung
kelancaran tugas pengawasan dan pemberian
nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
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KOMITE AUDIT
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Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan
pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau
hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-
hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area
Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan.

Dasar Pembentukan Komite Audit
Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-
peraturan berikut ini:

1.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
tenfang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara;

POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum;

Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya;
Surat Keputusan Dewan Komisaris
No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023
tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan
Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk;

Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/033/2023 fanggal
12 September 2023 tentang Penetapan Keanggotaan
Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tok.
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Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit
Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai
berikut:

1.

Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari
3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris
Independen dan Pihak Independen.

Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang
1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua
merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen
yang memiliki keahlian di bidang kevangan atau
akuntansidan 1 (safu) orang Pihak Independen yang
memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan
sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu)
komite lainnya.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite
Audit yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023
tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, adalah
sebagai berikut:
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Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2023

Jabatan di Komite Jabatan di Perusahaan Periode

Heru Kristiyana*) Ketua Merangkap Anggota Komisaris Independen 2023 - 2028
M. Chatib Basri Anggota Komisaris Utama/Independen 2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago Anggota Wakil Komisaris Utama/Independen 2020-2025
Loeke Larasati Agoestina Anggota Komisaris Independen 2020 - 2025
Muliadi Rahardja Anggota Komisaris Independen 2020 - 2025
Rasyid Darajat Anggota Pihak Independen 2021 - 2026
Rubi Pertama Anggota Pihak Independen 2021 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Audit
Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di
Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.

Periode Jabatan
2 Agustus 2021 - sekarang

Riwayat Pendidikan
* Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
e Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
* Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021
sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

Pengalaman Kerja

e Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 —2020)

e Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)

e Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(BRR) Aceh-Nias (2005-2009)

Rasyid Darajat . . . .
Anggota Komite Audit, Pihak * Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia
Independen (2002 - 2005)

Usia: 60 Tahun « Direkfur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)

Eg@”gsﬁg;ﬁggz[ggﬁﬁﬁ';’;ﬂgm  Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)
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Periode Jabatan
1 Oktober 2021 - sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021
Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021.

Pengalaman Kerja

¢ Anggofa Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Eximbank
Indonesia (2020 - September 2021)

¢ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial
Bank of Korea Indonesia (2019 - 2020)

¢ Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2019
Rubi Pertama . ﬁ/\oncijer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A
Anggota Komite Audit, Pihak (2013 -2018)
ﬁ?ﬁi%?iﬁﬁn » Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 - 2013)
Bemiil: Jeleeria ¢ Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
Kewarganegaraan: Indonesia * Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 - 2007)
Piagam Komite Audit 1. Laporan Keuangan
Dalam melaksanakan fugasnya Komite Audit a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir i) Kredibilitas dan obyektivitas Laporan dan
kali dimutakhirkan pada tfanggal 12 Oktober 2023 informasi keuangan Perseroan yang akan
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan
KOM/005/2023 tentang Piagam Komite Audit dan Kode pengawas, fermasuk penindaklanjutan
Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran
terhadap laporan selama periode pengkajian
Piagam Komite Audit berisi antara lain: Komite Audit.
1. Tujuan Umum i) Laporan Hasil Audit ferkait dengan Laporan
2. Dasar Peraturan Keuangan Perseroan.
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang i) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
Masa Tugas iv] Pengaduan yang berkaitan dengan
5. Rapat proses akuntansi dan pelaporan keuangan
6. Laporan dan Rekomendasi Perseroan.
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan v) Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh
Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan Auditor Eksternal.
8. Penutup b. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi
yang memuaskan terhadap segala informasi yang
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dikeluarkan Perseroan.
Tugas dan fanggung jawab Komite Audit diatur dalam c. Melakukan perfemuan secara berkala dengan unit
Piagam Komite Audit sebagai berikut: kerja ferkait dan Auditor (Internal dan Eksternal)

untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi
dalam bidang akuntansi dan keuangan.
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d. Me
kes

lakukan pemantauan dan evaluasi atas
esuaian penerapan kebijakan keuangan

Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
dalam Konglomerasi Keuangan.

e. Me

mberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris atas hal yang mendukung efekfivitas
dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan
dan LK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Pengendalian Intern
a. Proses dan Sistem Pengendalian Infern

)

Melakukan pemantauan dan penelaahan
atas:

»  Sistem pengendalian intern (internal control
system) Perseroan yang baku sesuai
dengan praktik terbaik yang berlaku.

» Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja
Audit Intern dan Auditor Eksternal yang
memeriksa Perseroan guna memastikan
bahwa pengendalian infern sudah
dilaksanakan dengan benar.

» Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil
temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan
publik dan hasil pengawasan Regulator.

» Kecukupan pengendalian infern di LJK
dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Audit Intern

)

i)

Melakukan pemantauan, penelaahan, dan

penilaian atfas:

» Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan
Anggaran Safuan Kerja Audit Infern.

»  Pelaksanaan kegiatan dan hasil auditintern
serta efektivitas pelaksanaan audit infern.

» Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.

» Laporan Hasil Audit khususnya temuan
yang signifikan dan memastikan Direksi
mengambil findakan perbaikan yang
diperlukan secara cepat unfuk mengatasi
kelemahan pengendalian, fraud, masalah
kepatuhan terhadap kebijakan, undang-
undang dan peraturan, atau masalah lain
yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh
Satuan Kerja Audit Intern.

» Kesesuaian penerapan kebijakan
Audit Infern Perseroan dan LJK dalam
Konglomerasi Keuangan.

»  Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN
yang berlaku.

Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja

secara obyektif, independen, dan menjunjung

finggi integritas dalam pelaksanaan fugas.

i)

vi)

Meminta banfuan Satuan Kerja Audit Infern
untuk melakukan pemeriksaan/investigasi
khusus apabila ferdapat temuan audit dan/
atau informasi yang berkaitan dengan
pelanggaran hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
memberikan masukan yang dianggap perlu
dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Memastikan SatuanKerja AuditIntfern melakukan
komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris,
Auditor Eksternal, dan Regulator.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris terkait:

» Pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Satuan Kerja Audit Intern Perseroan yang
diusulkan oleh Direksi.

» Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan
Anggaran Saftuan Kerja Audit Infern.

» Pemberian remunerasi fahunan Satuan
Kerja Audit Infern secara keseluruhan serta
penghargaan kinerja.

» Tindakan perbaikan unfuk mengatasi
kelemahan pengendalian, kecurangan
(fraud), masalah kepatuhan terhadap
kebijakan dan peraturan Perundang-
undangan atau masalah lain yang
diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan
Kerja Audit Intern.

» Penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya.

Melakukan komunikasi/pertemuan dengan
Satuan Kerja Audit Intern (berkala atau
bilamana diperlukan) guna membahas hal
- hal antara lain sebagai berikut:

» Realisasi Rencana Audit Tahunan dan
Anggaran Biaya Satuan Kerja Audit Intern.

» Temuan-temuan audit yang signifikan dan
fidak lanjut rekomendasi Internal Audit.

» Hallainnya yang memerlukan klarifikasi atau
penjelasan.

c. Audit Ekstern

)

i)

Melakukan pemantauan, penelaahan, dan
penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit
oleh AP dan/atau KAP.

Memastikan objektivitas dan independensi
AP, KAP, dan orang dalam KAP.
Memberikan rekomendasi atas:

»  Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam menyusun rekomendasi tersebut,
Komite Audit dapat mempertimbangkan:
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iv)

* Independensi AP, KAP, dan orang dalam
KAP

* Ruang lingkup Audit;

e Imbalan jasa Audit;

* Keahlian dan pengalaman APKAP, dan
Tim Audit dari KAP;

* Metodologi, feknik, dan sarana audit yang
digunakan KAP;

* Manfaat sudut pandang baru yang akan
diperoleh melalui penggantian AP, KAP,
dan Tim Audit dari KAP;

* Pofensirisiko atas penggunaan jasa audit
oleh KAP yang sama secara berturut —
furut untuk kurun waktu yang cukup
panjang; dan

* Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
pemberian jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan oleh AP dan
KAP pada periode sebelumnya, apabila
ada.

Dalam hal AP dan/atau KAP yang

telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat

menyelesaikan pemberian jasa audit
atas informasi keuangan historis tahunan
pada periode penugasan profesional,
penunjukan AP dan/atau KAP pengganti
dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah
mendapatkan persefujuan RUPS dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

» Pengakhiran AP dan KAP.

Melakukan penelaahan dan memastikan

bahwa:

»  Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku
dan sesuai dengan peraturan/ketentuan
yang berlaku dalam pelaksanaan
pemilihan KAP.

» Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah
sesuai dengan tata cara yang baku.

vi)

Melakukan komunikasi secara berkala dengan
KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri
guna membahas hal - hal yang perlu untuk
dikomunikasikan, di antaranya sebagai
berikut:

» Progres pelaksanaan pemeriksaan.

» Temuan - femuan penting.

» Perubahan peraturan/ketentuan dalam
pencatatan akuntansi dan keuangan dari
institusi yang berwenang.

» Penyesuaian - penyesuadian yang tferjadi
berdasarkan hasil pemeriksaan.

» Kendala/hambatan yang dijumpai dalam
pelaksanaan pemeriksaan.

vii) Melakukan penelaahan dan pemantauan

atas:

» Semua temuan yang signifikan dari hasil
pemeriksaan Auditor Eksternal serta institusi
pemeriksa lainnya.

» Tindak lanjut auditee terhadap hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor
eksternal.

vii) Memberikan pendapat independen dalam

ix)

hal terjadi perbedaan pendapat anfara
Direksi dengan AP dan/atau KAP atas jasa
yang diberikannya.

Khusus pengadaan jasa non audit yang akan
mengundang KAP yang sedang mengaudit
laporan keuangan Perseroan pada tahun
berjalan beserta afiliasinya, dan berdasarkan
kajian Manajemen fidak terdapat conflict of
inferest, maka Manajemen waijib mengajukan
usulan persetujuan kepada Komite Audit
terkait rekanan yang diundang pada
pengadaan jasa konsultan tersebut.

3. Kepatuhan
Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

v)  Komite Audit melakukan evaluasi ferhadap qa.
pelaksanaan pemberian jasa audit atas
informasi keuangan historis tahunan oleh AP
dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan b.
melalui:
» Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP
dan/atau KAP dengan standar audit yang

Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan
perundang-undangan, baik intern maupun ekstern
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan
kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern
dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja
Audit Infern dan Ekstern.

berlaku. c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan
» Kecukupan waktu pekerjaan lapangan. Publik dengan standar audit yang berlaku.
» Pengkajian cakupan jasa yang diberikan d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar
dan kecukupan uji petik. akuntansi yang berlaku.
» Rekomendasi perbaikan yang diberikan e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.

oleh AP dan/atau KAP.
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4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit -
unif kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada
dalam lingkup pengawasannya.

5. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan reviu
sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan,
termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi
audit infernal, manajemen risiko, dan pihak-pihak
lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan
untuk memperoleh informasi, klarifikasi sertfa meminta
dokumen dan laporan yang diperlukan.

2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang
Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan
fugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi
tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya
lainnya milik Perseroan.

3. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan Auditor
Internal dan Auditor Eksternal serta institusi pengawas/
pemeriksa lainnya.

4. Menugaskan Auditor Intern dan/atau Auditor
Eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi
khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi
kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak
luar Perseroan yang berkaitan dengan tfugasnya.

6. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite
yang diperlukan unfuk membantu pelaksanaan
fugasnya (jika diperlukan).

7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari
Dewan Komisaris fidak boleh lebih lama dari masa jabatan
Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode
berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit
yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling
lama 3 (figa) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
paling lama 2 (dua) fahun dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada
Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit,
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (figa) bulan. Komite
Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris
atas setfiap penugasan yang diberikan dan atau untuk
setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan
perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan
pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan

Kudlifikasi Pendidikan dan

Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggofaan Komite Audit adalah sebagai
berikut:

1. Persyaratan Umum

a. Memiliki infegritas, akhlak dan moral yang baik.

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi
yang dapat menimbulkan conflict of interest
terhadap Perseroan.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman yang memadai yang berhubungan
dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis
perusahaan khususnya yang terkait dengan
layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan,
proses audit dan manajemen risiko.

c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan baik dan efekfif serta
bersedia menyediakan waktu yang cukup unfuk
melaksanakan tugasnya.

d. Memiliki pengetahuan yang memadai
tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal,
BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.

e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus
menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.
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Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kudlifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

-m- Pendidikan

Pengalaman Kerja

Heru Kristiyana Ketua 21 Agustus - 31 Sarjana di bidang Hukum Memiliki pengalaman kerja antara lain di
Merangkap Desember 2023 ¢ Magister di bidang Manajemen bidang pengawasan perbankan.
Anggota
M. Chatib Basri Anggota 1 Januari - 31 ¢ Sarjona di bidang Ekonomi Memiliki pengalaman kerja antara lain
Desember 2023 * Master of Business Administration di di bidang keuangan dan pengawasan
bidang Economic Development perusahaan.
¢ Ph.D dibidang Ekonomi
Andrinof A. Anggota 1 Januari - 31 ¢ Sarjana di bidang llmu Sosial dan Memiliki pengalaman kerja antara lain
Chaniago Desember 2023 Politik di bidang perbankan dan pengawasan
* Magister di bidang Perencanaan dan  perusahaan.
Kebijakan Publik
Loeke Larasati Anggota 1 Januari - 31 ¢ Sarjana di bidang Hukum Memiliki pengalaman kerja antara lain di
Agoestina Desember 2023 ¢ Magister di bidang Manajemen bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja Anggota 10 Maret - 31 ¢ Sarjona di bidang Akuntansi Memiliki pengalaman kerja di bidang
Desember 2023 ¢ Master of Business Administration di perbankan dan pengawasan perusahaan.
bidang Finance
Rasyid Darajat Anggota 1 Januari - 31 ¢ Sarjana di bidang Teknik Sipil Memiliki pengalaman kerja di bidang
Desember 2023 ¢ Magister di bidang Manajemen perbankan, audit, dan IT
Rubi Pertama Anggota 1 Januari - 31 Sarjana di bidang Teknik Industri Memiliki pengalaman kerja di bidang
Desember 2023 perbankan, audit, dan manajemen risiko

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

M. Andrinof . S . .
: Heru . Loeke Larasati Muliadi Rasyid Rubi
e e Kristiyana Chof[b A.‘ Agoestina Rahardja Darajat Pertama
Basri Chaniago

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan y V \ 3 N v V
Dewan Komisaris dan Direksi
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di y V 3 3 Y y 3
perusahaan, anak perusahaan, maupun
perusahaan dfiliasi
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di y V \ \ Y y \
perusahaan
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan \ \ N \ \ \ \
Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama
anggota Komite Audit
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, V 3 V 3 y V \/

pejabat dan pemerintah

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (safu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat
diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris
Independen dan 1 (safu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite
Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Sefiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
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Agenda Rapat Komite Audit
Pada tahun 2023, Komite Audit tfelah mengadakan 28 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum

1. 12 Januari 2023 Progress Pasar Digital (PaDi) UMKM Tahun 2022. 100%

2. 19 Januari 2023 1. Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). 100%
2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan 1V/2022

3. 24 Januari 2023 Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir per 85,7%
31 Desember 2022 (Audited).

4. 2Februari 2023 1. Pengelolaan Agunan. 100%
2. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.

5. 23 Februari 2023 Laporan Direktur Kepatuhan Semester 11/2022. 100%

6. 2 Maret 2023 Progress Kinerja Reksadana Terproteksi PT Mandiri Manajemen Indonesia (MMI). 85,7%

7. 9 Maret 2023 Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/ 100%

Quality Assurance Review (QAR) Tahun 2023.

8. 13 April 2023 1. Progress Penyelesaian Tunggakan Klaim Penjaminan Kredit Retail. 83,3%
2. Kepatuhan Penyampaian Laporan dan Koordinasi dengan PPATK.
3. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan 1/2023

9. 11 Mei2023 Usulan Perpanjangan Jangka Wakfu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 100%
10. 17 Mei 2023 Laporan Direkfur Kepatuhan Triwulan 1/2023. 66,7%
11. 22 Mei 2023 Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 100%
12. 31 Mei 2023 Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan 1/2023 100%
13. 13 Juni 2023 Usulan Revisi RKAP Tahun 2023 dan RBB Tahun 2023-2025 100%
14, 15Juni 2023 Strategi Digital Marketing 100%
15, 26 Juni 2023 Ketahanan Siber Entitas Anak 100%
16. 6 Juli 2023 IT Risk & Audit 100%
17. 13 Juli 2023 Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 100%
18. 27 Juli2023 Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan 11/2023 100%
19. 24 Agustus 2023 Update Hasil Quality Assurance Review SKAI Tahun 2023. 100%
20. 21 September 2023 1. Laporan Direktur Kepatuhan Semester 1/2023 85,7%
2. Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
21. 5 Oktober 2023 Perbaikan Proses Pelaporan SLIK dan LBUT. 100%
22. 12 Okfober 2023 Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023. 85,7%
23. 19 Oktober 2023 Ketahanan Siber Entitas Anak 100%
24 26 Oktober 2023 Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan 111/2023. 71.4%
25. 16 November 2023 Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026. 85,7%
26. 30 November 2023 1. Persiapan Exit Meeting Pemeriksaan OJK tahun 2023 dan Prudential Meeting 100%

tanggal 5 Desember 2023.
2. Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan 111/2023.

27. 13 Desember 2023 Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023. 85,7%

28. 21 Desember 2023 1. Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 85,7%
2. Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024.
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Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

“ Jabatan Jumlah Rapui Jumlah Kehadiran (%)

Heru Kristiyana Ketua merangkap Anggota 9 90

M. Chatib Basri Anggota 28 22 78,6
Andrinof A. Chaniago Anggota 28 28 100
Loeke Larasati Agoestina Anggota 28 25 89,3
Muliadi Rahardja Anggota 28 27 96,4
Rasyid Darajat Anggota 28 28 100
Rubi Perfama Anggota 28 27 96,4

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang
telah disusun, dan kualitas komunikasi yang felah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan
Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023
telah teredlisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan
menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun
untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah ferjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di
Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP.KOM/0023/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung
Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diafur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai
anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

1. Gaiji/Honorarium Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2 Santunan Purna Jabatan Tidak diberikan
3. Tunjangan Hari Raya Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4 Bonus/Tantiem Tidak diberikan
5. Fasilitas
- Tunjangan Transportasi Tidak diberikan
- Kesehatan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Ketenagakerjaan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Perjalanan Dinas Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2023

Komite Audit telah melaksanakan fugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan
senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite
Audit fahun 2023 yang felah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audif fahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) akfivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler

sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh KAP, penerapan
Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan RKAP dan RBB, hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta
kegiatan infernal Komite Audit lainnya.

2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang efektivitas
implementasi Strategi 3-3-1, kualitas perkreditan, Tl & operasional, penguatan SPI, dan sinergi antara Mandiri Group

602  PT Bank Mandiri (Persero) Tok



®

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

Adapun aktivitas Komite Audit selama fahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 28 kali Rapat Komite Audit,
termasuk menyusun Risalah Rapat.

2. Menyelenggarakan 107 kali Diskusi Internal, Diskusi
dengan Unif Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan
dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun
dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.

3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik
in-house/unaudited maupun audited yang akan
dipublikasikan.

4. Menelaah lebih dari 30 Laporan/Proposal/Usulan
Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari
Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya,
antara lain Usulan Penunjukan AP dan KAP yang
akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun 2023, Usulan RKAP & RBB beserta
revisinya, serta Usulan Annual Audit Plan dan Budget
Internal Audit Tahun 2024.

5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan
Komite dan telah disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan
Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022 oleh
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC).

7. Melakukan 5 (lima) kali Kunjungan Kerja secara
site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil
Kunjungan, yaitu ke Region Vll-Area DI Yogyakarta
(12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023),
CISO Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023),
Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam
(21-22 Agustus 2023).

8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024.

9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal
1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi
terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Audit felah menyusun

rencana kerja tahun 2024 dan felah memperoleh

persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite

Audit tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) akfivitas, yaitu

Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandafory/Reguler, yang mencakup penelaahan
Laporan Keuangan, Akuntan Publik (AP) dan Kantor
Akuntan Publik (KAP), Kepatuhan, Internal Audit,
Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan
Rencana Bisnis Bank (RBB), serfa kegiatan Internal
Komite Audit lainnya.

2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus
Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama
tentang bisnis dan perkreditan, Tl dan operasional,
serta GRC.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem
Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh
Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai
tercermin dari efektivitas pelaksaan fungsi-fungsi
pengendalian internal, antara lain fungsi infernal audit,
manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional
konfrol.
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Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu
Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan
memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam
manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan
secara obyektif, efektif dan efisien. Peraturan OJK mewajibkan
bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai
penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan
prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite

Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi
mengacu pada:

1.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023
tentfang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara.

POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam
Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.

Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
Surat Keputusan Dewan Komisaris
No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023
tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola
Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023
tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan
Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.
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Struktur, Keanggotaan dan Profil

Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan
mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-
kurangnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi
1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua
merangkap anggota, 1 orang Komisaris dan 1 orang
Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM
afau 1 orang perwakilan pegawai (ex officio) sebagai
non voting member.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya
Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi
anggota Komite harus memiliki pengetahuan
mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta
rencana suksesi (succession plan) Perseroan.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
ditetapkan lebih dari 3 orang, maka mayoritas
anggota merupakan Komisaris Independen.

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat
merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling
banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
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Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang felah diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi
& Nominasi, adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023

Nama Jabatan di Komite Jabatan di Perusahaan Periode

M. Chatib Basri Ketua merangkap Anggota Komisaris Utama/Independen 2019 - 2024

Andrinof A. Chaniago Anggota Wakil Komisaris Utama/Independen 2020-2025

Muliadi Rahardja Anggota Komisaris Independen 2022 - 2027

Rionald Silaban Anggota Komisaris 2023 - 2028

Arif Budimanta Anggota Komisaris 2020 - 2025

Steven A. Yudiyantho Anggota Non-Voting Merangkap SEVP/Group Head Human Capital 1 Januari - 30 November 2023
Sekretaris

Votivia Mardinna Anggota Non-Voting Merangkap SEVP/Group Head Human Capital 1-31 Desember 2023
Sekretaris

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil
Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris, pihak Non-Voting Merangkap
Sekretaris:

Dasar Penunjukkan
e Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023

Riwayat Pendidikan
e Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2008)

Pengalaman Kerja

* Group Head Performance & Remuneration (2023 - sekarang)

* Department Head Performance & Career Development (2019-2023)
e Department Head Organization Development (2018-2019)

e Pj. Department Head Organization Development (Mei 2017)

Votivia Mardinna

Anggota Non-Voting Merangkap
Sekretaris

Usia: 37 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta
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Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mempunyai
suafu pedoman yang mengatur secara jelas peran
dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya.
Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir kali
dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan
Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023.

Piagam Komite Remunerasi dan

Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum

Dasar Peraturan

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
Rapat

Laporan dan Rekomendasi

Penutup

No ok~

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi

a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi
mengenai struktur organisasi Perseroan.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau
Dewan Pengawas.

c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau
calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam
maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat
untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris.

d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan
masukan kepada Dewan Komisaris terkait
kebijokan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan
dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana
strategis Perseroan.

e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/
atau penggantian anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian,
dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/
atau menganalisa data bakal calon anggota
Direksi dari falent pool pejabat satu tingkat di
bawah Direksi.
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h. Memiliki data base dan falent pool calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa
kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan
Komisaris dan/atau Direksi.

j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang
akan menjadi anggota Komite Pendukung Dewan
Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris.

2. Terkait Fungsi Pengelolaan Kinerja

a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan
masukan kepada Dewan Komisaris terkait
Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja inidividu
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

c. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance
Indicators (KPI) individu anggota Direksi.

d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan
penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau
anggotfa Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur
yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Terkait Fungsi Remunerasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai:

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan
suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota
dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem
penggajian/honorarium, pemberian fasilitas,
tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun,
penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut
dan opsi yang diberikan.

b. Melakukan evaluasi tferhadap kebijakan
remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko,
kewajaran dengan peer group, sasaran, dan
strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan
cadangan sebagaimana diaftur dalam peraturan
perundang-undangan dan potensi pendapatan
Perseroan di masa yang akan datang.

c. Melakukan evaluasi atas Kebijaokan Remunerasi
bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/
tanggapan dari Dewan Komisaris.

d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah
sesuai dengan kefentuan yang berlaku termasuk
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Peraturan Oforitas Jasa Keuangan, dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
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e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan
Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS.

f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi
Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan
kepada Direksi.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap
penerapan Kebijakan Remunerasi.

4. Terkait Fungsi Pengembangan

a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan
bagi anggota Direksi dan/afau anggota Dewan
Komisaris/Pengawas.

b. Melakukan review secara berkala atas Sistem
Pengelolaan Talenta (Talent Management
System) Perseroan serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaannya

c. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur
Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification)
yang dilakukan Direksi

d. Melakukan validasi dan kaliberasi atas Talenta
yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas (Selected Talent)
untuk menghasilkan daftar Talenta yang
akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN
(Nominated Talent).

e. Melakukan evaluasi ferhadap Calon Wakil
Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris Lembaga
jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi
Keuangan, sebelum diajukan kepada RUPS/
Menteri BUMN.

5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan
anggaran fahunan kepada Dewan Komisaris untuk
ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya
Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut
disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi
BUMN untuk diketahui.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang
sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja
dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh
informasi, klarifikasi serfa meminta dokumen dan
laporan yang diperlukan.

2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai
kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,
dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak
luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi
Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali
untuk 1 periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota
Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak
Independen Non Komisaris paling lama 3 (figa) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun
masa jabatan, dengan fidak mengurangi hak Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya
sewaktu-wakfu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan
kepada Dewan Komisaris atas sefiap penugasan yang
diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang
diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
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Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of inferest terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengaloman yang memadai yang berhubungan dengan
fugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta
succession plan Bank.
b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efekfif serta bersedia
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang
perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus — menerus melalui pendidikan dan pelafinan.

Kudlifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota
Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kudlifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

-IEE- Pendidikan Pengalaman Keri

M. Chatib Basri Ketua 1 Januari - 31 Sarjana di bidang Ekonomi. Memiliki pengalaman kerja antara lain
Merangkap Desember 2023 e Master of Business Administration di bidang  di bidang keuangan dan pengawasan
Anggota Economic Development. perusahaan.
e Ph.D di bidang Ekonomi.
Andrinof A. Anggota 1 Januari - 31 * Sarjana di bidang limu Sosial dan Politik.  Memiliki pengalaman kerja antara lain
Chaniago Desember 2023 * Magister di bidang Perencanaan dan di bidang perbankan dan pengawasan
Kebijakan Publik. perusahaan.
Muliadi Rahardja  Anggota 10 Maret - 31 ¢ Sarjana di bidang Akuntansi Memiliki pengalaman kerja di bidang
Desember 2023 *  Master of Business Administration dibidang  perbankan dan pengawasan perusahaan.
Finance
Rionald Silaban  Anggota 1 Januari - 31 e Sarjana bidang Hukum. Memiliki pengalaman kerja antara lain
Desember 2023 ¢ Master bidang Law Center. di bidang keuangan dan human capital.
Arif Budimanta Anggota 1 Januari - 31 e Sarjana di bidang llmu Tanah Memiliki pengalaman kerja antara lain di
Desember 2023 *  Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber  bidang perbankan.
Daya Alam
* Dokfor di bidang limu Sosial dan Politik
Votivia Mardinna  Anggota 01-31 ¢ Sarjana di bidang Ekonomi Memiliki pengalaman kerja antara lain
Non-Voting Desember 2023 di bidang human capital.
Merangkap
Sekretaris

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/
atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya
berfindak independen.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

M. Andrinof - . .
: . Muliadi Rionald Arif
ST e e Gl A Rahardja Silaban Budimanta
Bassri Chaniago

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi y 3 V y V

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak N N N N N
perusahaan, maupun perusahaan afiliasi

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Y V y \ V
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Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
M Andrinof

. Muliadi Rionald Arif
LR NEEIEIE S Cheilo o Rahardja Silaban Budimanta
Basri Chaniago
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, N N N N N
dan/atau sesama anggota Komite
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan N N N N N

pemerintah

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu)
orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia
atau 1 (safu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin
oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen,
apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan
pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat dengan agenda
sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum

1. 9 Februari 2023 Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandliri Tahun Buku 2022. 100%
2. 23 Februari 2023 Usulan Talent Pool. 100%
3. 9 Maret 2023 Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem dan Long Term Incentive 100%

(LTI) Tahun Buku 2022.

4. 14 Maret 2023 Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. 100%

5. 17 April 2023 1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Enfitas Anak. 100%
2. Wawancara Calon Direktur Entitas Anak.

6. 11 Mei 2023 Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri 100%

7. 25Mei2023 Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak. 100%

8. 27 Juli2023 1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Direksi Enfitas Anak. 100%

2. Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi di Direktorat Information Technology dan Direktorat
Treasury & International Banking.

9. 14 September 2023 Usulan LTI. 80%

10. 23 November 2023 1. Usulan Pemberhentian dan pengangkatan Group Head Corporate Secretary. 100%
2. Wawancara Kandidat Group Head Corporate Secretary.

11. 28 November 2023 Konsultasi Anggaran Tantiem dalam RKAP Tahun 2024. 100%

12. 13 Desember 2023 1. Usulan Key Performance Indicator (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023. 100%

2. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.
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Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

“ Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran (%)

M. Chatib Basri Ketua Merangkap Anggota 12 12 100
Andrinof A. Chaniago Anggota 12 12 100
Muliadi Rahardja Anggota 12 12 100
Rionald Silaban Anggota 12 11 92
Arif Budimanta Anggota 12 12 100

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas
rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi,
maupun Pimpinan Unit Kerja terkait

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan
Nominasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertfimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas
usulan yang disampaikan Direksi. Adapun unfuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik
danintens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung
Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tok dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota
Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No. | Ugon Anggota Komite Non-Komisas
1. Gaiji/Honorarium Maksimal 20% dari Gaiji Direktur Utama
2. Santunan Purna Jabatan Tidak diberikan
3. Tunjangan Hari Raya Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4. Bonus/Tantiem Tidak diberikan
5. Fasilitas
- Tunjangan Transportasi Tidak diberikan
- Kesehatan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Ketenagakerjaan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Perjalanan Dinas Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercanfum dalam Piagam
Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan
calon yang memenuhi syaraf sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris unfuk
disampaikan kepada RUPS. Usulan fersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi
dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi
calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan
Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis dafa bakal calon Direksi dari talent pool
pejabat satu fingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat
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Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan
Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam
mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi
dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem
penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tanfiem
untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Komite Remunerasi

dan Nominasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi
telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana
kerja Komite Remunerasi dan Nominasi fahun 2024 terbagi
menjadi beberapa akftivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi
Nominasi, Remunerasi, pembahasan issue tertentu dan
kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi.
Rencana kerja fersebut merupakan salah satu KPI
yang menjadi dasar penilaian efekfivitas kinerja Komite
Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada
Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang
Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik
Negara. Salah satu fugas dari Komite Remunerasi dan
Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi
anggotfa Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
yang akan menjadi bagian dari Kebijokan Good
Corporate Governance dari Perseroan serta menjadi
pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam
menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi.

Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau

calon anggota Direksi.

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalaom Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

3. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan
memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Manajemen Suksesi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023

Pasal 30, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan

Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan
Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (talent
pool) Kementerian BUMN afau sumber lain yang
ditentukan oleh Menteri.

2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN
melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan
hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi

dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai

berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan
dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi
calon yang memenuhi kriteria.

4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5. Menyusun program pengembangan kemampuan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi
syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau
calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada RUPS.

7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa
jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris,
atau apabila terdapat kekosongan jabatan.
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Persyaratan dan Kriteria
Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran
Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1.

Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) fahun sebelum pengangkatannya, safu dan lain

dengan memperhatikan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke

samping afau hubungan semenda (menantu afau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris |ain.

Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas

pengawas bank.

Memiliki integritas yang baik dalam arti:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

b. Mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku.

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti fidak pernah melakukan hal-hal tersebut di

bawah ini:

a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.

b. Perbuatan yang dikategorikan fidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau
Pemerintah.

c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntfungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak
lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keunfungan bank.

d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip
kehati-hatian di bidang perbankan.

e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.

Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:

a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.

b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria fambahan sebagai berikut:

a. Memilikikemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.

b. Unfuk Dewan Komisaris difambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan
atau lembaga keuangan lainnya.

c. Untuk anggofta Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan
dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon
anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan OJK
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan
dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.
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Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar pegawai fop talent level BoD-1 kepada Kementerian BUMN.
Selanjutnya Kementerian BUMN akan mengevaluasi daftar fop falent tersebut dan menunjuk salah satu lembaga
penyelenggara asesmen talenta Direksi KBUMN. Nama- nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa
Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon
yang akan digjukan dalam RUPS.

o020 O

Komite dan
Remunerasi Nomiasi

Dewan
Komisaris

e

Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna

Chn

RUPS

1 Menyusun dan @ ¢ Mengkaji Usulan 3 Evaluasi Pemenuhan @ Pengangkatan dan @ * Melakuan Fit and

mengusulkan Komite Remunerasi Persyaratan Calon Penetapan Suksesi Proper Test

Rekomendasi Suksesi dan Nominasi Anggota Direksi Direksi ¢ Persetujuan Calon

Direksi ¢ Mengusulkan Suksesi ¢ Persetujuan Suksesi Pengurus Perseroan
Direksi kepada Direksi

Pemegang Saham
seri A Dwiwarna
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KOMITE PEMANTAU RISIKO

90

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris
Bank Mandir dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan
pengawasan dan pemberian nasinat kepada Direksi untuk
memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan
manajemen risiko Bank tfetap memenuhi unsur-unsur kecukupan
prosedur dan metodologi pengelolaanrisiko, sehingga kegiatan
usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang
dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko
Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta best practices yang dapat diterapkan dilembaga
perbankan di Indonesia antara lain:

1.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023
tentfang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara.

POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi
Keuangan.

POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi
Keuangan;

POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.

Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
Surat Keputusan Dewan Komisaris
No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023
tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola
Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal
11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan
Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
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Struktur, Keanggotaan dan Profil

Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah
sebagai berikut:

1.

3.

4.

Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri
dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris
Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.
Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling
kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai
Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di
bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis,
1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang
memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu)
orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki
keahlian di bidang manajemen risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari

Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki

keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi

kriteria:

a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang
keuangan dan/atau bidang perbankan.

b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima)
tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/
atau bidang perbankan.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari

Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki

keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal

memenuhi kriteria:

a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemenrisiko;
dan/atau

b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua)
tahun di bidang manajemen risiko.
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5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

6. Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling
sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada
1 (satu) Komite lainnya.

8. Dalam melaksanakan fugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk
berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, adalah
sebagai berikut:

Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023

“ Jabatan di Komite Jabatan di Perusahaan Periode

Andrinof A. Chaniago Ketua Merangkap Anggota Wakil Komisaris Utama/Independen 2020-2025
Loeke Larasati Agoestina Anggota Komisaris Independen 2020 - 2025
Heru Kristiyana*) Anggota Komisaris Independen 2023 - 2028
Nawal Nely Anggota Komisaris 2021 - 2026
Arif Budimanta Anggota Komisaris 2020 - 2025
Chrisna Pranoto Anggota Pihak Independen 2019 - 2024
Caroline Halim Anggota Pihak Independen 2021 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Pemantau Risiko
Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan
Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.

Periode Jabatan
30 April 2019 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
* Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
*  Magister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 April 2019
Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2019.

Pengalaman Kerja

e Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 — Oktober 2021)

e Group Head Compliance PT Bank Mandiri (Persero) Tok (2015 -2018)

* Pegawai Pimpinan Change Management Office

PT Bank Mandiri (Persero) Tok (2014)

Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)

Group Head Distribution Network Il PT Bank Mandiri (Persero) Tk (2013-2014)
Group Head Central Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tk (2012 —2013)
Group Head Credit Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012)
Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 —2011)

Chrisna Pranoto

Anggota Komite Pemantau
Risiko, Pihak Independen

Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
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Periode Jabatan
02 Agustus 2021 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Pengalaman Kerja

* Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko
PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021)

* Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
PT Rabobank International Indonesia (2018 —2020)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal
2 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021.

Caroline Halim * Group Head Risk Management PT Bank QNB Indonesia Tok (2012 -2017)
Anggota Komite Pemantau e Group Head Risk Management PT Bank ICB Bumiputera Thk (2010 -2011)
Risiko, Pihak Independen » Group Head Credit Risk Analytic PT CIMB Niaga (1988 —2010)

Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fugas dan tanggung jawabnya,
Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam
Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan
pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2023. Piagam Komite
Pemantau Risiko berisi antara lain:

1.

2.
3.
4

oo

Tujuan Umum

Dasar Perafuran

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan,
dan Masa Tugas

Rapat

Laporan dan Rekomendasi

Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantavu Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko
meliputi:

1.

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. Kesesuaian antara kebijokan manajemenrisiko dan
kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Pelaksanaan rencana kerja dan fugas Komite
Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko
Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko,
serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Perseroan.
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c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian dan sistem informasi
manajemen risiko.

d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar,
peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar
Modal, serta peraturan perundangan lainnya
yang terkait dengan manajemen risiko.

Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun
Konsolidasi.

b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko,
baik secara Individu maupun Konsolidasi.

c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan
10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko
Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko
Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko
Stratejik, Risiko Transaksi Infra Group, dan Risiko
Asuransi.

d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban
lainnya yang diwajibkan Regulator untuk
disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

atas:

a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan
efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di
Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam
Konglomerasi Keuangan.
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b. Kesesuaian antara kebijokan manajemen risiko
Perseroan dan kebijakan manajemen risiko
terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan
fersebut unfuk memastikan bahwa Perseroan telah
mengelola risiko-risiko secara memadai.

c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite
Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko
Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko,
serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Perseroan.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-
unif kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada
dalam lingkup pengawasannya.

5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan
secara berkala, serta memberi masukan atas hal-
hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai
kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risikko memiliki wewenang unfuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan
pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh
informasi, klarifikasi serfa meminta dokumen dan
laporan yang diperlukan.

2. Mengakses catatan atau informasi fentang pegawai,
dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan fugasnya.

3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat
Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait
penerapan manajemen risiko, baik secara Individu
maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.

4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak
luar Perseroan yang berkaitan dengan tfugasnya.

5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko fidak
boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa
fugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal
dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (figa)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama
2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua
Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa fugasnya
sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite
Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen
lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris
berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai
anggota Komite Pemantau Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak
Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan
yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang
berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah
sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi
yang dapat menimbulkan conflict of interest
terhadap Perseroan.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman yang memadai yang berhubungan
dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk
membaca dan memahamilaporan keuangan dan
laporan-laporan ferkait pemantauan pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko perbankan.

c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan baik dan efekfif serta
bersedia menyediakan waktu yang cukup unfuk
melaksanakan tugasnya.

d. Memiliki pengetahuan yang memadai
tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal,
BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.

e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-
menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
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Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kudlifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

m Periode Pendidikan Pengalaman Kerja

Andrinof A. Ketua 1 Januari - 31 ¢ Sarjana di bidang llmu Sosial dan Politik Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Chaniago Merangkap  Desember 2023 ¢ Magister di bidang Perencanaan dan perbankan dan pengawasan perusahaan.
Anggota Kebijakan Publik

Loeke Larasati Anggota 1 Januari - 31 * Sarjana di bidang Hukum Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang

Agoestina Desember 2023 * Magister di bidang Manajemen hukum dan perbankan.

Heru Kristiyana Anggota 21 Agustus - 31 ¢ Sarjana di bidang Hukum Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Desember 2023 ¢ Magister di bidang Manajemen pengawasan perbankan.

Nawal Nely Anggota 1 Januari - 31 e Sarjana di bidang Akuntansi. Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Desember 2023 ¢ Executive Master of Business audit, manajemen risiko, dan pengawasan.

Administration

Arif Budimanta Anggota 1 Januari - 31 e Sarjana di bidang IImu Tanah Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang

Desember 2023 *  Master of Science di bidang Ekonomi hukum dan perbankan.

Sumber Daya Alam
* Dokfor di bidang limu Sosial dan Politik

Chrisna Pranoto  Anggota 1 Januari - 31 ¢ Sarjana di bidang Agronomi Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Desember 2023 *  Magister Manajemen Bisnis Internasional  perbankan, manajemen risiko dan kepatuhan.

Caroline Halim Anggota 1 Januari - 31 e Sarjana di bidang Akuntansi Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Desember 2023 perbankan, manajemen risiko, dan audit.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilkan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya berfindak
independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi AnTHOf Heru Loeke Larasati ~ Nawal Arif Chrisna Caroline
P P : Kristiyana Agoestina Nely Budimanta Pranoto Halim
Chaniago
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan N N N N N N N

Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di
perusahaan, anak perusahaan, maupun \ N \ \ \ \ \
perusahaan dfiliasi

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham
di perusahaan v v v v v v v

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama \/ y v v V 3 3
anggota Komite

Tidak menjabat sebagai pengurus partai N N N N N N N
politik, pejabat dan pemerintah

Rapat Komite Pemantau Risiko
Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang
Komisaris dan Pinak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, telah diselenggarakan 25 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat
adalah sebagai berikut.
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Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum
1. 12 Januari 2023 Outstanding Legal Case Tahun 2022. 100%
2. 2Februari 2023 Usulan Penyediaan Dana untuk Plhak Terkait. 100%
3. 2 Maret 2023 Debitur Watchlist dan Kondisi Portfolio Debitur BUMN Triwulan [V/2022. 85,7%
4. 9 Maret 2023 Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023. 100%
5. 16 Maret 2023 Lesson Learned dari Kasus Silicon Valey Bank (SVB) 100%
6. Maret 2023 1. Tingkat Kesehatan Bank Semester 11/2022 dan Risk Dashboard Februari 2023. 83,3%

2. Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR).
7. 5 April 2023 1. Opftimalisasi Aset Tetap 100%
2. Outstanding Legal Case Triwulan /2023
8. 3 Mei 2023 Rencana Aksi Korporasi Entitas Anak. 83,3%
9. 11 Mei 2023 Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester 11/2022. 100%
10. 15 Juni 2023 1. Debitur Watchlist dan Kondisi Kredit BUMN Triwulan 1/2023 100%
2. Risk Dashboard April 2023.
1. 6Juli2023 Kinerja Retail Banking Semester 1/2023. 100%
12, 13 Juli 2023 Outstanding Legal Case Triwulan 11/2023 100%
13. 20 Juli 2023 Usulan Penyediaan Dana untuk Plhak Terkait 83,3%

14. 3 Agustus 2023 Usulan Penyediaan Dana untuk Plhak Terkait. 83,3%

1.
2. Strategi Jaringan.

15. 16 Agustus 2023 1. Kinerja Kantor Luar Negeri Semester 1/2023. 100%
2. Kinerja Special Asset Management Semester 1/2023.

16. 31 Agusutfus 2023 1. Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester 1/2023. 100%
2. Usulan Penyediaan Dana untuk Plhak Terkait.

17. 14 September 2023 Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. 100%

18 12 Oktober 2023 Kinerja Transaction Banking Wholesale Product Triwulan [1I/2023. 100%

19 19 Oktober 2023 Tingkat Kesehatan Bank Semester 1/2023 dan Risk Dashboard Agustus 2023. 100%

20 26 Oktober 2023 Usulan Penginian Recovery Plan Tahun 2023 85.7%

21 9 November 2023 Debitur Watchlist dan Kondisi Debitur BUMN Triwulan 111/2023. 100%

22 16 November 2023 1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028. 85,7%
2. Usulan Penyediaan Dana untuk Plhak Terkait.

23 23 November 2023 Outstanding Legal Case Triwulan [l/2023. 85.7%

24 30 November 2023 Tata Kelola Pembentukan CKPN. 85,7%

25 13 Desember 2023 Progress Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi. 85,7%

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

T T JorichRopat  Jumnkehadion (4

Andrinof A. Chaniago Ketua Merangkap Anggota 25 25 100
Loeke Larasati Agoestina Anggota 25 23 92
Heru Kristiyana Anggota 10 9 90
Nawal Nely Anggota 25 20 80
Arif Budimanta Anggota 25 22 88
Chrisna Pranoto Anggota 25 25 100
Caroline Halim Anggota 25 25 100
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Pencapaian Key Performance Indicators Komite Pemantau Risiko

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi
rencana kerja, kualitas rekomendasi yang felah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan
Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercanfum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau
Risiko Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima
oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang
disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan infens
unfuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Pemantavu Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan
Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentfang Remunerasi Organ Pendukung Dewan
Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tok dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota
Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

mm Anggota Komite Non-Komisaris
1. Gaji/Honorarium Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2. Santunan Purna Jabatan Tidak diberikan
3. Tunjangan Hari Raya Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4. Bonus/Tantiem Tidak diberikan
5. Fasilitas
- Tunjangan Transportasi Tidak diberikan
- Kesehatan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Ketenagakerjaan Diberikan sesuai Ketenfuan Internal Bank
- Perjalanan Dinas Sesuai ketenfuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head
Laporan Kegiatan Komite Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama
Pemantau Risiko Tahun 2023 tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fugas dan 1. Menyelenggarakan 25 kali Rapat Komite Pemantau
fungsinya sebagaimana diaftur dalam Piagam Komite Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan
Pemantau Risiko dengan senanfiasa menerapkan prinsip Risalah Rapat.
GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan 2. Menyelenggarakan 85 kali Diskusi Internal, Diskusi
rencana kerja Komite Pemantau Risiko fahun 2023 yang dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan
telah disetujui Dewan Komisaris. dengan Komite Audif, termasuk menyusun dan
mendokumentasikan Risalah Diskusi.
Rencana kerja Komite Pemantau Risiko fahun 2023 terbagi 3. Menelaah lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan
menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan
Non Reguler sebagai berikut: Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara
1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Individual, Laporan Debitur Wafchlist Segmen
Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Wholesale, dan Laporan Realisasi Strategi Anfi Fraud.
Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi 4. Menelaah lebih dari 15 Proposal/Usulan Direksi yang
Strategi Anti Fraud, penelaahan RKAP dan RBB, membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan
penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana
Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan
Risiko. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan
2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan
Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), serta
tentang manajemen risiko, terutama terkait Usulan Penginian Recovery Plan.

efektivitas implementasi strategi 3-3-1, perkreditan,
operasional & T, kecukupan SOP, dan kualitas kinerja
Entitas Anak/Cucu.
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5. Menyusun 4 (empat) Laporan friwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara site visit fermasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke
Region X- Palu (05 April 2023), Region VII-Area DI Yogyakarta (12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023), CISO
Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023), Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam (21-22 Agustus 2023).

7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024.

8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan
Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh

persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko fahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) akfivitas,

yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. Mandatory/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan
Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun, Laporan Debitur Wholesale Kategori Watchlist, Hasil Stress Test, Laporan
Realisasi Strategi Anti-Fraud, realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB),
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank,
serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.

2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain bisnis
dan perkreditan, operasional & Tl, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPl yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau
Risiko selama tahun 2024.
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KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
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Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki fugas dan tanggung
jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan
tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola
pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam
Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu, Komite juga
berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada
Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola
Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan
arahan atau nasinat kepada Direksi Bank Mandiri atas
pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan
mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta
mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Dasar Pembentukan Komite

Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

best practices pada lembaga perbankan di Indonesia,
antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023
tentfang Organ dan Sumber Daya Manusia
Badan Usaha Milik Negara.

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

3. POJKNo. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November
2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi
Konglomerasi Keuangan.

5. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi
Keuangan.

6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.

7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
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8. Surat Keputusan Dewan Komisaris
No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023
tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola
Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi
PT Bank Mandiiri (Persero) Tbk.

9. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023
tanggal 11 April 2023 tentang Penefapan
Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit

terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang berfindak
sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi
Ketua pada salah satu komite pada Perseroan,
sebagai ketua merangkap anggota.

2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari
LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

3. Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris,
sebagai anggofta.

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah
Indonesia, sebagai anggota.

5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite
Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk
dari LIK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan
kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
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6. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota pelaksanaan fugas Komite Tata Kelola Terintegrasi
Dewan Komisaris, fidak menjadi anggota Komite Tata dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan
Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk masing-masing sektor jasa keuangan.
membantu fugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.

7. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Per 31 Desember 2023, susunan keanggofaan
Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah diangkat
Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023
dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan
sebagai rangkap jabatan. Komite Tata Kelola Terintegrasi, adalah sebagai berikut:

8. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata
Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan
Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efekfivitas

Komposisi Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023

Nama \ Jabatan di Komite Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain Period
M. Chatib Basri Ketua merangkap Anggota Komisaris Utama/Independen 2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago Anggota Wakil Komisaris Utama/Independen 2019 - 2024
Loeke Larasati Agoestina Anggota Komisaris Independen 2020 - 2025
Zainudin Amali*) Anggota Komisaris Independen 2023 - 2028
Faried Utomo Anggota Komisaris 2020 - 2025
M. Yusuf Ateh Anggota Komisaris 2021 - 2026
Chrisna Pranoto Anggota Pihak Independen 2019 - 2024
Rasyid Darajat Anggota Pihak Independen 2021 - 2026
Boedi Armanto Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen 2023 - 2026
Hoesen Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas 2023 - 2026
Agus Retmono Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services 2023 - 2026
Fendy Eventius Mugni Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance 2023 - 2026
Kusman Yandi Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance 2023 - 2026
Alamanda Shantika Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia 2023 - 2026
Prastoeti Soewondo Anggota Non-Voting Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 2023 - 2024
Mohamad Nasir Anggota Non-Voting Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia 2023 - 2025
Mohamad Hidayat Anggota Non-Voting Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia 2023 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi
Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan
Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Non-Komisaris/Pihak Independen.
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Boedi Armanto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 64 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Hoesen

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 57 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

624  PT Bank Mandiri (Persero) Tok

Periode Jabatan
25 Oktober 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan

¢ Sarjona Agronomi Institfut Perfanian Bogor

* Master of Applied Economics University of Minnesota
¢ Dokfor Ekonomi Universitas Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris PT Bank Mandiri Taspen No. KEP.DEKOM/007/VIIl/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Pengalaman Kerja

Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2023-sekarang)

Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tk (2020-14 Maret 2023)

Staf Ahli Pengawas Perbankan Oforitas Jasa Keuangan (2019-2020)

PIt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Il Otoritas Jasa Keuangan (2019-2018)
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan | Otoritas Jasa Keuangan (2017-2019)

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Oforitas Jasa Keuangan (2017-2017)

Pt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017)
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Il Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017)

Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa
Keuangan (2014-2015)

¢ Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Bank Indonesia
(2013-2013)

Kepala Departemen Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012-2013)
Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2008-2012)

Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2008-2008)
Deputi Direktur Departemen Pengawasan Infernal Bank Indoenesia (2005-2008)

Analis Eksekutif Senior Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
Bank Indonesia (2005-2005)

Project Leader Unit Khusus Program Transformasi Bank Indonesia (2003-2005)

Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2002-2003)

Kepala Bagian Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (1999-2002)

Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (1998-1999)

Periode Jabatan
25 Mei 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
¢ Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran (1991)
*  Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan (2005)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Mei 2023.

Pengalaman Kerja

¢ Komisaris Independen PT Samudra Indonesia Tbk. (2023-sekarang)

Komisaris Utama Penjamin Efek Indonesia (KPEI) (2023-sekarang)

Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandliri Sekuritas (2023-sekarang)
Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tok. (2022-sekarang)

Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa
Keuangan (2017-2022)

Komisaris PT Danareksa Capital (2015-2017)

Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017)

Direktur PT Danareksa (2015-2017)

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012-2015)

*) Mulai menjabat sejak Mei 2023
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Periode Jabatan
24 Juni 2021 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
¢ Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
¢ MBA dari University of llinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021
No. 002/AMFS-BOC/VI/2021.

Pengalaman Kerja
e Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandliri (2019-2020)
* Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiiri (Persero) Tk

(2017-2019)
¢ Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat)
(2015-2018)
* Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiiri (Persero) Tok
Agus Retmono [QO]A‘S'QOA] 7) . . . »
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi * Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tok
Usia: 61 Tahun (2015-2016)
Kewarganegaraan: Indonesia e Ketua | Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)

Periode Jabatan
12 Desember 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
» Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi di Universitas Kristen Indonesia (2001)
¢ Magister Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia (2020)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal 28 Juni 2023,
dimana beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen yang juga mewakili Perusahaan
sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja

Investigator di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001-2003)

Program Officer di Suara Hak Asasi Manusia (2004-2005)

Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006- 2012)

Country Manager di PT. Eflag Solutions Indonesia (2012-2014)

Komisaris Independen di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-Sekarang)
Komisaris Independen di PT. Mandliri Tunas Finance (2023- Sekarang)

Fendy Eventius Mugni*

Anggota Komite Tata Kelola Terintegras
Usia: 51 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

*) Mulai menjabat sejak Desember 2023
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Kusman Yandi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 58 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamanda Santika

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 35 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Periode Jabatan
13 November 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
* Sarjana Akuntansi, Universitas Riau (1989)
* Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggofa Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat
Nomor Skel.0209/BOD/CORSEC/MUF/X1/2023 tanggal 01 November 2023 perihal
Pemberitahuan Komisaris Independen MUF selaku Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja

* Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance (November 2023 - sekarang)

e Direktur Wholesale & Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(Februari 2021 — Mei 2022)

* Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandliri (April 2015 — Januari 2021)

* Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale Banking
PT Bank Syariah Mandiri (Januari 2015 - Maret 2015)

* Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale, Treasury & International
Banking PT Bank Syariah Mandiri (Mei 2014 - Januari 2015)

* Executive Business Officer (EBO) di Direktorat Commercial Banking and Business Banking
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2014 — Mei 2014)

e Commercial Banking Center Manager (CBC Manager/Vice President)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2007 — Agustus 2013)

*) Mulai menjabat sejak Juni 2023

Periode Jabatan
4 September 2020 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics dari Universitas Bina Nusantara (2013)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020.

Pengalaman Kerja

* Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk (2022-sekarang)

e Product Design and Engineering Lead Berrybenka (2010-2021)

e Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan

Presiden (2019)

Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019-sekarang)

Senior Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2012-2013)

Supervisor Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013-2014)

Assistant Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014-2015)

Head Product Development (Scrum of Scrums) PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku)

(2015)

Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015-2016)

¢ Vice President of Talent Management-People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
(Gojek) (2016)

* Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tok (November 2017- sekarang)

¢ Direktur Utama Binar Academy (2017-sekarang)
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Periode Jabatan
27 Januari 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan

e S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - llmu Akuntansi

* $2 Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas California, Los Angeles, USA
* S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat — Universitas California, Los Angeles, USA

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal
16 November 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia No. SK-01/DK-AJII/0123 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite
di bawah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

Pengalaman Kerja

¢ Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. (2021-Sekarang)

* Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia
(2018 — sekarang)

¢ Country Director dan Chairperson Thinkwell (2020 - sekarang)

* Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1986 — sekarang)

* Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K Kantor Wakil Presiden (2016 —2019)

X * Anggota Dewan Pengawas Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (2014 -2016)

Prastoeti Soewondo* «  Anggota Komite Audit PT Asuransi Kesehatan (2008-2010)

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi »  Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (2004-2008)
Usia: 68 Tahun

Keworgonegaraon: Indonesia *) Mulai menjabat sejak Januari 2023

Periode Jabatan
5 Desember 2023- Sekarang

Riwayat Pendidikan

¢ Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akuntansi

¢ Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bidang Akuntansi
¢ Doctor University of Science Malaysia Bidang Akuntansi

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 5 Desember 2023
berdasarkan Keputusan Direksi No. 03/519-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja

e Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)

Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang)
Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tok (2019-2022)

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja RI (2014-2019)
Rektor Universitas Diponegoro (2014)

*) Mulai menjabat sejak Juni 2023

Mohamad Nasir
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 63 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia
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Mohammad Hidayat

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 56 Tahun

Kewarganegaraan: Indonesia

628 PT Bank Mandiri (Persero) Tok

Periode Jabatan
19 Maret 2021- Sekarang

Riwayat Pendidikan

Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah.

Magister di Sekolah Tinggi llmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management
bidang limu Hukum

Magister Business Administration IPWI Jakarta

Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021
berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja

Dewan Penasihat lkatan Ahli Ekonomi Islam (2019- sekarang)
Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018- sekarang)
Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017-sekarang)
Dosen S2 PSTTI Universitas Indonesia (2016-2017)

Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015-2017)
Dosen S2 Islamic Economic & Finance Universitas Trisakti (2015-2016)
DPS UUS Allianz Syariah (2010-sekarang)

DPS UUS Manulife Syariah (2010-sekarang)

Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005-sekarang)

DPS UUS BTN Syariah (2005-sekarang)

Ketua DPS Bank Syariah Indonesia (1 Februari -1 Juni 2021)

DPS PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun (1999-2010)
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Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fugas dan tanggung jawabnya,
Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki
Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir
kali dimutakhirkan pada tanggal 13 September 2023
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
No. KEP.KOM/006/2023. Piagam Komite Tata Kelola
Terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1.

2.
3.
4

oo

Tujuan Umum

Dasar Peraturan

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan
Masa Tugas

Rapat

Laporan

Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai fugas dan
berfanggung jowab untuk:

1.

Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
paling sedikit melalui penilaian kecukupan
pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi
kepatuhan secara ferintegrasi.

a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal

Terintegrasi

* Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan
Entitas Anak telah memiiliki sistem pengendalian
internal (infernal conftrol system) terintegrasi
yang baku sesuai dengan praktik ferbaik
(best practice) yang berlaku melalui kajian
atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang
diberlakukan di Perseroan.

*  Melakukan pemantauan dan evaluasi atas
efekfivitas penerapan pengendalian infernal
terintegrasi melalui kajian atas Laporan
Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan
yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern
Terintegrasi.

*  Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan
Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas
hal-hal terkait dengan sistem pengendalian
internal terintegrasi.

*  Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan
Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk
membahas hal- hal terkait dengan manajemen
risiko terintegrasi.

* Melakukan pemantauan dan mengevaluasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan
dan Entitas Anak atas hasil femuan Satuan
Kerja Audit Infern Terintegrasi, Kantor Akuntan
Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai
kelemahan pada sistem dan pelaksanaan
pengendalian internal ferintegrasi.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
*  Melakukan pemantauan dan evaluasi atas
kepatuhan Perseroan dan Enfitas Anak
terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan
lainnya yang terkait dengan usaha perbankan,
asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui
koordinasi dengan Saftuan Kerja Kepatuhan
Terintegrasi.

e Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan
berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang
terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan
intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan
auditor ekstern.

*  Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan
Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas
hal-hal yang terkait dengan kepatuhan
Perseroan dan Entitas Anak ferhadap
peraturan intern dan ekstern.

* Melakukan pemantauan dan mengevaluasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi
Perseroan dan Entitas Anak atas hasil femuan
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor
Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada
sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan
terintegrasi.

¢ Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola
Terintegrasi memperoleh informasi berupa
hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern
dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari
anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK
yang menjadi anggota pada Komite Tata
Kelola Terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata
Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang
2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terinfegrasi mempunyai wewenang

untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris
Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola
Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian
internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara
terintegrasi.

2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi
antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan,
keuangan dan manajemen risiko, sumber daya
manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang
diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta
meminta laporan yang diperlukan secara ferintegrasi.

LAPORAN TAHUNAN 2023 | 629



3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai
kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi
harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas sefiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk
setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:
1. Persyaratan Umum
a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan confiict of inferest terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengaloman yang memadai yang berhubungan dengan
tfugas dan tanggung jawabnya.
b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan
yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Tabel Kudlifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

IR TR Pendidian Pengalaman Kera
M. Chatib Basri Ketua Sarjana di bidang Ekonomi. Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
merangkap e Master of Business Administration di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Anggota Economic Development.
e Ph.D di bidang Ekonomi.
Andrinof A. Chaniago Anggota * Sarjana di bidang limu Sosial dan Politik. Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
* Madgister di bidang Perencanaan perbankan dan pengawasan perusahaan.
dan Kebijakan Publik.
Loeke Larasati Agoestina  Anggota ¢ Sarjana di bidang Hukum. Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
¢ Magister di bidang Manajemen. hukum dan perbankan.
Zainudin Amali Anggota Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang
Magister di bidang Kebijakan Publik pengawasan Perusahaan.

Doktor di bidang llmu Pemerintahan
Profesor Kehormatan di bidang ilmu
Kebijakan Olahraga

Faried Utomo Anggota e Sarjana di bidang Hukum Memiliki pengalaman kerja di bidang
* Magister di bidang Hukum pemerintahan
M. Yusuf Ateh Anggota Diploma 3 di Bidang Akuntansi Memiliki pengalaman kerja di bidang Akuntansi
Diploma 4 di Bidang Akuntansi dan Audit

Master of Business Administration (MBA)
Doktor di Bidang Administrasi Negara

Chrisna Pranoto Anggota e Sarjana di bidang Agronomi Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan,
e Magister Manajemen Bisnis Internasional manajemen risiko, dan kepatuhan.
Rasyid Darajat Anggota e Sarjana Akuntansi. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan,

* Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis. - audit, dan manajemen risiko.

Boedi Armanto Anggota e Sarjana Agronomi Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
¢ Master of Applied Economics
e Doktor Ekonomi

Hoesen Anggota e Sarjana Pertanian Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
* Magister Manajemen Keuangan dan keuangan.
Agus Retmono Anggota e Sarjana Ekonomi Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
* Master of Business Administration
Fendy Eventius Mugni Anggota * Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi Memiliki pengalaman bekerja di bidang HAM,
*  Magister Teknik Elektro Pengawasan, Pemberian Nasihat, Audit, dan
Teknik Elektro.

630  PT Bank Mandiri (Persero) Tok
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Tabel Kudlifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

[ _____Noma | Jabgtan Pendidikan Pengalaman Kerjo
Kusman Yandi Anggota *  Magister Manajemen Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

Konvensional dan Syariah, dengan keahlian
utama di bidang Manajemen Stratejik,
Analisa Keuangan, Manajemen Risiko, Strategi
Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Syariah.

Alamanda Shantika Anggota ¢ Sarjana di bidang Computer Science and Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan,
Mathematics Teknologi Informasi.
Prastoeti Soewondo Anggota e Sarjana llmu Akuntansi Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan.

¢ Magister Imu Administrasi Kesehatan
¢ Doktor llmu Administrasi Kesehaan

Mohamad Nasir Anggota ¢ Sarjana Bidang Akuntansi Memiliki pengalaman kerja di bidang
* Magister Bidang Akuntansi Pengawasan, Pemberian Nasihat, Birokrasi,
* Dokfor Bidang Akunfasi Pendidikan, dan Akuntansi.
Mohamad Hidayat Anggota Sarjana bidang Syariah Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Master of Business Administration Syariah dan legal

Master di bidang Hukum
Doktor bidang Islamic Economic and Finance

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun
fidak langsung, fidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri
dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank
Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan
Bank Mandiri dan Enfitas Anak.
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Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Zainudin Faried M. Yusuf Chrisna Rasyid
Amali Utomo Ateh Pranoto Darajat

Aspek M. Andrinof Loeke Larasati
Independensi Chatib Basri A. Chaniago Agoestina

Tidak memiliki

hubungan

keuangan dengan \ y y
Dewan Komisaris

dan Direksi

Tidak memiliki

hubungan

kepengurusan

di perusahaan, \ y y
anak perusahaan,

maupun

perusahaan dafiliasi

Tidak memiliki

hubungan N N
kepemilikan saham

di perusahaan

Tidak memiliki

hubungan

keluarga dengan

Dewan Komisaris, \ v v
Direksi, dan/atau

sesama anggota

Komite

Tidak menjabat

sebagai pengurus

partai politik, \ v v
pejabat dan

pemerintah

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur

dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai

berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap
sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah
anggota termasuk seorang Komisaris Independen
Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.

3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat,

6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan

dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat
perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan
pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris komite serfa didokumentasikan
dengan baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan
dalamrisalah rapat yang ditandatangani Ketua dan
Sekretaris Komite.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat
dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual
melalui media elektronik.

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola
Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan
Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata
Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
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Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah
melaksanakan rapat sebanyak é (enam) kali, dengan
rincian agenda rapat sebagai berikut.
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Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

m Tanggal Agenda Rapat Kuorum

1 16 Maret 2023 Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 14 Desember 2022 100%
Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Terintegrasi (Realisasi Rencana Kerja 2022,

Rencana Kerja 2023)

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester 11/2022

Strategi Konglomerasi Keuangan/Mandiri Group Tahun 2023

Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 16 Maret 2023 100%
Perkembangan Implementasi Program Penguatan APU-PPT di Mandiri Group
Pelaksanaan Sfress Test Mandiri Group

Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 25 Mei 2023 88,89%
Penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Enfitas Anak

N =

> w

2 25Mei2023

W=

3 13Juli2023

N

4 27 September 2023 1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 13 Juli 2023 100%
2. Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Semester /2023
3

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester 1/2023

5  2November 2023 1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 27 September 2023 100%
2. Perkembangan Digitalisasi Enfitas Anak
6 7 Desember 2023 1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite tanggal 02 November 2023 100%

N

Ketahanan Siber Mandiri Group

LAPORAN TAHUNAN 2023 | 633



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

T T =7 N WD Jomich Kehadiian | Persentase
M. Chatib Basri Ketua Merangkap Anggota 6 6 100%
Andrinof A. Chaniago Anggota 6 6 100%
Loeke Larasari Agoestina Anggota ) 6 100%
Zainudin Amali* Anggota 6 6 100%
Faried Utomo Anggota 6 6 100%
M. Yusuf Ateh Anggota 6 6 100%
Chrisna Pranoto Anggota 6 6 100%
Rasyid Darajat Anggota 6 6 100%
Hoesen** Anggota Non-Voting 4 4 100%
Adie Soesetyantoro*** Anggota Non-Voting 6 2 100%
Boedi Armanto** Anggota Non-Voting 6 4 100%
Agus Retmono Anggota Non-Voting ) 6 100%
Ravik Karsidi*** Anggota Non-Voting 2 2 100%
Fendy Eventius Mugni** Anggota Non-Voting 4 3 75%
Mansyur Syamsuri Nasution*** Anggota Non-Voting 2 2 100%
Kusman Yandi** Anggota Non-Voting 4 4 100%
Alamanda Shantika Anggota Non-Voting 6 5 83%
Prastoeti Soewondo Anggota Non-Voting 6 6 100%
M. Arief Rosyied Hasan*** Anggota Non-Voting 6 5 83%
Mohamad Nasir** Anggota Non-Voting 1 1 100%
Mohamad Hidayat Anggota Non-Voting 6 6 100%

*Mulai menjabat sejak Maret 2023 & Efektif Menjabat per November 2023
** Mulai Menjabat sejak Mei 2023, Juni 2023 dan Desember 2023
***Berhenti menjabat sejak Juni 2023 dan November 2023

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi
yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun
Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Tata Kelola
Terintegrasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Tata Kelola Terinfegrasi
felah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas
usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang
baik dan infens unfuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan.

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung
Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota
Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

(N0 vgon |
1.

Gaiji/Honorarium

Anggota Komite Non-Komisaris
Maksimal 20% dari Gaiji Direktur Utama
Tidak diberikan

Santunan Purna Jabatan

Tunjangan Hari Raya Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank

Eall B

Bonus/Tantiem Tidak diberikan
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5. Fasilitas
- Tunjangan Transportasi Tidak diberikan
- Kesehatan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Ketenagakerjaan Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
- Perjalanan Dinas Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan fugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite
Tata Kelola Terintegrasi dengan senantfiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai
dengan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi fahun 2023 yang felah disetujui Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.

2. Menyelenggarakan 9 (sembilan) kali Diskusi Infernal dan Diskusi dengan Unit Kerja ferkait.

3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen
risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi felah Menyusun rencana kerja tahun 2024, dan telah memperoleh

persefujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua)

akfivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.

2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan
Komisaris terkait Mandiri Group.

Prosedur Penggantian Komite Penunjang Dewan dari Komisaris

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak
Independen.

a
ol

Open Recruitment

Rapat dewan
Komisaris untuk

>

Proses Wawancara

o oleh Komite
di situs web Remunerasi dan membahas calon
Bank Mandiri Nominasi anggota komite
1 3
A4
. Qe
dilAsa
Penetapan oleh PeneTopon.
Direksi anggota komite Negosiasi
oleh Dewan

Komisaris

®
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KEBIJAKAN KEBERAGAMAN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

90

Kebijokan keberagaman Dewan komisaris dan Direksi Perseroan
didasarkan pada berbagai latar belakang yang berbeda, baik
berdasarkan usia, latar belakang pendidikan serta pengalaman
yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran
SEOJK No. 32/SEOQJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017
Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman,
infegritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian
di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan wakfu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang felah memenuhi
kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, infegritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah
manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

Pada 2023, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis
kelamin yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

m Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pengalaman Kerja Keahlian
Muhamad Chatib Komisaris Utama/ 56 Tahun Pric e Ph.D. dibidang Memiliki Macroeconomic,
Basri Komisaris Ekonomi. pengalaman Finance

Independen * Master of Business  kerja antara lain di
Administration di bidang keuangan
bidang Economic  dan pengawasan
Development perusahaan.
Sarjana di bidang
Ekonomi.
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Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

m Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pengalaman Kerja Keahlian
Andrinof A. Wakil Komisaris 59 Tahun Pria Sarjana dibidang ~ Memiliki Macroeconomic
Chaniago Utama/Komisaris llmu Sosial dan pengalaman

Independen Politik. kerja antara lain di
Magister di bidang  bidang perbankan
Perencanaan dan  dan pengawasan
Kebijakan Publik. perusahaan.
Loeke Larasati Komisaris 62 Tahun Wanita Sarjana dibidang  Memiliki Legal
Agoestina Independen Hukum. pengalaman
Magister dibidang  kerja antara lain di
Manajemen. bidang hukum dan
perbankan.
Muliadi Rahardja Komisaris 63 Tahun Pria Sarjana dibidang  Memiliki Banking, Accounting
Independen Akuntansi pengalaman kerja di
Master of Business  bidang perbankan
Administration di dan pengawasan
bidang Finance perusahaan.
Heru Kristiyana Komisaris 67 tahun Pria Sarjana dibidang ~ Memiliki Banking, Finance,
Independen Hukum pengalaman kerja Legal
Magister di bidang  antara lain di bidang
Manajemen pengawasan
perbankan
Zainudin Amali Komisaris 61 tahun Pria Sarjana di Memiliki Finance, Kebijjakan
Independen bidang Ekonomi pengalaman kerja Publik.
(Akuntansi) antara lain di bidang
Magister dibidang  pengawasan
Kebijakan Publik Perusahaan.
Doktor di bidang
llmu Pemerintahan
Profesor
Kehormatan
di bidang iimu
Kebijakan
Olahraga
Rionald Silaban Komisaris 55 Tahun Pria Sarjana bidang Memiliki Human Capital,
Hukum. pengalaman kerja Finance, Legal
Master bidang Law  antara lain di bidang
Center. keuangan dan
human capital.
Avrif Budimanta Komisaris 53 Tahun Pria Sarjana dibidang ~ Memiliki Finance
llmu Tanah pengalaman
Master of Sains di Memiliki
bidang Ekonomi pengalaman kerja
Sumber Daya Alam  antara lain di bidang
Doktor di bidang perbankan.
llmu Sosial dan
Politik
Nawal Nely Komisaris 48 Tahun Wanita Sarjana dibidang  Memiliki Accounting, Banking
Akuntansi pengalaman kerja
Executive Master antara lain di bidang
of Business keuangan dan
Administration audit.
Faried Utomo Komisaris 57 Tahun Pria Sarjana dibidang ~ Memiliki Legal
Hukum pengalaman kerja
Magister di bidang  antara lain di bidang
Hukum pemerintahan
Muhammad Yusuf Komisaris 57 Tahun Pria Diploma 3 di Memiliki Accounting, Audit
Ateh bidang Akuntansi pengalaman
Diploma 4 di kerja di bidang
bidang Akuntansi hukum dan
Master of Business  pengawasan.

Administration
(MBA)

Doktor di bidang
Administrasi
Negara
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Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOQJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi.
Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi
maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman
ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian
fugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan
individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam
Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017
Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau
keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
fugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau
keahlian sesuai dengan bidang fugas Direksi. Kebijakan keberagaman ferkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh
Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2023, keberagaman komposisi Direksi fercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin,
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pengalaman Kerja Keahlian

Noma | Joboran

Darmawan Direktur Utama 56 tahun Laki-laki Sarjana Hukum Memiliki pengalaman Treasury & International Banking, Risk
Junaidi kerja antara lain di bidang Management, Funding & Lending,
perbankan, keuangan dan  Finance, Special Asset Management,
pertambangan. Credit Recovery, Legal
Alexandra Wakil Direktur 50 tahun Perempuan ¢ Sarjana di bidang Memiliki pengalaman Corporate Banking, Special Assets
Askandar Utama Ekonomi. kerja antara lain di bidang Management, Structured Finance,
¢ Master of Business perbankan, keuangan dan  Government & Institutional.
Administrafion (MBA) di  sekuritas.
bidang Finance.
Ahmad Direktur 57 tahun Laki-laki ¢ Sarjana Teknik Kimia. Memiliki pengalaman Manajemen risiko kredit, strategi
Siddik Manajemen *  Master of Business kerja antara lain di bidang penanganan risiko, analisa risiko,
Badruddin Risiko Administration (MBA) di  perbankan, keuangan dan  manajemen dan strategi collection,
bidang Sistem Informasi - manajemen risiko. manajemen risiko fraud, akuisisi
Manajemen. maupun penutupan/penjualan
bisnis dan portfolio, manajemen
scorecard portfolio, manajemen risiko
operasional, proses selfassessment
untuk kontrol risiko, manajemen agen
collection eksternal, dan berbagai
program fraining terkait manajemen
risiko.
Agus Dwi Direktur 52 tahun Laki-laki e Sarjana di bidang Memiliki pengalaman Human Capital, Finance, Strategy
Handaya Kepatuhan Akuntansi. kerja antara lain di bidang  and Performance
dan SDM ¢ Master of Business perbankan, sumber daya
Administration (MBA) manusia dan ekonomi.
di bidang Strategy &
Finance.
Eka Fitria*) Direktur 45 tahun Perempuan ¢ Sarjana di bidang Memiliki pengalaman Treasury, Human Capital
Treasury dan Hukum kerja antara lain di bidang
International *  Magister di bidang perbankan, ftreasury,
Banking Administrasi Bisnis sumber daya manusia
Riduan Direktur 52 tahun Laki-laki Sarjana di bidang Ekonomi - Memiliki pengalaman kerja - Accounting, Finance, Audit, Banking
Commercial Akuntansi. antara lain di bidang audit, dan Risk Management.
Banking Magister di bidang perbankan, asuransi dan

Manajemen

ekonomi
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Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

m Usia Jenis Kelamin Pendidikan Pengalaman Kerja Keahlian
Aquarius Direktur 55 tahun Laki-laki Sarjana di bidang limu Memiliki pengalaman Corporate & Commercial Credit,
Rudianto Jaringan dan Sosial dan limu Polifik kerja antara lain di bidang  Refail Credit Risk Management,
Retail Banking perbankan konvensional, Commercial Crediit Risk Management,
perbankan syariach Commercial Banking, dan
manajemen risiko, asuransi, Commercial Sales.
pengawasan perusahaan,
dan ekonomi.
Toni E. B. Direktur 58 tahun Laki-laki Sarjana di bidang Memiliki pengalaman Credit Recovery, Corporate Banking,
Subari Operation Teknologi Industri Pertanian  kerja antara lain di bidang  Business Banking, dan Special
perbankan konvensional, Asset Management.
perbankan syariah, pasar
modal, manajemen risiko,
dan ekonomi.
Susana Indah  Direktur 57 tahun Perempuan Sarjana di bidang Ekonomi  Memiliki pengalaman Corporate Banking, Commercial
K. Indriarti Corporate Manajemen kerja antara lain di bidang  Banking, Credit Analyst, Commodiities
Banking perbankan, ekonomi dan  Trading, dan Wholesale Risk.
manajemen risiko.
Rohan Hafas  Direktur 61 tahun Laki-laki Sarjana di bidang Ekonomi  Memiliki pengalaman Brain Mapping, Manajemen Risiko,
Hubungan kerja antara lain di bidang Marketing, Corporate Relation,
Kelembagaan perbankan, konsultan, dan Corporate Secretary.
sekretaris perusahaan,
hubungan kelembagaan,
dan hubungan masyarakat.
Sigit Direktur 51 tahun Laki-laki Sarjana di bidang Memiliki pengalaman Treasury Dealer, Manajemen Risiko,
Prastowo Keuangan dan Geografi/Perencanaan kerja antara lain di bidang Analis Kredit, Penganggaran,
Strategi Wilayah perbankan, keuangan, dan  dan Keuangan.
Magister Manajemen pengawasan perusahaan.
Timothy Direktur 57 tahun Laki-laki Bachelor of Business Memiliki pengalaman Banking operation, treasury,
Utama Information Administration di bidang kerja antara lain di bidang  frade service dan teknologi informasi
Technology akuntansi dan keuangan perbankan, freasury, frade

service dan teknologi dan
system informasi

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
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PENERAPAN TATA KELOLA
DALAM PEMBERIAN REMUNERASI
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Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi
berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank
Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan
diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik
yang bersifat tetap maupun variabel dalaom bentuk tunai maupun
tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi
bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking
sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

Kebijakan Remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris,
Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian
serta mengacu pada peraturan perundangan yang
berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola
yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan
Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan
Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian
yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudent
risk taking dalam rangka menjaga kelangsungan usaha
Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata
kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun
kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat
Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tenfang
Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi
Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:
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1.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014
tentang Pedoman Penetapan Penghasilan
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN
No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021,
dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri
BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang
Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN
No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola
perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada BUMN, dan terakhir telah diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
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3. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum.

4. Peraturan OJK No. 45/P0OJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi
bagi Bank Umum.

5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi
Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan
Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang felah
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas
keuangan bank, ferciptanya manajemen risiko, kebutuhan
likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta
potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat
variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali
remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan

(Clawback) kepada pejabat yang tergolong Material Risk

Taker (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan Malus dan/atau Clawback untuk
kondisi khusus fertfentu dalam penerapan remunerasi
bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor
antara lain:

a. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial
Perseroan.

b. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara
langsung maupun fidak langsung dalam kerugian
yang terjadi.

2. Remunerasi yang bersifat variabel waijib ditangguhkan
sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh
Perseroan.

3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong

MRT, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun
non finansial.

b. Melakukan tindakan kecurangan (fraud),
melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau
pemalsuan catatan.

c. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan,
peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.

d. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan
tferhadap permodalan bank yang tidak
disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau
industri.

4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri
berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan

Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi
dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam
melaksanakan fungsi dan fugasnya di bidang yang
berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas
dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat
suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi
yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata
kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan
Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah
dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi
Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
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Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan
koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang
membidangi Human Capital serta unit kerja terkait
dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.

3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang
bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi
berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian
menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan
rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi
dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh
persetujuan.

6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada
RUPS dapat berupa:

a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran
Remunerasi; atau
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Persyaratan Calon Penetapan Suksesi Direksi
Anggota Direksi

¢ Persetujuan Suksesi

e

Pemegang
Saham Seri A
Dwiwarna

Melakuan Fit and
Proper Test

¢ Persetujuan Calon
Pengurus Perseroan

b. Persefujuan unfuk diberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan
besaran remunerasi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi

dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK
No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank
Mandiri telah memiliki Kebijaokan Remunerasi yang
disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi fanggal 20 Maret 2018. Kebijakan
remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan
imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan
kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan
demografi pegawai, pengelolaan biaya fenaga kerja,
dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan
bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun
dengan fujuan untuk dapat menarik, mempertahankan,
memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar
dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang
optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.
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Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini

masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan

Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di

level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material risk

faker. Penetapan material risk taker dilokukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitafif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat

Eksekufif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi

dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara

lain:

1. Hasil benchmarking remunerasi karyawan, pejabat
eksekuftif, anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris dengan industri sejenis (peer group).

2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.

3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit
yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya
Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas,
Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya.
Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja
adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem
untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri

berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total

reward untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai

kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank
pada 75 percentile.

2. Khusus untuk top talent dan critical jobs dapat
diposisikan sampai dengan 90 percentile.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri
memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang
bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudent risk
faking dalam rangka menjaga kelangsungan usaha
Bank Mandiri. Bank Mandiri menenfukan metode
pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan
pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai
skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiiri.
Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri
memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan
penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan
remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi
Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan
pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi
meliputi finjauan mengenai kebijakan remunerasi yang
dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam
mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank
Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode
yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa
kinerja (key performance indicator) yang disepakati tidak

dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian
atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi

jika kondisi tersebut ferjadi.

Penerapan strategiremunerasi juga dilaksanakan dengan
memperhatikan kinerja dari fiap-tiap individu pegawai
(based on performance), kinerja unit kerja dan kinerja Bank
secara keseluruhan, namun fetap dalam anggaran yang
ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan
total rewards Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian
gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang
Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang
diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan.
Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan
bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi
jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi,
General Check Up, kacamata serta program kesehatan
pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan

dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat
variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja
dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja
atau bentfuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat
diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen
yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri
dengan keftentuan khusus untuk kepentingan Dewan
Komisaris diberikan dalam bentuk funai untuk menghindari
unsur benturan kepentingan dalam menjalankan
kepengawasan.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisiremunerasi Bank terhadap kondisi
pasar, setiap fahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam
Annual Salary Survey yang diselenggarakan oleh pihak
ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian
dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam
menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk
selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar
dapat disetfujui.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi
Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor
penting unfuk mendapatkan dan/atau mempertahankan
karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris
yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi
merupakan sftrategi Bank Mandiri dalam memberikan
imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan
Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan
demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja,
dan dalam rangka mendorong pencapaian fujuan bisnis
Bank Mandiri.
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Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan fujuan
untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi,
dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat
secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal,
mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri

memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan
kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha
perseroan dalam industrinya.

3. Tugas, fanggung jawab dan wewenang anggota
Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan
dengan pencapaian fujuan dan kinerja Perseroan.

4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota
Direksi dan/atau anggofa Dewan Komisaris agar
tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan
imbalan yang diterima.

5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap
dan bersifat variabel.

6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang
Bank.

Indikator/Cakupan Kebijakan

Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK
No0.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank
Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang
disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi fanggal 20 Maret 2018. Kebijakan
remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur
terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya
akan diterapkan bagi pegawai di level fertentu yang
akan ditetapkan sebagai material risk faker. Penetapan
material risk taker dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Kebijakan Remunerasi kepada Karyawan

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat

Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi

dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara

lain:

1. Hasil benchmarking remunerasi karyawan, pejabat
eksekutif, anggota Direksi dan anggofa Dewan
Komisaris dengan industri sejenis (peer group).

2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.

3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit
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yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya
Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas,
Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya.
Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja
adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem
untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Anggota

Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan

dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi

yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi
yang fidak dikaitkan dengan kinerja danrisiko, antara
lain gaji/honorarium, fasilitas, funjangan perubahan,
funjangan kesehatan, tunjangan pendidikan,
funjangan hari raya dan santunan purnajabatan.
Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas,
Tunjangan dan sanfunan purnajabatan diberikan
dalam bentuk funai.

2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi
yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain
Bonus, Tanfiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat
diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen
yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan
dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris
diberikan dalam bentfuk tunai untuk menghindari unsur
benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.
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Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

n Jenis Penghasilan

1. Honorarium/Gaiji

2. Tunjangan

Tunjangan Hari Raya
Keagamaan

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Besarnya faktor jabatan

¢ Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama

e Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama
¢ Komisaris 90% dari Komisaris Utama

1 (satu) kali honorarium

Direksi

Besarnya faktor jabatan

e Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama

e Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur
Utama

e Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama

1 (satu) kali gaji

Tunjangan Perumahan

Tidak diberikan

Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila
tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar
Rp27.500.000

Tunjangan Transportasi

Sebesar 20% dari honorarium

Tidak diberikan

Tunjangan Cuti Tahunan

Tidak diberikan

Tidak diberikan

Santunan Purna Jabaran

3. Fasilitas

Fasilitas Kendaraan Dinas

Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun

Diberikan dalam bentuk funjangan fransportasi
sebesar 20% dari honorarium

Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun

Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa
sesuai kriteria yang telah ditetapkan

Fasilitas Kesehatan

Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal
nomor KEP.KOM/03/2022

Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal
nomor KEP.KOM/03/2022

Fasilitas Perkumpulan
Profesi

Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan
dengan kegiatan Perseroan

Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan
kegiatan perseroan

Fasilitas Bantfuan Hukum

Fasilitas banfuan hukum sesuai kebijokan internal
nomor KEP.KOM/03/2022

Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan infernal
nomor KEP.KOM/03/2022

4. Bonus, Tantiem, Insentif

Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun funai.

Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun funai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi dalam safu tahun dikelompokkan dalam kisaran fingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris
Jumlah Orang

Jumlah dalam Rp Juta

Jumlah diterima

Direksi

Jumlah Orang Jumlah dalam Rp Juta

Remunerasi

Gaiji 11 Orang 31.671 12 Orang 91.326
Tunjangan Perumahan - 2 Orang 859
Tantiem 11 Orang 162.483 12 Orang 410.650
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura

Perumahan (fidak dapat dimiliki) - 10 Orang -
Transportasi (fidak dapat dimiliki) - 5.648 12 Orang -
Asuransi Penuh (dapat dimiliki) - 4.533 12 Orang 11.311
Kesehatan (tidak dapat dimiliki) 11 Orang 538 12 Orang 4.060
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun

Di atas Rp2 miliar 11 Orang - 12 Orang -

Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar

Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar

Rp500 juta ke bawah
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Dasar adanya bonus saham:

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi

Bagi Bank Umum

o e abaran

Dewan Komisaris

Bonus Saham

Muhamad Chatib Basri Komisaris Utama/Komisaris Independen Nihil
Andrinof A. Chaniago Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Nihil
Loeke Larasati Agoestina Komisaris Independen Nihil
Muliadi Rahardja Komisaris Independen Nihil
Heru Kristiyana*) Komisaris Independen Nihil
Zainudin Amali*) Komisaris Independen Nihil
Rionald Silaban Komisaris 552.300 saham
Faried Utomo Komisaris 552.300 saham
Arif Budimanta Komisaris 552.300 saham
Nawal Nely Komisaris 552.300 saham
Muhammad Yusuf Ateh Komisaris 552.300 saham

Direksi

Darmawan Junaidi Direktur Utama 1.363.700 saham
Alexandra Askandar Wakil Direktur Utama 1.227.400 saham
Ahmad Siddik Badruddin Direktur Manajemen Risiko 1.159.200 saham
Agus Dwi Handaya Direktur Kepatuhan dan SDM 1.159.200 saham
Eka Fitria*) Direktur Treasury & International Banking Nihil

Riduan Direktur Commercial Banking 1.159.200 saham
Aquarius Rudianto Direktur Jaringan & Retail Banking 1.159.200 saham
Toni E. B. Subari Direktur Operation 1.159.200 saham
Susana Indah K. Indriati Direktur Corporate Banking 1.159.200 saham
Rohan Hafas Direktur Hubungan Kelembagaan 1.159.200 saham
Sigit Prastowo Direktur Keuangan & Strategi 1.159.200 saham
Timothy Utama Direktur Information Technology 1.159.200 saham

*) Diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satfu)

fahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel

Total

Orang
12

Direksi

Rp Juta
185.916

Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun

Dewan Komisaris

Orang
11

Rp Juta
73.562
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Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat
variable diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan
Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan unfuk pegawai
frontliner, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja,
Insentif penjualan, refenfion program serta program
Long Term Incentive dalam bentuk saham. Khusus untuk
anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan
remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan
Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri
memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas,
penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan Kendaraan
dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan
pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun
kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas
Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah yang

Menjadi Material Risk Taker

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandliri
adalah material risk fakers. Anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun
buku 2023 sejumlah 23 (dua puluh tiga orang). Termasuk
Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya
pada RUPS Tahunan 2023.

Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program shares optfion
unfuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai
sepanjang fahun 2023.

Rasio Gadiji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang
berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran
remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar
Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional
Bank Mandiiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel

Tunai (dalam juta rupiah)

Sisa yang Masih Ditangguhkan

Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga gap rasio
gaiji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan
yang ferlalu finggi. Secara rinci informasi terkait rasio

gaiji tertinggi dan ferendah telah dijelaskan pada Bab
Laporan Keberlanjutan.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi

yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2023, tidak ferdapat jumlah penerima
dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang
dijomin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri
kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau
calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK
No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat

Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah remunerasi yang
bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa
saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah
sebagai berikut:

1. Saham dengan total 81.830.200 lembar saham.

2. Tunai dengan total Rp57.900.729.883.

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Totalsisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik
yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.

2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan
karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.

3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan
karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Total Pengurangan Selama Periode Laporan

Disebabkan Disebabkan
Penyesuaian Eksplisit  Penyesuaian Eksplisit  Total (A)
(A) (B) +(B)

Rp32.829.571.326

Saham/Instrumen yang berbasis saham yang
diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal
juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar
saham tersebut)

30.091.400 lembar saham
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Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
untuk Kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
dan ketentuan peraturan perundangan. Direksi juga memiliki
wewenang untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil
tindakan dan kebijokan yang dianggap perlu untuk memastikan
kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan

aspek efisiensi dan efektivitas.

Direksi menjalankan perusahaan dengan menerapkan
prinsip-prinsip fata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance) dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian (prudential banking), kode e